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ABSTRAK

Nama : Anastasia, Yoria, Kastanya
Program Studi ; Kenotarfatan
Judyl : Tinjauan Yuridis Mengenal Pengangkatan Anak diluar Yayasan Sosial

vang mendapat ijin dari Pengadilan Negeri (Studi Kasus Penctapan
Pengadilen Negeri No 129/Pd¢/PR2006/PN.Ber)

Yang melatar belakangs penelifian ini adslah sejak jaman pemeriniah Hindia
Bejends dilskukan pengangkatan angk dengan cars dan motifasi yang berbeda-beda,
sesuai dengan sistem hukem yang berkembang di Indonesia. Sayangnya motifasi yang
berkembang saat ini tidak memperhatikan lagi sepi kescishisraan dan kemanusiaan bagi
anak-anek. Pada jaman pemerintah Hindia Belanda dikeluarkan suatu pemyataan bahwa
pengangkatan znak harus dilakukan dengan akiz Notaris, naraun sesuai perkembangan
jaman saat ini, hukum menyatakan lain bszhwa untuk melskekan pengangkatan anak
harus melalui Yayasan Sosial yang felah ditunjuk oleh pemerintsh. Metode vang
digunaken dalam penelitian ini sdalgh studi dokumen dan bersifat yuridis normatif,
dengan mengacu pada sumber-sumber seperti bku, dan media niemet. Yang menjadi
permasalshan Utama penclitian ini adalsh mengenal organisasi sosial yang seperti apa
yang dapat melakukan usaha Pengangkatan Anak darn Mungkinkah bagi suvatu
Pengangkatan Anak dilakukan &i luar yayasan sosial, Setelsh meneliti berbagsat sumber,
diperoleh hasil dan kesimpuian bahwa bahwa untuk melakukan pengangkatan anak harus
melalui Yayasan Sosial yang felsh ditunjuk oleh pemwerintsh, hal ini dilakukan oleh
Pemerintah untuk meminimalis kejehatan di dunis ansk, seperti sering kali terjadi jual
beli organ anak. Karena pengangksatan anak di depen notaris terkesan lebih mudah
dilakukan, dan tidak melakii proses vang bentele-tele, sehingga memungkinkan tegjadinya
kejahatan dan kriminalitas. Maka pengangkatan anak dengan cara lain vang tidak
titetapkan oleh Undang-undang menjadi hal yang dilarang oleh Hukum. Dengan kata jain
tertu tidak mungkin suatu pengangkatan anak dilakukan diluar yayasan social, Yayasan
sosial menjadi suatu wadah perantars bagl ierciptanya suatu pengangkatan ansk di
Indonesia, tentunys vayasan tersebut harus mendapat ijin dari pemerintah untuk
melakukan usaha Pengangkatan anak. Dan dinilai mempunyat citra dan kapabelitas yang
tinggl 4i mata masyarakat dalam memberikan peleysnannya, Karena tidak semua
Yayasan Sosial di Indonesia dapat menjadi media dalam Pengangkatan anak.

Kata Kunci ; Yayasan Sosial
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ABSTRACT

Name : Anastasia Yoria Kastanya
Program Study © Notary
Title : A legal analysis on child adoption outside Social Fondation that

oblains approval from District Court {Case study of court Order
No, 129/Pdt/P/2006/PN.Ber)

Issue that constitetes background of this research is that since Diutch Colonial erg,
child adoption was conducted by different ways and motivations in connection
with the developing legal system in Indonesia. Unfortunately, the motivation that
is currently developing does not any longer put the concemn on the welfare and
humanity aspects for the children. In the era of the Government of Dutch
Colonial, a statement was issued regulating that child adoption shall be conducted
by Notarial Deed; however, along with the development of time, the Law later
regulates the other way around, that child adoption shall be conducted through
Social Foundation appointed by the Government. This research uses documentary
study with normative and juridical approach referring to sources such as books
and internet media. The main problem of this research is on types of social
organization that is authorized to conduct child adoption and the possibility of
conducting child adoption outside social foundation. Having researched all
sources, it is resulted and concluded that child adoption shall only be conducted
by Social Foundation appointed by the Government. This matier is conducted by
the Government in order to minimize crime against children as sale and purchase
of child’s organs often oceurs, Since child adoption before Notary seems to be
less difficult to be carried out and without & cornplicated procedure, it is therefore
possible for crime apd criminality to exist. Accordingly, conducting child
adoption by any other means not regulated by the laws is prohibited. In other
words, it is impossible for conducting child adoption outside social foundation.
Social foundation becomes an intermediary of conducting child adoption in
Indonesia, with the exception that such foundation shall obtain license from the
Government to carry out child adoption. Further, such foundation shall also have a
good image and capability in the eyes of the society in giving #ts service as not all
Social Foundations in Indonesig are able to become the media in the case of child
adoption.

Keyword: Social Foundation
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BAB. 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Ansk adalah amanah dan karonia Tuhan Yang Msha Esa didalam dirinya
melekat, harkat dan martabat, sebhagai manusia yang uuh, Didalam tubuh dan jiwe anak
terdapat dinsmike pertumbuhan dan perkenbangan secara fisik dan mertal.

Masalah pengangkatan ansk bukanlah masalsh baru, termasuk di Indonesia.
Sejak zaman dahulu telsh ditakukan pengangkatan anak dengan carp dan motivasi yang
berbeda-beda, sesual dengan sistem hukum dan perssnan hukum yang hidup dan
berkembang di daerah yang bersangkutan. Di Indonesis sendirl vang belum memiliki
peraturan dan perundang-undangan yang lengkap, pengangkatan anak suddli sejak zaman
dshulu dilskukan. .

Adepsi snak adalah sustu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam
keluargs sendiri sehingge antara orang yang mengadopsi anak. dan ansk yang diadopsi
timbul suatu hukum kekeluargean seperti otang tug dengan anak kandungnya sendiri.

Tujuan dari penpangkatan anek antara lain adaleh untuk menerugkan
‘keturunan’, manakala didalam suats perkawinan tfidak memperoleh keturunsn, Ini
merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan galah satu jalan keloar dao aitematif vang
positif dari menusiaw terhadap naluri kehadiran seorang enak dalam pelukan keluarga,
setelah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak pun.

Universitas Indonesia
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Selain itu pula ketiks pemerintahan Hindia Belanda pun sempat mengeluarkan
peraturan perundang.undangan meagenat pongangkatan anak untuk golongan Tiorghoa
yang juga bertujuan uniuk melanjutkan keturunan',

Dalam Perkembangan sast ini sejalan dengan perkembangan masyarakat
pengangkatan anak (adopsi} berubah untuk menjadi kesejshtersan (perlindungan) anak, hal
ini tercantum pula dalam pasal 12 (1) Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 4 tahun
1379 tentang Kesejshtersan Anak vang berbunyi : "Pengangkatan ansk {adopst) menurut
adat dan kebissaan dilsksanakan dengan mengytamakan kepentingan keseishteraan anak.”™.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan
anek (adopsi) sudah ada di zuman sebelum perang di Indonesis, yaitu sebagaimans distur
dalam "Stastblad™ Tshun 1917 Nomor .129 juncto Tshun 1924 Nomor $57. Menurut
ketentuars S. 1917 No. 129 yang dapat mengangkat ansk adalah laki-laki beristri atau
pernah beristyi den fidak mempunyai keturunan anak laki-laki dalam garis laki-Taki,

Kini lembags Pengangketsn Anak semakin berkembang luas, karena dalom
perkembuangannya tujuan pengangkatan tersebut tidak hariya untuk melanjutkan keturunan
saja. Semakin berkembanganya Lembaga Pengangkatan Anak tersebut dipengarohi oleh
semakin banyaknya motivasi-motivasi Pengangkatan Anslk. Sayangnya motivasi-motivasi
yang berkembang saat inj tidak memperhatikan lagi segi kesejahteraan dari sngk angkat itu
sendiri. Padshal dalars Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahtersan snek
telah diatur bahwa tujuan dari pengangkatan anak sdalah erpenuhinys kesejahtcraan snak
tersebut’ .

Walaupun sampai seat ini belum sda juga Undang-undang tentang
pengangkatan anak namun kenyataannaya di dalam masyambkat telak banyak dilaksanskan

penganpkatan enak tersehut, maka kiranya diperfukan suatu  tertib pclaksanaanh'

(]
2

Indonesia, Stantbland Tertag Pengaughatan Angk, Staathlaad Tabus 1517 Nowor 129

2. indonesia, Undangandang Tentang Kesojahteraoy Anak Undeng.Undasg Nowmor 4
Fabun 1979, LK, 32 Tahun 1979 TEN 3134. P35 12

3. ndonesis, Qp. Cit, Ps 1D

2
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pengangkatan aznak di Indonesia agar tujuan menciptakan kesejshteraan anzk
Indonesia tercapai.

Dalam perkembangan hukum dan kesadaran masyarakat aksn hukum
praktek pengangketan anak yanp dilakukan oleh miasyarakat adat maupun masyarakat
keturunan Tionghoa sering dilakukan dengan akia notsris dan kemudian bamnu
diajukan permohonan peneciapan Pengadilan Negeri. Prakick yang dilakukan oleh
masyarakat adat dan ketvrunan Tionghoa sebagai bentuk. penyimpangan terthadap
ketentuan Staatblad 1917 Nomor 129 juncto Steatblad 124 Nomor 357, Hal ini
dikarenakan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indongsia Nomor &
Tahun 1983 sertd proses Akia Kelahiran di Kantor Catatan Sipil.

Kenystean sebagaimana forsebut diatas, dengan didukung fakta bahwa
sampai saat ini belurm sda ketentuan perundang-undangan vang secara khusus
mengatur pengangkatan anak (adopsi), schingga menimbulkan kepastian hukum
dalam penganpkatan anak (adopsi). .

Sampai saat ini peraturan yanp yang mengatur tentang pengangkatan anzk
barulah dalam tingkat Surat Edaran Mahkamah Agung Pengaturannya pun hanva
dalam pengangkatan enak non plena dslam arti anak angkat tersebut nantinya tidak
menjadi ahli warls secara penub dari omng tus yang mengangkamya -dan anak
tersebut tidak putus hubungan dengsn orang tua kandungnya.

Yang diperbolehkan atau  difinkan  oleh  pemerintah  dalam
menyelenggarakan uszha pengangkatan anak yaitu hanya Organisasi sosial saja, yang
mana dalam hal ini tefuang dalam keputusan Mentri Sosial Nomor 41 Tehun 1984,
Maka dengan kata lain anak—anak yang dapat diangkat harus melalui panti asuhan
yang disetujui oleh Mentri Sosial. Namun dalam prakteknya di masyarakat masih sajo
terdapat penyimpangan-penyimpangan hukum, yaitu masih kita temui kiabempa orang
vang melakukan pengangkatan anak dengan tidak melalst prosedur bukum yang
diijinkan, misalnya sajn setelah saya, Penulis melakukan beberapa survey dimana kita
temui didalam masyarakat masih saja ditemuksn beberapa orang Tug atau calon
orang tua sngkat yang ingin melakukan pengangkatan snak tidak melalui panti
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sosial, hal Ini dapet dikatakan sangat beriolak belakang dengan peraturan yang sudah
ditetapkan oleh Pemerintah,

Maka dapat kita lihat antara ketentuan hukum dan pelakssnasnya di
masyarakat tidak selaras dengan apa yang sudsh ditentukan. Hal ini dirasakan sangat
bertelak belakang, narmun tentunya pemerintah hendaknya mempertegas kembali
mengenai ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara jelas lagi masalah
hal pengangkatar anak di Indonesia, maka penulis ingin meneliti lebih javh dan
menuangkannya dalam bentuk Tesis dengan judul : *TINJAUAN YURIDIS
MENGENAI PENGANGKATAN ANAK DILUAR YAYASAN SOSIAL YANG
MENDAPATKAN LIIN DARI PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS
PENETAPAN PENGADILAN NO 128/Pdt/P/2006/PN. B )"

B.POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis nerumuskan beberapa
pokok penmasalahan yang menjadi cuang Hnghup bahasan dalam penulisan Tesis mi,
yaity
1. Mengapa hanva organisssi social tertentit yeng dapat menyclenggaraken
usaha pengangkatan anak?
2. syarat apa saja yang harus dipenuhi agar yavasan tersebut mendapatkan ijin
untuk melakukan usahia pengangkatana anak?
3. mungkinkan pengangkatan snak dilakukan diluar jalur pengadilan dan
apaksh akibat hukumnya? Dan Bagaimana akibat hukum hubungan aniam
calon anak angkat dan orang tua angkatnya?
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C. TUJUAN PENULISAN
Penulisan Tesis ini diharapkan dapat memberiken pengetahuan den pengertian
{entang :
{.  mengetehui implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2007 tentang
kesejabtersan anak di Indonesia? dalam prakiek dan prosedur pengangkatan Anak
di Indonesia? ‘
2. Akankah pemerintah memperteges Jagi mengenal ketentuan perundang-undangan
di Indonesia kKhususnya dalem hal pengengkatan anak 4i Indonesia. Sehingga
menimbulkan kepastian hukum dalam pengangkstan anak (adopsi).

D. METODOLOGI

Metode penclitian yang digunskan penulig dalam mengumpuikan bahan-bahan
sertz data-date dalam penulissen Tesis ini adalah bersifat normative dan empiris, dengan
pengertian selain penelitian yang bertitik tolak pada buku, peraturan perundang-undangan
dan peratucan lzin vang berhubungan dengan judel Tesis ini, penulis jupa mengadakan
penelitian lapangan. Adapun motode penelitian yang digunakan dalam pengumpulen data
bagi penyusunan Tesis secars torperingi adelah sebagai berikut ;

1.  Metode Penelitinn Kepustakaan {Library Research)
Penelitian kepusatksan ini dimaksudksn untuk mengumpulkan bshan-bshan

vang dapat melengkapi materi dari Tesis ini, Dan dalam Metode Penelitian kepustakaan inj,
penulis akan mempergunakan :
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a.  Bahan Hukum Primer, vaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan
mengikat kepada masyarakat, seperti peraturan dasar, peraturan perundang-
undangan, bahan hukum yang tidak tertulis yang tentunya berhubungan
dengan tema penulisan tesis ini;

b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelasksn bahan
hukum primer, misainya buku-buku mengenai adopsi, hasil-hasil penclitian,
artikel-arfike! mengenai adopst, hasil seminar mengenat adopsi serta tesis

¢.  Bahan Hukum Tersier, yaity bzhan hukum yang memeberiken petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan selunder, diantaranya
kamus, ensklopedi, dan sebagainya.

1.  Metode Penelitian Lapangan (Ficld Research)

Penelitian lapangan ini dilakiokan dengan mencard dan mengumpulkan
data~-data yang depat melengkapi materi penulisan Tesis ini dengan cama melakokan
interview dengan seoreng sdopter ‘X’ yang melakukan pengangkatan anak dengan
cara prosedur yang tidak diijinkan oleh hukum,

" Tipologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialsh penelifian
diagnosile, yaitu penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan mengenai
sebab timbulnya suaty gejala.

E. SISFEMATIKA PENULISAN
Untuk memberikan gambaran secars umum mengenai gambare materi
dalam tesis ini dan guna mempermudah pengkaiian dan pemahan hasil penulisan

yang dilakukan, maka secars garis besar penulisan Tesis ini dilakukan dengan
sisternatika sebagai berikut :
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Bab!

Pendahuluan
Terditi dagi later belakang masalah, pokok peimssalshan, tujuss penulisan.
Metode penelitian, dan diakhini dengan Sistermatika Penulisan

Bab Il : Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Yang berlaku

Bab I :

Dalarm Bab I memnuat pengertian umum mengensi Adopsi, Dasar Hukum yang
terkait dengan Pengangkatan AnakPengengkatan ansk di Indonesie dan
kaitannya dengan Ussha Perlindungsn Anak, Pengawassn Adopsi i
Indonesiayang ditetapkan Dengen Undang-Undang Momor 54 Tahun 2007,
Keduduken scbush Yayasan Dalam Melakukan Ussha Pengangkatan Anak,
Habungan Hulam Anlara Anak Angkat dan Oreng Toa angkst, Assl-usul Calon
Ansk AngkatOtonomi Daerah dan Pengangkatan sanak, Kasus Khusus dan
Dispensasi Mentri intuk Pengangkatan anak diluar yayasan social yeng teieh
dkebulkan oleh Pengsdilan Negeri dalam Kasus Perdata No, 129/pdt/2006/PN
Bogor.

Penutup

Dalam beb ini terdiri dani kesimputlan dan saran, yang akan menarik kesimpulan
dari penulisan Tesis ini dan memberi suatu ssren yang berkensan dengan

permasalaban yanpg menjadi topic utama penulisan Tesis ini.
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BAB.2
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGANGKATAN ANAK DILUAR
YAYASAN SOSIAL YANG MENDAPATKAN IJIN DARI PENGADILAN
NEGERI (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NO
129/Pd¢/P/2006/PN.Bgr)

A. PENGERTIAN UMUM MENGENAI PENGANGKATAN ANAK

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan
bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan
sumbér daya manusia yang berkualitas diperiukan pembinaan sejak dini yang
berlangsung secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan
perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Kondisi ekonomi sosial yang kurang menculcung sanget mempengaruhi
kondisi perekonomian keluarga dan berdampak pada tingkat kesejahteraan anak
Indonesia. Kenyatsan yang dijompai di masyarzkat masih banyak dijumpai anak-anak
vang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyak kita temut di
jalan-jalan dengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks yang memeriukan
penanganan, pembinaan dan perlindungan, baik dari pihak pemerintah maupun
masyarakat

Sebagian besar negara pun mencantumkan permasalahan mengenai hak-hak
dasar mengenai pengangkatan anak ke dalam konstitusinya masing-masing, termasuk
Indonesia dengan undang-undang dasamya. Membicarakan masalah perlindungan
hukum akan selalu terkait dengan penegakan hukum karena perlindungan hukum
merupakan salah satu bagian dari tujuan penegakan hukum.
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Negara adalah negara yang berdasar ates hukum, maka perlindungan HAM sudab barang
tenty jugs merupakan tujuan penegakan hukum secar konsistern,

Salah satu bidang HAM yang menjadi pethatian bersama baik di dunia internasional
maupun di Indonesia adalah hak anak, Masaleh seputar kehidupan anak sudah selayaknya
menjadi perhatian vtama bagi masysrakat dan pemerintah. Saat ini, sangat banyak koadisi
ideal yang diperiukan mntuk melindungi hak-hak anak Indonesiz namun tidek mampu
diwujudkan oleh negara, dalam hal ini Pemerinteh Republik Indonesia. Kegapalan berbagai
pranata sosial dalam menjalankan fungsinya ikut menjadi penyebab tejadinya hal tersebut.
Berbagai ussha dilakukan oleh berbagai pihak demi melindungi anak, dan salah saiu bentuk
perlindungan iu adsiah pengangkatan anak, yang di satu sisi ferus dicegah pelaksanaannys,
namun di sisi lain dibampkan dapat menjadi salab sate wujud dari useha perlindungen anak

Pengertian Adopsi menurut hukum adat di Indonesia sangat berancka ragam, hal ini
disebabkan katena Adat Istiadat di Indonesia bersifat Pluralistis. Namum pada Intinya
dalam Hukum sdat pengerfisn adopst adaleh suatu perbustan hukum untuk memberikan
status hukum wrtentu pade seorang anzk, status miana sebelumnys tidak dimiliki oleh
seoran anak terscbut. Adas yang menyebabkan putug hubungan denpgan orang tua kandung,
dan ada yang tidak menyebsbkan putus hubungan dengan orang tug kgndungnya.

Berkenaan dengen masalah tata cars adopsi atau pengangkaten apek ini, ada
berbagai macam, sesuai dengan keanekaragamaan sistem masyarakat adat kita. Sekalipun
secarn esensial letap mempunyai titik persamean. Adopsi dalam hukum adat cukup
dilaksannkan secara terang atau tunai. Terang srtinya wajib dilakukan dengan upacara adnt
serta dengan bantvwan kepsla adat, dan twnal artinys menyerahkan sesuate sebagai tands
persetujuen dari oreng twea angkat kepada orang tua kandung. Setelah pelaksanaan
pengengkatan enak tersebut dilaksapakan melalui upecara adat, maka sudah ssh anek
tersebut menjadi anak anglkat,
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Berdasarkan hukum adat Mr. B. Ter Haar mendefinisikan sebagai perbuatan
hukum yang memasukan ke dalam kelusrganys seorang anak yang tidak menjadi
Anggots keloarganya sedemikian rupa sehingge menimbulkan hubungan
kekeluargaan yang sama seperti hubungan kemasyarakatan yang tertenty secara

biologis, hal mana biasa terjadi di Indonesia.

A2 ADOPSI MENURUT STAA NO 12971 1917

Dalam Kitab Undeng-undang Hukum Perdata (BW) tidsk diketenwkan
suatu keientuan yang mengaiur masaiah penganpkatan ansk. BW hanys mengatur
ketentuan teniang pengakuan snak luar kawin, yaitu seperti yang diatar datam buku |
Bab 12 bagian ke tiga BW, tepatnya pada pasal 280 sampai 289 yang subtansinys
mengatur tentang pengakuan terbadap anak-naksa luar kawin.

Lembaga Pengakuan anak luar kawin, tidak sama dengan lembaga
pengangkatan anak. Dilibat dani segi orang yang berkepentingan, pengakuan snak
luar kawin hanya dapat dilakukan orang laki-laki saja Khususnya aysh biclogis dari
anak yang akan diakui. Sedangkan dalam lembaga penpangkatan anak tidak terbatas
pada ayah biologisnya saja, tetapt seorang wanita atau seorang laki-laki yang sama
sekali tidek ada hubungan biologis dengan anak itu dapat melakukan permohonan
pengangkatan ansk sepanjang memenuhi persyaratan hukum.

Mengingat kebutuban masyarakat tentang pengangkatan ansk telah
menunjukan angka yang meningkat, disamping kulfar budaya masyarakat Indonesia
aslt dan masyarakat keturunan Tionghos telah lama memprakicksn pengangkalan
anak, maks Pemerinish Keolonial Hindia Belanda mengelvarkan Staatblaad Nomor
129 Tahun 1917 yang isinya mengatur secara khusus tentang lembags Pengangkatan
Anak fersebut guna melengkapit Hukum Perdata Barat (BW).

4. Ima Sctyowst! Seemitro, Aspek Hukem Perlindungan Anak, (Jakarts : Bumi Aksera,
1990) Hal 32
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Dalam Staatblaad Nomor 129 Tahun 1917 ini Pengertian Pengangkatan
anak mempunyai arti yang sempit, disana Pengangkatan Aoak adalah semata-mata
untuk melanjutkan ketupunan, ketika seorang isted sudah dapat dikatakan lanjut usiy
dan tidak memiliki seorang anak laki-laki maka pasangan suami isteri tersebut dapat
mengangkat seorang ansk laki-laki meskipun pesangan tersebut teleh memiliki
seorang atau lebih anak perempuan. Karena dinilai setiap pasangan keluarga hars
memiliki seorang anak laki-laki guna melanjutkan keturunan dan membawa identitas
keluarga seperti nama besar keluarga.

A3, ADOPST MENURUT SEMA NO. 4 TAHUN 1989

Dalamn kenyataan tidak semua orang s mampu untuk memenuhi kehidupan
anak kenyataan yang ada anak menjadi terlanfar baik secara rohani manpun jasmani
dan social maka diperiukan pengangkatan anszk demi mewsjudkan kesejahteraan
anak. Untuk mengetahui fungsi dan tujuan adopsi serta dasar hukum dan prosedur

adopsi perlu diketahui lebih dahuiu pengertian adopsi menurut hukum positif di
Indonesia. "

Pengertian Adopsi menusut SEMA No. 4 tahun 1989 tentang pengangkaian
anak adalah perbustan hukum yang mengalibkan seorang anak dari lingkungan
kekuasasn keluarga orang tua yang sah atan walinya yang sah atau orang lain yang
bertanggung jawsb atas perawatan, pendidiken, dan membesarkan anak tersebut
kedalam lingkungan kekuasasan orang fna angkat berdasarkan penctapan/ putusan
pengadilan Negri, tanpas mempersoalkan apakah pengangkatan anak tersebut
mempunyai akibat hukom yang penuh/sempuma atau akibat hukum yang terbatas.
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A, ADOPS!I MENURUT KONVENS] HAK-HAK ANAK (CONVENTION ON THE
RIGTS QF CHILD).

Dalam konvensi hak-hek eanak menyebutkan hal-hal yang mengetur tentang
perlindungan anek adopsi, schingga anak sdopsi mendapatkan perlindungan sebagaimana
mestinya agar terhindar dari pihak-pthak yang tidak bedanggung jawab, dan mendepatkan
jaminen bahwa mereka tetap mendapatken hak-hak mereka. Dimana perfindungen dan hak
snak adopsi tersebut terdapat dalem pasel tersebut dibawah ini:

Pasal 19:

1. Pasa Negara peserts akan mengambil langkah-langkah legislative, administrative,
social, dan pendidikan yang layak gone molindungi anek derd semua bentuk
kekerasan fisik atau mental, atau penyalahpusnusn. Negara-negara Pihak harus
mengambii semua tindsksn legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang
tepat untuk melindungi anak dari seonue beniuk kekersan fisik atau mental, uka-
luka stsu penyalahgunaan, penelantaran stau perekuan aipa, perfakuan buruk atau
ekaploitasi, termasuk penyalahpunsan seks selema dalam pengasuhan (para) orang
tug, wali hukum atau orang lain manapus yang memiliki tanggung jawsb mengasuh
ansk,

2. Tindakan-tindaken periindungsn terscbut, sebagai layaknya, scharusnya mencakup
prosedur-prosedur yang efekiif untuk penyusunan program-program sogial untuk
memberikan dukungan yang perlu bagi mereka yvang mempunysi tanggung jawsb
perawatan ansk, dsn Jugs untwk bentuk-bentuk pencegshan lain, dan untuk
identifikasi, melaporkan, penyershan, pemeriksaan, perlakuan dan tindak lanjut
kejadian-kejsdian perlakuan buruk terhadap ansk yagn digambarkan sebelum ini,
dan, sebagaimena layaknys, untuk keterlibetan pengadilan.
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Pasal 26

L.

Seorang anak yang secara sementarz atau tetap dicabut dari lingkungan
keluarganya, atau yang demi kepentingannya sendiri yang terhaik tidak
diperkenankan tetap bersda dalam  lingkungan tersebut, berhak atas
perlindungan khusus dan bantuan yang disediskan oleh Negara.

Negars-negare Pihak sesuai denpgan undang-undang nasional mercka harus
menjatin pengasuhan alternatif bagi seorang anak semgcam itu.

Perawatan terscbut dapat mencakup, antara lain, penempatan orang tua anek,
kafalah dalam hukum Islam, adopsi, atau kelau perlu penempatan dalam
lembaga yang tepat untuk pengasuban ansk. Ketike mempertimbangkan
penyelesaian-penyelesaiannya, maks harus diberikan  perhatian  yang
scnestinya pada keinginan yang berkesinambungan dalam pendidikan
georang anak dan pars etnis, agama, latar belelkang budaya dan linguistik
anak.

Pasai 21 ;

Negara-negara Pihak yang mengakui dan/atan memperkenankan sistem adopsi harus
menjamin beahwa kepentingan-kepentingan terbaik st anazk akan mermupakan
pertimbangan erpenting dan mereka harus

(8) Menjamin bahwa adopsi seorang anak disahkan hanya olch para
penguasa berwenang yang menetapkan, sesoai dengen undang-undang
dan prosedur-prosedur yang berlaku dan berdasarkan semuaz informasi
vang berhubungan dan dapat dipercays, bahwa adopsi diiperrkenankan
menurut stafus anak mengenai orang tua, saudara-saudsrs dan wali
lrukum dan bahwa kalau dipersyaratkan, omng-orang yang bersanglkutan
telah  memberikan  persetujuan  adopsi  bewdasarkan  konseling
schagaimana yvang mungkin diperiukan
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{b] Mengakui bahwa adopsi antar negara dapat dianggap sebagal cam
altematif pengasuhan anak, kalau anak tidak dapat ditempatkan dalam
asuhan orang wa angkat atau keluarga adoptif atau dalam setiap cama

vang cocok tidak dapat diagubh di Negara asal si anak

{c) Menjamin bahwa anak yang bersangkutan dengan adopsi antar-negara
memperoleh periindungan dan standar yang sepsdan dengan dengan
perlindungan dan standar yang ada dalam kasus adopsi nasional

(d) Mengambil semua fangkah yang tepat untuk menjamin bahwa, dalam
adopsi antac-negara, penempatannya tidek bernkibat dalam penghasilan
keuangan yang tidak cocok bagi yang terlibat di dalamnya

{e) Meningkatkan, apabila tepat, fujuan-tujuan pasal ini dengan membuat
pengatiran-pengatuan  atan  persciujuan-persetuiuan  bilateral atau
multiistersl dan berusaha, di dalam kerangka kermja ini, menjamin
bahwa penempatan si anak di negars lainnya dilaksanakan oleh parca
penguasa atau organ-organ yang berwenang

Dengan adanya konvensi hak hak anak maka Indonesia melakukan komitmen

untuk menindak lanjutin konvensti terssbut dengan mengeluarkan undang-undang inj,

maka pengertian Adopsi menurut Undang undang no. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan anak terkandung dalam pasal 39 yaitu:

1. pengangkatanr anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan vang terbaik

bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan
peraturan porundang-undangan yaag berdaka,
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2. pengengkatan anak sebagat mana yang dimaksud diatss, tidak memutuskan
hubungan darzh antara anak yang diangkat dan orang ta kandungnya.

3. calon orang tua angeka harus Seagama dengan agama yang dianut oleh exlon
anak angkat.

4, Pengangkaian anzk cleh Warga Negara Asing hanya dilalukan schagai upsya
terakhir.

5. Dalam hal asal usul anak fidak diketahui, maks agama ansk disesvaikan
dengan agama mayorias penduduk sctempat.

B. SEJARAH ADOPSI DI INDONESIA
1. Pengengkatan anak sebelum Undang-Undang Perdindungan anak tahun 2002

Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian subtansi dad hukum
perfindungan anak vang telsh menjadi bagian dari hukum yang yeng hidup dan
berkembang dalam masyamkat sesusi denpan adat istiadat dan motivasi yang
berbeda-beda serta perasaan hukom yang hidup dan berkembang di masing-masing
deerah, walaupun di Indonesia masaizh pengangkatan ansk belum diatur secara
khusus delam Undang-andang tersendiri.

Di Indonesia Pengangkatan Anak telsh menjedi kebutuhan masyarakat dan
menjadi bagian dari sistem hulaem kekeluargasn, karena menyangkut kepentingan
kemanusiaan serts: menyangkat kebutuhan orang per orangan dalam keluarga, Oleh
karena i lembaga Pengangkatan Ansk vang tfelah menjadi bagian budaya
masyarakat, akan mengikuti perkembangan dm pergerakan sesuai dengan situasi dan
kondisi yang diikuti dengan tingkat kecerdasan serts perkembangan masyarakat itu
sendiri, Karena pmde prekteknye diteraukan fakta yang menunjuken bahwa lembags
pengangkatan anak mempakan bagian dari hukum yang hidup dalam masvarakat,
maka Pemerintab Hindia Belanda berussha untuk memuat suatu aturan torsendin
tentang Penganpkatan anak (adopsi ) tersebut, make dikeluarkan oleh Pemerintah
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Hindia Belanda Staetblad Nomor 129 Tahun 1917, yang roengatur tentang pengangkatan
anak pertama-tama hanys diberdakukan Kkhusus bagi golongen mayarakat keturunan
Tioghoa saja, tetapi dalam perkembangannya termnyata banyak masyarakat yeng ikut
menundukan diri pada steatblad tersebut.

Pasal 5 sampal 15 Staptbiad 1917 Nomor 129 khusus mengatur masalah
pengangkaten snek bagi golongan Tionghos, selsk itulah Staatblad 1917 nomor 129
menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur pengangkatan ansk bagi kelangen
masyarakat Tionghoa, yang antara lain mengaiur :

1.  Seorang Taki-leki beristeri atan telsh pemah beristed tidek mempunyai
keturunan laki-laki yang ssh dalam geris laki-laki, baik ketrunan karena
kelahiran maupun karena pengangkatan anak, maks bolehlah ia mengangkat

. seorang snak jaki-laki sebagai anaknyn.

2. Pengangkatan anak tersebut harus dilekukan oleh seoreng suami, bersama-
sama dengenn isterinys atau jika dilakukannys seteleh perkawinannys
dibubarkan ol¢h ia seadir.

3. Anak yang boleh diangkat hanyalah orang-omang Tionghoa laki-laki vang
tidak beristeri dan tidak mempunyai ansk, serta yang tidak telah diangkat
oleh orang fain,

4.  Oreng yang diangkat hars beromur pating sedikit 18 { delapan belas ) ahun
lenih muda daripada suarainya dan paling sedikit pula 15 { lima belas ) tabun
tebih muda dari 8 isted atau si janda yang mengangkatnya,

Ketentuan ini sebenamya bsrengkat dari satu kepercavaan adat Tionghoa,
bahwa anak laki-laki #u dianggap scbagai penerus keturunan keluarga di kemudian hari,
Disamping ity anak laki-laki divakinin ofeh kepercaygan mereka sebagai yang dapat
memelihare abu Ieluhur oreng tuenys. Oleh Karena itu, kebanyakan dari masyarakat
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Tionghoa tidak mau anak leki-lakinys diangkat oleh orang lain. Kecuali apabila keluarga
ini memberikan naficah untuk kebutuhan ansk-anaknys.

Secara factual diakui bahws pengangkatan anak telsh menjadi bagian dari adat
kebigsasn masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktck melalui
jembaga peradilan, maka sebelum terbentuknya undang-undang yang wmengatur secars
khusus, pemerintzh telah mengeluarkan berbagi macam keientuan hukum guna menjaweb
éetia;; pemassglahan yang eda khususnya masslah-maseleh yeng berkaitan dengan
Pengangkatan Anak, serta guna melengkapi setiap ketentua-ketentuan yang ada agar

masaleh-masaiah vang berkaitan tentang Pengangkatan anak dapat terselesaikan dengan
baik.

Macam-macarm produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah antars lain ¢

1. Tahun 1958 : pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun
1958 tentang kewarganegarsan RI

2. Tehun 1974 : pemerintah mengeluatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1974 tentang ketentuan Pokok kesejahtersan Sosial

3. Tehun 1979 : Pemerintoh mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1979 tentang Kesejshteraan Anak

4. Tghun 1980 : Pcmerntah mengeluarkan Keputusen Mentri Sosial somor 40
/HUK/KEP/IX/1980 Tentang orpanisasi social,

5. Tahun 1983 : Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Mahkameh Aguog
Nomor & tahun 1983 Tentsng penyempumsaan Surat Edacan Mahksmeh
Agung Nomor 2 tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak

6. Tshun 2002 : Pemerintsh mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tsahun
2002 tentang Perlindungan Anak
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2. Pengangkatan Anak setelah dikeluarkannya UU Perlindunpgan anak tahun 2002

Hal penting yang periu digaris bawahi bahwa penpangkatan anak barus
dilakukan dengan proses hukum dengan produk penctepan pengadilan. Jika hukum
berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan
anak yang harus dilskukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan
kemajuan kea rah penertiban praktik hukum pengangkstan anak yang hidup di
tengsh-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkaten snak itu dikemudian hari
memiliki kepastian hukum baik anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktek
Penpangkatan anak yang dilakukan melafui pengadilan terschut, teiah berkembang
baik di lingkunapn pengadilan negeri. Mauka disini ferlihat bahwa praktik
pengangkatan anak telah dikensl luss oleh kalangan masyarakat Indonesia.

Karena Negam dan Pemerintah berkewaithan dan bertangung jawab
terhadap ketertiban jalannya prakiek pengengkatan ansk, bagi dari segi administrasi,
dan kepastian hukumnya, maks diterbitkanlah beberapa kebijakan melshnt peraturan
perundang-undangan dan yurispudensi yang menpatmr den menangani masalah
pengangkatan anak, antara Isin Undang-undang Nomor 23 Tshun 2002 tenteng
perlindungan anak scbagai dasar komitmen pemerintab untuk memberikan
perlindungan terhadap anak-ansk di lndonesia. Undang-undang ini mengatur tentang
berbagat upaya yang dilakukan dalam rengke perlindungan, pemenuhan hak-hak dan
peningkatan kesejahterasn ansk. BSalah sats solusi yang untuk menangsni
permasalahan yang dimaksud yaitu dengan membesi kesempatan fagi bagi orang tua
yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan penpangkatan anak
hanya dapat dilskukan bagi kepentingan terbatk anak dan harus berdssarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/stay berdasarkan pada adat
kebiasagn seiempaz.s Mengingat banyaknya penyimipangan yang tegadi dalam
masyarakat vaitu pengangkatan anak yang seringkali dilakukan tanpa prosedur

5. Kamil Ahmad, Huluw Perfindungon don Pengongkatan Anak di Indonesia, {(Takarta
: PT Raja Grafindo Perseda, 2808) Hal. 32
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yang benar, pemaisuan data, perdagangan anak, bahkan teloh tegadi jual beli organ wbuh
anak, Untuk itu Pemerintah berpikir sangstiah perlu dikeluarkan suatu peraturan tertentu
untuk melengkepi peraturan yang ada sebelumnys, maka dikeluarkanlah oleh pemerintah
suatu peraturan khusus tentang pelaksanaan pengangkatan anak yaitu Peraturan Pemerintsh
Nomor 54 Tahun 2007, persturan pemeriniah ini dapst dijadikan pedomen dalam
pelaksanaan pengangkatan anak yang rencakup ketentuan umum, jenis penganpkatan
snaX, syarat-gyaret pengangkatan anak, tatz cmra pengangkatan anak, bimbingan dalam
pelaksanaan pengengkatan anak, pengawssan pelaksansan penpangkatan angk dan
pelaporan,

Dengan  berdakunys peraturan  pemerintah  ini  juga  dimeksudkan agar
pengangkatan enak dilaksanakan sesugi dengen ketentuan peraturen perundang-undsngen
schingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhimya dapat melindungi
dan menigkatken kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan tetbaik bagi anak
di Indonesia.

C.DASAR HUKUM YANG TERKAIT DENGAN PENGANGKATAN ANAK

Gagasan mengenai hek anak pertama kali muncul pasca berakhimya Perang Dunis
L. Sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul ekibat bencana peperangan terutama yang
dialami oleh kaum peremipuan dan anek-snak, para sktivis perempuan melakukan protes
dengan menggelar pawai, Dalam pawai tersebut, mereks membawa poster-poster yang
memiinia perhatian publik stas nasib ansk-anak yang menjadi korban perang, Salah seorang
di entara sktivis tersebut, Eglantyne Jebb, kemudian mengembangkan sepuluh bufir
perniyataan tentang hak anak yang pada shun 1923 diadopsi oleh Save the Children Fund
Internasional Union. Untuk pertama kalings, pada tabun 1924, Deklamsi Hak Ansk
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diadopsi secara intermasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Selanjutnys, deklarasi ini

juga dikenal dengan sebutan Deklarasi Jenewa.

Setelah berakhimya Perang Dunia [, tepatnya pada 10 Desember 1948,
Majelis Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi  Universal
Dectaration of Humon Righis atan Deklarasi Universal mengenai HAM (DUHAM).
Peristiwa yang diperingati setiap tahun sebagai Hari HAM Sedunis tersebut menandai
perkembangan penting dalam scjarsh HAM. Beberapa hal yang menyangkut hak
khusus bagi anak-anak tercakup pula dalam deklarasi inj.

Pada 1959, Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan Pemyataan mengenal
Hak Anak sekaligus merupaksn deldarast intemasional kedua di bidang hak khusus
bagi anak-anak. Selanjuinya, perhatian duniz terhadap cksistenst bidang hak ini
semakin berkembang. Tahun 1979, bortepatan dengsan saat dicenangkannya Tahun
Anak Internasional, pemerintah Polandis mengajukan usul disusunnyz persmusan
suatu dokumen yang meletakkan standar internagional bagi pengakuan terhadap hak-
hak anak dan bersifat mengikat secara yuridis. Inilash awa! mula dibentuknya
Konvensi Hak Ansk®,

2. ang-Undan mor 12 Tahun 2006 tentang

Pasal 5 (2) undang-undang terscbut menyebutkan bahwa anak WNI vang
belum berusia lima tshun diangkat secara sah sebagal anak oleh warga negara asing

berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakwi sebagal Warga Negara Indonesia
WNT.

Mengingat belum terbentukaya peraturan mengenal pengangkatan anak, maka
schagat pedoman digunakan antera lain Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
MNomor 2 Tahun 1979 yang kemudian disempumekan olch SEMA Nomor 6 Tahun
1983,

6. Migielia Umum PBB, Konvensi Hak-hak Anzk Convediont on The Rightsof the Child) Misjelis
Imam FRB, 20 Nopember 1589, Unicef, United Nations,

1. Indonesis, Undang-tindang Kewarganegaraun, UU Keowarganegsesan Nomer 12 Tahun2006
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B .4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983

Salgh satu iz dari SEMA Nomor 6 Tahun 1983 menentukan bahwa warga negara
asing (WINA} yang akan mengadopsi anak WNI harus sudab berdomisili dan bekerja tetap
di Indonesia selama minimal tiga tahun®. Selain itu, calon orang tua angkat harus mendapat
. izin tertulls dari Menteri Sosial. Pengangkatan anak harus dilakuken melalui yayvasan sosial
yang memiliki izin dari Departemen Sosial untuk bergersk di bidang pengangkatan anak.
Penpangkatan anak WNI yang langsung dilakukan orang tua kandunpg WNI dengan calon
orang tua WNA tidak diperbolehkan. Seomang WNA vang belom ateu tidak menikah tidak

boleh mengangkat anak WNI dan cslon anak angkat WKI barus berusia ¢i bawah lima
tzhun,

Bagi Indonesia, pengangkatan anak stau adopsi sebagal suatu lembaga hukum
belum berada dalam keadaan yang seragam, baik motivasi maupun caranya. Karens itu,
masalah pengangkatan snak atau adopsi inf masih menimbulkan masalah bagi masyarakat
dan pemerinteh. Terutama dalam rangka usaha perlindungan anak sebagzimana tercantum
" dalam Undang-Undang Kessjahteraan Anek dan Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2002
tentang Perlindungan Anak,

S n ndane No.23 whun 2002 tentsng Perlindunsan Analk,

Dengan adanya Undang-undang ini secars otomatis Negara Republik Indonesia
menjamin kesejahteraan tiap-tisp warga negaranys, termasuk perlindunga terhadap hak
anak yang merupakan hak asasi manusia.

8. Indoassia, Swrar Edaran Mahkamah 4Agung, Susat Edaran Mabkamsh Agung Nomor §
Taloa 2003

21

Universitas Indonesin

Tinjauan Yuridis..., Anastasia Yoria Kastanya, FH Ul, 2009



C.5. Peraturan Pemerintah

Komitmen pemerinish untuk memberikan perlindungan terhadap anak teleh
ditindak lanjutin dengan disahkammya Undang-undang Nomor 23 Tshun 2002 teniang
perlindungan snsk. Undang-undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilskukan
dalarn rengka periindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahtersean anak.

Salah satu solusi yang untuk menangani permasalshen yang dimaksud yaitu dengan
memberi kesemnpatan lagi bagi omng tus yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan
anak. Tujuan pengangkatan ansk hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan
harus berdasarkan pada pergturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdesarkean
pada adat kebiasaan setempat.”

Untuk itu periu pengaturan tentang pelaksanaan penkangkatan anak baik vang
dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh masyarakat , yang ditwangkan
dulam bentuk pemersturan pemerintab, Peraturan pemerintah ini dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan pengangkatan anek yang mencakup ketentuan somum dan Inin-lain.

D. PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN
USAHA PERLINDUNGAN ANAK.

Arf Gosita mendefinisikan pengangkatan ansk sebagai suat tindakan mengambil
anak orang lain untuk dipefihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri
berdasarkan ketentusn-ketentuan yang disepakaii bersama dan sah menurut hukum vang
berlaku di masyarakat yang bersangkutan.'®

Dalam rangks pelaksanaan perlindungan anak, motivasi pengsngkatan anak
merupakan hal yang perlu diperhatikan, dan harus dipastikan dilakukan demi kepentingan

9, Indonesia, Peraturan Pemerintsh Tentang Peisksanaan Penganpkains Annk, Penjelassn
Perataran Pemerintahi No.54 Tentang Pelsksaszan Penganpkatan Ansk

10. Arif Gosite, Masalal Perlindungin 4nek, (fakarta ; Aksdemika Pressindo CV, 1984)
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anak. Arif Gosita menyebutkan bahwa pengangketan anak akan mempunys dampak
perlindungan anak apabiia memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.''

1. Diutamsakan pengangkatan anak yatim piatu.

2, Anak vang cacet mental, fisik, sosial,

3. Orang Tua snak tersebut memang sudah benac-benar tidak mampu mengelols

keluarganya.

4, Bersedia memupuk dan memelihara ikatan keloarga antara anak dan orang tua

kandung sepanjang hayat.

5. Hal-hal lain yang tetap mengembangkan menusia seutuhnya.

E. ABAL USUL CALON ANAK ARGKAT

1 PENYERAHAN ANAK LANGSUNG

Penyerahan anuk Jangsung terjadi dimana orang tua kandunyg atau ibs kandung
menyerashkan sendicd kepada pihak yayasan dengan alasan ekonomi atas anak di fuar nikah
/ aysh kandung tidek bertangoung jawab, Dalam hal iai Pihak yayasan skan berusaha
mempenganzhi dengan persuagi psikelogis melalui wawancars yang sengat mendalam, agar
niat untuk menyerahkan analmya dibatalkan. Data anak tidak menjadi masalah, schingga
laporan soeial anak dapat dibuat secara lengkap Akta Kelahiran §an tidak menjadi masalah.

2 PENYERAHAN ANAK TIDAK LANGSUNG

Penyershan anak tidak langsung terjadi dimena anak ditinggeikan saat melahirkan
di rumah sakit atau Klinik bersalin, Data anak yang menyanghkut tanggal lahir tidak menjadi

11. Ibid., Hal 38
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muasalah, 1api nama orang tua (Aysh dan lbu ) kandung atau bapak / Ibu biclogis dapat
menjadi masalah, spabila kartu identitas yang terdafar tidak dipalsukan ( dapat dibuktikan
dengan hasil pencanian kembali domisili yang terteradalany kartu identitas yang terdafiar 3.
Permbuatan akia kelshirannya tilak akan menjadi masnlah, karena anak serahan tersebut
mempunyai Surat Tanda Kenal Lohir dart Rumah 8akit / klinik bersalin vang bersangkutan.

3. ANAK TEMUAN

Anak temuan fersebut pada umamnya diterima oleh sebuah yayasan social tertenty
dari pihak yang berwajib / masyarakat karenz diternukan disuatu tempat. Pihak yavasan
tersebut biasanya tidak mempunysi data dan sejsreh anak tersebut, bahkan tidak dapat
diketahui data tanggal lahir, nama orang tuanys. Maka penclapan dats anak harus melalui
sidang perwslian yang aksn menghasitkan Surat Ketstzpan Penpadilan mengenai data
kelahiran sesuai dengan perkiraan dokter Ahli Anak, data Agama anzk sesual dengan
tempat dimana ansk tersebut ditemukan, dan data orang ta kandungnya tetap fidak
diketahuoi,

Kemudian biasanys proses penyerahan anak tersebut ditaporkan kepada pihak
pemerintah, dalam hal ini menyangkut lembaga kepolisian dan suku dinas social / Dinas
gocial Pemerinteh Daerah selempat dan hak pengasuhennya disershkan kembali kepada
pihak yayaysan. Selanjumya pihak yayasan melakukan proses pencarian orang tua kandung
dengan dsar data yang ada, kalau tidak berhasil maks dilanjutkan dengan proses pencanian
melalui iklan scbanyak 3 (tiga ) kali berturut selama 30 ( tiga puluh ) hari. Setclah melalui
proses tersebut diatas tidak berhasil make yayasan harus berusaha mencarikan solusi yang
tepat agar anak tersebut memperoleh kesempatan unfuk dapst tumbuh kembang
sebagaimana layaknya seorang ansk, dengan jalan prograsm pendidikan dan pengangkatan
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anak, agar si anak terscbut mendapatkan keselahteraan dalam anti terjaminnys masa
depan yang mandiri.

Program pengangkatan anak atau program anak Asuh adalah cara yang terbaik
bagi kehidupan calon anak angkat / asuh, karens scbaik-bafknys kchidupan dipenti
asuhan atau sebush yayssan sosial tetap lebih baik kehidupan dalam keluarga yang
lengkap, dimana anak dapat tambub kembang laysknyn sebagai anak kandung dan
mendapat pendidikan, kasih sayang, serte kesefahteraan untuk kehidupan di kemudian
hari.

Kedua program tersebut (Program pengangkatan anak dan Program anak
asuh) mervpaken suatn proses yang hamper sama dalam pelaksanasnnya, dengen
melalui konsultasi cslon orang tua asuh atau orang twa angket, kemudian harus
melengkapi surat-surat yang diperlukan sesuai dengan aturan yanp ada, pibak dari
yayasan harus melakukan kunjungan keluargs, apar dapat membuat laporan social
calon orang fua mmgkat sfau orang fua asuh. Program pengangkatan anak harus
melslui ketetapan pengadilan negeri. Untuk program anak asuh tidek dapat
dilaksznakan bagi warga Negara asing, sesuai dengan peraturan vang beriaku, dimana
untuk warga Negara asing harus melalui program pesgangkatan anak Indonesia oleh
warga Negara asing { Intercountry Adoption ),

1. Proses Pengangkaton Anak ontar warga Negora Indonesia { Domestic
Adoption}, ada dibaweh pengawasan, bimbingan, dan pertimbangan dan
keputusan lembaga-lembaga pemerintah Dacrsh yang terkait { Tim PIPA
terdisi dari Semblian anggota termasuk yayasan penyelenggam). Untuk
pemerintzh Propinsi daersh khusus Toukota Jakarts ada dibawah Dinas Bing
Mental dan kesejshteraan Sosial,

2. Proses pengangkatan Ansk warga Negara Indonesia oleh warga Negam
Asing, hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhic { Ultimium Remidhum ),
berada dibswah pengawasan, bimbingan, serta pertimbangan dan keputusan
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F,

lembaga pemerintah pusat yang terkait { Tim PIPA terdin dari tujuh belas
anggots lermasuk yayasen penyelengpara), dalam hal ini ada dibawsh
Direktoral Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, cq Direktorat Pelayanan
sosial gnak, Departement Sosial Republik Indonesia.

. Proses pengangkatan anak oleh orang Twua Turggal / Singel Parent ddoption,

hanya berlaku bagi warga Negara Indonesia den harus mendapat ijin terlabih
dahulu dari mentri social. Selanjuinya diproses seperti Pengangkatan Ansk
antar warga Negara Indonesia.

. FProses pengangkatan Arnak Warga Negare Asing oleh Warga Negara

Indonesia atau warga Negara Asing yvang berdomisili di Indonesia, dalgrs hal
inl Pemerintah Indonesia dan yayasan penyelenggara memberikan fasifitas
jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah asing / agen adopsi pemerintah 7 swasta
diluar negri, misalnya pemboatan laporan sosial dan jasa monitoring selams
proses pengangkatan anak berlangsung. Pemeriniah jusa monitoting biasanya
sampai ansk angkat berumur {8 (delapen belas) tatun, dalam hal ini yayasan
sayap Ibus hanya dapat melaksanakan sampai anak angkat mencapai umur 5 (
Lima } Tahun, sesuai dengan fin bedake.

JENIS-FENIS PENGANGKATAN ANAK ANTAR WARGA NEGARA

INDONESIA (BERDASARKAN BUKU PEDOMAN DEPARTEMEN
SOSIAL TH 2006)

Tenis — jenis pengangkatan ansk antar warga Negara Indonesia adalgh

pengangkatan snak Indonesia yang dilskukan oleh warga Negara Indonesta, terdiri
dari :

< antar Wargs Negara Indonesia { Domestic Adoption }
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i. Kategori Celon Orang Tua Angkat, yakni suami isteri Warga Negara Indonesia, atau

Suami Warga Negara Indonesia dan Isteri warga Negara Asing.

2. Persyaratan Pengangkatan Anak Bagi Calon Orang Tua angkat:

C.

ld
*

S »
Y

Umur minimal 38 ( tiga puluh) tshun dan maksimal 50 ( Limz Paluh )
Tahun berdasatkar bukti identitas diri yang sah ( Akte Kelahiran atsu bukti
identitas diri lainnya) '

Telah menikah sekurang-kurangnya minimal § { fima) Tahun yang telsh
dibuktikan dengan Surat Nikah atau Akta Perkawinan.

Belum mempunyai anak, atau hanya mempunyai seorang ansk.

Tidak memungkinkan untuk mempunyai angk vang dibuktikan dengan Surat
Keterangan Ahli Kandungan dari Rumah Sakit Pemnerintah.

Seagama dengan anak yang diangkat.

Dalam keadasn mampu ckonomi berdasarkan surat keterangan dari
ternpatmya bekerja.

Surst Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian
setempat.

Dalam keadsan sehat jesmani berdasarkan keterangan dari Dokter
Pemerintah.

Dalam keadaan sehat secara mental berdasarkan keterangan dard Psikologi /
Psikiater / Dokier,

membuat pernyatasn @riuiis yang menyatakan kesanggupan Calon QOmang
Tua Angkat untuk ¢

Telsh mengasuh Calon anak angkat selama 6 bulan berdssarkan surat
keputusan daxi instansi Sosial atau kabupaten / Kota tentang {jin Pongasuhan
Anak.

Bagi orang Tua warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri
rogngangkat anak ‘Warga Negara Indonesis, maka calon omsag tus tersebut
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harus berada di Indonesia selama proses pengangkatan ansk tersebut
beriangsung.

3. Persyaratan Pengangkatan Anak bagi calon ansk angkat:

a.  Ansk teriantar berumur kurang dari § {lima) Tahun, ketika permohonan
digjukan kepada Dinas / Instansi Sosial Propinsi/ Kabupsten / Kota,
berdasarkan Akia Kelahiran atau Surat Keferangan Lahir vang Sah.

b.  Berada dalam asuhan Organisesi Sosial, atsu berada dalam lingkungan orang
Tua penpganti.

4. Prosedur Pengangkatan Anak:

2. Permohonan pengangkatan Anak diajukan kepads Instansi Sosial Kabupaten
{ Kota dengan melampirkan beberapa dokumen seperti yang tettera dibawah
ini, yaitu

1. Surat Penverahan Anak dari Orang Tua / Walinya kepada Instaasi

Sosial.

2. Sumt Penyerahan Anak dari Instansi Sosial Propinsi/ Kal/ Koia
Kepada Organisasi Sogial.

3.  Surat Penycrzhan Anak dari Organisasi Sosial kepada Calon Orang
Tuz angkat.

4,  Surat Keterangan persetujuan Pengangkatan Ansk dan Keluarga
Suarmni isterf calon orang tua angkat,
Surat Tanda Lahir Calon Orang Tua Angkat.
Surat Nikah Calon Orang Tua Angkat,
Surat Keterangan Sehat Jasmani berdasarkan keterangan dani
dokter pemerintah,

8. Surat keterangen sehat secara Mental berdasarken keterangan
dokter atau Psikiater.
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9. Surat Keteranpan Penghasilan darl Tempat calon Orang Tua
Angkat bekerja.

Permohonan [jin Pengangkatan Anak digjukan pemohon kepada kepaia

Dinas Sosial / Instansi Sosial / Instansi Sosial Propinsi / Kab / Kota dengan

Ketentuan Sebagai Berikuat
1. ditulis dengan tangan sendiri coleh pemohon di atas kertss

benmaterai cukup.

2. Ditandatangani sendiri oleh Pemohon yaitu suami isteri tersebut,

3. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
Dalam Hal calon anak Astgkat Tersebut sudah bevada dalam asuhan keluarga
calon orang Tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi social,
maka calon orang tua angkat harug dapat membuktikan kelengkapan surat-
sutal mengenal penyershan anak dun orang tua atau wali keluarganya yang
sah kepada calon Orang Tua angkat yang disabkan oleh Instansi Sosial
setcmpat: termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan
data anak yang diragukan ( domisili anak berasal).

Proses penelitian kelayakan, Yaitu Dinas social / Instansi Sosial Propinsi /7

Kabupsaten / Kota Sciempat menunjuk Organisasi social untuk memfasilitasi

calon orang Tuz angkat untuk:

1. Melengkapi administrasi yang diperiukan.

2. Home Visit | : ontuk menilai kelayakan calon orang Tua Angkat secara
ekonomi, social, psikologls, budaya, keschatan, dan lain-Jain yang
dilakukan oleh pekerja social Organisasi sosial dan Pemerintah dengan
Catatan ;

(). Apabila dalam Rekomendasinya calon orang tua angkat lavak
sebagai calon orang tua angkat make organisasi social mengajukan
surat kepada kepala Dinas sosial / Instansi Sosial Propinsi /
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Kabupaten / Kota unituk dikeluarkas surat ijin pesgasuhan

gementara,

(if). Apabila dalam rekomendasinya calon orang tua anghkat tidak layak
melakukan pengangkatan anak anak maks organisasi  social
mengajukan surat kepada kepalz Dinas sosial / Instansi Sosial
Propinst / Kabupaten / Kota untuk menoclak calon orsng tua angkat
dalam melakukan pengangkatan anak.

. Home Visit Il : untuk menilal calon orang Tua angkat dan calon Anak
Angkat dapat menyatu yang dilakukan oleh pekeria Sosial, Organisasi
Sosial dan Pemerintah dengan catatan:

{i). Apabila dalam rekomendasi tersebut calon orang tua angkat layak
sebagai omang twa angkat make organisasi social mengajukan
permohonan untuk menindaklanjuii kepada Dinas Sosial / Instansi
Propinsi / Kabupaten / Kotz guna dibawa ke siding Tim PIPA.

{ii}. Apabila dalam rekomendasi tersebut calon oreng tua angkat tidak
layak melakukan pengangkatan anak maka organisasi social
mengajukan permohonan kepada Dinas Sosial / Instansi Propiosi /
Kabupaten / Kota untuk menarik kernbali anak yaag sudah ada dalam
pengasvhan sementara calon orang tua angkat tersebut dan

ditempatkan kembali dalam pengasuhan Yayasan Sosial ataw Orang
Tua.

. Sidang Tim FIPA Dserah, mempakan siding untuk memberikan
pertimbangan kepads Kepala Dinas Sosial / Instassi Propinst /
Kabupaten / Kota ontuk menetapksn persefujuan atau penolakan
permohoran Calon Orang Tua Angkat. Dalam hal Kepala Dinas Sosial /
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Instansi Propinsi 7 Kabupaten / Koia mengeluarkan surat keputusan izin

pengangkatan anak unfuk diteruskan ke Pengadilan MNeger! guna diproses
lebih fanjut.

. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosfal / Instansi Propinsi / Kabupaten /
Kota bahwa Calon Orang Tua Angkat dapat diajuken ke Pengadilan
Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.

. Penetapan Pengadilan:

(i} Calon Orang Tua Angkat mengajukan berkas permohonan

pengangkatan anak ke pengadilan negeri setempat untuk
dimintakan penetapannys.

(if). Yayasan Sosial tersebut mendampingi Calon Orang Tua Angkat
bersidang di Pengadilan Negeri Sctempat.

. Penyerahan Surat Penctapan Pengadilan

(i). Yayasan Sosial menerima Suat Penetapan Pengadilan Neged untuk
selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas Sogial / Instansi
Propinst / Kabupaten / Kofa

(iiy. Kepala Dinas Sosial / Instansi Propinsi / Ksbupaten / Kota
menyerahkan Surat Penctapan Pengadila Negeri kepada Calon
Orang Tua Angka.
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11, Pengangkatan Anak Secara Langsung (Private Adoption}

Pengangkatan anak secara langsung adalsh pengangkatan anak yang dilakukaun oleh

Warga Negara Indonesia terhadap anak Warga Negara indonesia secara langsung antara

orang tua kandung dengan calon orang tua angkat di depan hakim Pengadilan Negeri
dengan ketentuan sehagai berikut

1. Kategor Calon Orang Tua Angkat, yakai

a.

b.

Orang Tua Lengkap, yakni Suami isteri Warga Negara Indonesia, salah satu

pasangai warga Negara Asing dan yang satunya adalah Warga Negar
indanesia,

Orang Tua Tunggal ( Singe! Parent ) Warga Negar Indonesia

2. Persyaratan Penpangkatan Anak bagi Cslon Orang Tua Aogkat

a.

Umur minimal 30 { tiga puluh } Tahun dan maksimal 50 ( lima puluh)
tahun,

Dalam keadaaan mampu ekonomi berdasarkan sumat keterangan berdasarkan
surat keterangan dari tempatiya bekerja,

Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian
setempat. F'

Dalam  keadaan sehat jasmani berdasarkan ketersngan dani Dokier
Pemerintah.

Dalam keadaan sehat secata mental berdasarkan Keterangan dari Psikelogi /
Psikiater / Dokier,

3. Persyaratan Pengangkatan Anak bagi Calon Anak Angkat :

a’

b.

Anak berumur kurang dar 5 (Jima ) Tahun, ketika permohonan diajukan
kepada pengadilan Negeri setempat,

Apabila anak lakir dari perkawinan yang sah dan masih memiliki orang tua
lengkap { Bapak dan Thu ), maka kedua orang tun tersebut harus hadir di
depan hakim pengadilan Negeri.
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¢. Apabila Orang Tua meninggal dunia, maks harus ada pemyataan surat
kematian,

d. Apabila anak lahir di Juar nikah maka yang hadir di depan hakim pengadilan
Nageri adalah Ibu kandungnya, o

4,  Prosedur Pengangkatan Anak :

a. permohonan pengangkatan Anak diajukan oleh orang tua kandung dan
Calon Anak Angkat kepada Pengadilan Negeri dan kepada Kepala Dinas
Sosial / Instansi Propinsi / Kabupaten 7 Kota setempat,

b, Dinas Sosial / Instansi Propinsi / Kabupaten / Kota setempat membuat
rekomendasi kepada Pengadilan Negeri berdasarkan hasil home visit,

Pengangkatan Anak olch orang tau Tunggal merupakan pengangkstan Anak yang
dilakukan oleh Warga Negara Indonesia terhadap anak Warga Negara Indonesia dimana
calon orang (ua angkat berstatus orang tua fanggal.

Pengangkatan Anak oleh Orang Tunggal meliputi <

a. Pengangkatan Anak oleh orang Tus Tonggal dilaksanakan sefelah memperoleh ijin
dari menteri Sosial,

b. Syarat dan Tata Cara pengangkatan oleh orang tua tungpal mengscu kepada
pengangkatan Ana antar warga Negara Indonesia { Domestic Adoption)
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F. KERUDUKAN SEBUAH YAYASAN DALAM MELAKUKAN USAHA
PENGANGKATAN ANAK.

Di indenesia hanya ada & organigasi sosial yang mendapat izin dari departemen
sosial RT untuk melskukan proses pengangkatan anak. Yayasan it adsish yayasan sayap
ibu di jakarta dan Yogyakarta, yayasan tiara putra Jakarts, vayasan pembinean asuban
bunda di Bandung dan Batam, yayasan pemeliharean ansk dan bayi di Surakarta, Jawa
Tengah, yayasan bala keselamatan matahari tecbit di Surabaya, Jawa Timur untuk adopsi
lintas negara. Dan yayasan kesejahteraan ibu dan anak di Pontianak, Kalimuntan Barat.

Sebuah yayasan dalam melakukan usaha pengangkatan anak terlebih dahubu harus
mempunyai Surat ijin dari pemerintah, hal ini dilakukan untuk menjaga dan melindungi
kepentingan calon anak angkat terscbut, agar tidak terjadi hal-ha! yang tidak dikehendak:
seperti misalnya sering kali terjadi kasus-kasus pelanggamn anak yeitu perdagangan ansk.
Maka dengan adanya Surat ijin fersebut diharapkan dapat memperketat pelanggsran
terhadap anak, khususnya bagi mercka yang mendirikan organisasi social dalam hal
pengangkatan anak.

Tahun 2006 Dircktorat Jendml Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Direktorat
Pelayanan Anak telah mengeluarkan buku Pedoman pengangakatan Anak untok mengganti
Buku Pedoman yang terdahuilu dengan Penyesuaian yang lebih luas untuk dapat mencakup
permohonan pengangkatan anak dengan tujuan menghindan teradinys pengangkatan ansk

itlegal™*.

12. Sri Kusniati, Kebijakan Pemerintah dalam Pengangheian Anck, { Jakarts : Bidang
Ferlindungan Sosial, 2005 3

13. Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Penganghatan Anek, { Jakata : Direktorst Jendral
Pelayanan dan Rehabilitas] Sosfal, 2006 3
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G.] KEWENANGAN YAYASAN SAYAP IBU CABANG JAKARTA DALAM
PROSES PENGANUKATAN ANAK.

Saat ini sedang 4i rencanakan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah
tentang pengangkatan anak yang dikoordinasikan oleh  Direktorat Bina Mental dan
Spiritual, Departement social. Yayasan sayap Tbu wrut berpartisipasi dalam memberikan
masukan-masukan sesuai dengan pengalaman yang telah dilalui selama melaksanakan
program penganpkatan anak, karena yayasan sayap ibu meripakan yayasan social yang
bergerak dibidang kesejahteraan social dan telah mendapatkan izin dari Menteri Sosial RI
no. D.II-7817/a/8/1976 untuk menyelenggamkan Usaha Penyantunan anzk diatur dalam

ketentuan yang tercantum dalam peraturan-peraturan yang beriake. Ketentuan fersebut
antara lain :

I. Undang-undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegarsan R, pasal 1, 2 dan
17 huruf (d)

2. Undsng-undang No. 4 Tahun 1977 Tentang Kesejshierman Anak, pasal 12

3. Surat Fdaran Mahkkamsh Apung No2 Tshun 1979 Tentang Penpangkatan Anak jo.
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1943, jo. Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 3 Tahun 2005

4. Peraturan Pemerintah nomor 2Tahun 1988 Tentang Usaba Kescjahteraan Anak
yang mempunyai Masalah, pasal 4 (2) dan pasal 5 (2)

5. 8K Mensos Nomor. 13/HUK/1993 tentang Juklak Pengangkatan Anask jo. SK
Mensos No. 2/HUK/1989, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor I Tshua
2003,

6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 56 (2},
Pasal 37 (2) dan {3)
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Dengan izin dari pemerintah, Sayap 1bu menyediekan layanan pengangkatan
anak , sehingga sesuai dengan 8K Menteri Sosial Rl NoZ3/HUK/KM/1982 dan
Keputusan Gurbenur Kepela Daersh Khusus Ibukots Jakarta No. DH/7817/2/8/1976.

Yayasan Sayap Ibu bertindak sebsgai mitra pernerintah, perpedoman pada
peraturan-peraturan yang berlaku, yang telab digariskan oleh peraturan pemerintah,

melalui;

a‘

surat keputusan Mented Sosial Nomor 13 7/ HUK / Tahun {893
tentang petunjuk pelaksanaan Pengangkatan Anak ;

Keputussn Menteri Sostal Nomor 2 / HUK 7 Tahun 1993 tentang
penyempumaan  Lampiran Keputusan Mentri  Sosial  tentang
Petanjuk Pengangkatan anak ;

Keputusan Mentri Sosial Nomor 58 / HUK / Tahun 1985 Tentang
Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Ansk antar Warga
Negara Indonesia dan Pengangkaten anak Indonesia oleh Warga
Negeara Asing ;

- Surat Bdaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1997 mengenal

Pengangkatan Ansk
Surat Edaran Mahkemsh Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentung

penyempurnasih SEMA sebslumnya dan SEMA nomor 4 Tahun
1989 Tentang Pengangkatan Anak.

Yayasan ssyap Ibu cabang Jakarta melalui Biro konsultasi Pengangkatan
Anak yang merupakan salah satu kepistan dalam program pengentasan Amnak
menerima Calon Orang Tua sngkat untuk di interview aten diwawancari cleh
konsultan Pengangkatan Anak untuk dspat mengeinhui apskan ealon orang tua angkat
tersebut dapat memenuhi persyaratan yang berlaku, yang akan disjukan untuk
mengisi formulir permohonan pengangkatan anak yang ditandatangani oleh kedua
suami istri, dan penandatangan mana tidak dapat diwakilkan.
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Dalarn konsultasi tersebut diterangkan secara rinci proses pengangkatan anak yang
akan dilalui, mulai darl penyemban dokumen-dokumen yang diperiukan, bagaimana
mendapatkan calon anak angkat, kunjungan keluarga yang akan dileksanakan oleh pekega
social pemerintah dan yayasan sayap ibu, laporan social ansk dan laporan social calon
orang tus angkat, wakiy asuhan keluarga dan laporan social perkembangan anak', Tim
PIPA ( Tim Pemberian ljin Pengangkatan Anak ), Penpadilan Negeri jumiah biaya
adminisirasi yang akan dibebankan kepads pemohon.

Pihak vayassan tidak mempunyai wewenang entuk memberikan ijin pengangkatan
anak, hal ini harus melalui pertimbangan Tim PIPA. Yayasan hanye mempersiapkan
dokumen ~dokumen yang diperlukan sesusi dengan peraturan ~persturan yang beraku,
termasuk mengatur, menterjemahkan semua dokumen-dokuemen vang dalam bahasa asing
dan legalisasi sebelum diajukao ke rapat tim PIPA, mendafiarkan ke pengadilan Negeri
utnuk mendapatkan surat ketetapan / keputusan Pengadilan Negeri,

Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia berjalan dengan baik, walaupun
tente saja masih  terdapat hambatan-hambatan, Dengen  adanya Undang-undang
Perlindungan Anak MNo. 23 Tzhun 2002 ayat 3 pasal 39, yang menghuaruskan anak angkat
diberikan kepada orang twa angkat yang scagama dengan ibu alau oreng twa kandung,
schubungan dengan ketentuan tersebut, ada hal-hal yang petlu kita perhatikan : :

1. Dengan adanya ketentuan mengenai agama, maka pemobon harus menunggu
cukup fama, karena serahan bayi dari warga Negara non muslim yang diterima
oleh yaysan tersebut sedikit sekali jumlahnya Maks jalan keluar yang mercka
empuh yaits membina kerasama dengan panti asuhan lain yang Non Muslim
agar bayi-bayi tersebut dapet diadopsi dengan prosedur yang benar oleh warga
Negara asing.

14, Wawancars dengan ketua Yayasan Sayap Ibo Pusat : Hj. Ciptaningsih Utaryo, hal-hal
fersehbut diaies harus mendapatkan ijin secars resmi dan Tim PIPA | dalam pelaksanaannys Tim PIPA
tersebut terdir? dari anggota Tim PIPA Adopsi domestic dan Adopsi Inter-Country.
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2,  Dibeberapa daerah yang jauh dari pemerintahan pusat masth terjadi
pelanggaran-pelanggaran, dimana  pihak  pengadilan  neged  setempat
menyidangkan kasus pengangkatan anak warga Negama asing dengen tidak
melalui prosedur vang telah ditetapkan, yaitu : Pengangkatan anak Indonesia
oleh warga Negara asing ( Intercountry Adoption } harus melalii yayasan
yang teleh ditunjuk . Tanpa melalui TIM PIPA |, kasus terscbut dibawa ke
pengadilan negeni setempat. Akibatnya sangat fatal. Karena pada saat ansk
angkatnya akan dibawa meningpalken Indonesia menuju Negara asalnys,
pihak kedutean Negara yang bersangkutan menolak untuk memberikan visa
bagi anak angkat tersbut, kerens tidak diproses sesuai denganp prosedur yang
berlaku, Maka solusinya kasus tersebut harus diproses alang dan harus melalui
pembatalan ketetapan pengadilan oleh mahkamah agung.

G.2. PROSES PENGANGKATAN ANAK M YAYASAN SAYAP IBUL

Setelah Adopter menghubungi staf bagian pengangkatan anak di salsh satu yayasan
tersebut, pasangan teescbut akan dibuatkan janji untuk konsuliasi bersama pengurus dan
psikolog yayasan. Selanjutnya, pasangan tersebut akan diberi penjelasan seputar syarat
pengangkatan anak. Kriteria calon orang {ua angkat adaiah telah menikah minimal 5 tshun,
berumur anfars 30-45tahun, suami-istel sehat, punya penghasilan yang cukup untuk
merawat dan membesarkan anak. Pasangan yang tidalk mungkin mempunyai anak kandung
Akan mendapat prioritas utama'®,

Kemudian pasangan tersebut akan diminta menyershkan beberapa dokumen,
seperti fotokopi akta nikah, surat keterangan dari dokter kandungsn, surat pernyataan
persetujuan dad pihak kefvarga begar, dan sural pernystasn motivasi untuk mengadopsi
anak, Setelah itu adalah wakte tunggu sampai yayasan menemukan anak yang cocok.

15. Wawancara dengan Ketun Yayasan Seyvep Thu Pusat 1 #i. Cipiomingsii Utarye, Proses
Penpanpketan Ansk di yayasan savap ba
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Di antara rentang itu, staf yayasan dan dinas sosial akan melakukan kunjungan untok
melihat kondisi kehuarga dan lingkungan pasangan tersebut,

Setelah yayasan menemukan anak yang cocok, makz pasangan tersebut akan
mendapat surat panggilan untuk dipertemukan dengan calon anak adopsi. Setelah ada
kesepakatan, baru orang tua diberi izin asuh sementars oleh dinas sosial, Memasuki
bulan keempat, tim Pemberi lzin Penpengkatan Anak atau PIPA, akan kembali
melakukan kunjungan. Jika tim menilai orsngtug laysk diberi izin pengasuban tetap,
maka rekomendasi dari tim akan dibawa ke Pengsdilan Negeri setempat wntuk
disidangkan hingga keluar sumat ketetapan { untuk adopsi domestic ) atsu surat
keputusan { untuk adopsi lintas Negera ). Setelsh itu, surat ketetapan harus dilaporkan
ke kantor catatan sipil.

Biaya untuk scluruh proses pengangkatan anak di yayasan sayap ibu
misalnyn, sebesar 3.500.000 untuk adopsi domestik dan 5 juta untuk adopsi lintas
negarg, tu semua
untuk membiayai proses hukum, bukan jual beli anak.

Anak adopsi bisa saja didapat bukan dengan bantuan yayasan yang ditunjuk
resmi oleh departemen sosial. Seorang keluarga bisa mengangkat ansk dari rumsh
yatirn piatu atau anak kerabat. Namun proses hukum etap hares dijalani. Yayasan
yang ditunjuk oleh depariemen sosial juga bisa memberikan pendampingan. Orang
tua terscbut bisa langsung mendaftarkan dokumen permohonan sdopsi ke Pengadilan
Negeri yang berwenang di wilayah domisili calon anak angkat. Pengadilan bissanya
mensyaratkan laporan sosial. Yayasan yang ditunjuk pemerintah unfuk melaksanakan
proses adopsi, bisa membantu menyusun lsporan kondisi sosial.

Pengangkatan anak diprioritaskan bagi pasangan yang telsh menikah 5
tahun dan belum memiliki anak atau hanya memiliki satu anak. Pengangkaten anak
oleh WNA(Warga Negara Asing) diperbolehkan sesual dengan ketentuan yang ada,
Selain it Sayap Ibu memberikan bantuan hukum untuk proses pengangkatan anak
walaupun bukan dari Yayasan Sayap fou.
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(.3 PROSEDUR PENYERAHAN ANAK.

1. Prosedur penyerahan anak oleh orang Tua kandung kepada Panti Sostal Asuhan Anak:
&, anak disershkan oleb orang tua kandungnya kepada Instansi Sosial Kabupaten/ Kota
yang selanjutnya dibuatkan berita acara penyerahan anak.

b, Instansi Sosial Kabupaten/ Kots menyerahkan Pengasuhan Anak kepada Panti Sosial
Asuhan Anak di wilayahnya.

2. Prosedur Penyerabian anak dari Rumah Sakit / Rumab Bersalin kepada Panti social

Asuhan anzak di wilayshaya:

a. anak yaog dilahirkan dan ditingpalkan orang tuanya diserabkan kepada pimpinan
Rumah sakit kepada Instansi social kabupaten / kota kamudian dibuat berita acara
penverzhan anak

b, Dari Instansi social tersebut menyerahkan pengasuban anak kepada Panti Sosial
Asuhan Anak. Dengan menandatangani BAP nys

3. Prosedur Penyershan Anak Terlantar kepada Panti Asuhan Anak:
a. Orang yang menemukan anak terlantcr fersebut melaporkan kepade RT/RW setempat

b. RT/RW setempat menyerahkan ansk kepada kepolisian setempat untuk dibuatkan
Berita Acara Penyerahian Agak

c. Kepolisian tesebut menyerahkan anak kepada Instansi Sosial kabupaten/Kota dengan
menandatangani Benita Acama Penyershan tersebul.

d. Instansi Sosial Kabupaten/Kota menyerahkan Pengasuhan gnak kepada Panti Sosial
Asuhan Anak.
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GA4. PIHAK PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN ADOPSI

1. Pasangan Suami Istn,
Ketentuan mengenal adopsi snak bagi pasanpan suami istri diatur dalam SEMA
No.6 tzhun 1983 tentang penyempucnaan Surat Ederan Nomor 2 tshun 1979 tentang

pemeriksaan permohonan pengesahan/penpgangkatan anak. Selain ity juga ada Keputusan.

Menteri Sosial Rl No, 41/HUK/KEP/YII/1984 tentang Petunjuk Pelaksansan Perizinan
pengangkatan snak juga menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan ijin adalah calon
orang tua angkat bersatus kawin dan pada saat mengajukna permohonan pengangkatan
anak, sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun, Keputusan Menteri ini berlaku bagi
calon anak angkat yangberada dalam asuban organisasi sosial.

2. Qrang tua tunggal

Dalam Siaatblaad 1917 Ne. 129 ini mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang
Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh Anda yang terikat
perikawinan, juga bagi yang permah terikat perkawinan (duda atau fanda). Namun bagi janda
yang suaminya telah meninggal dan sang suami meninggalkan wasiat yang iginys tidak
menghendaki penpangkatan angk, make janda tersebut tidak dapat melakuksnnya.

Pengangkatan anak menurut Stastblazd ini hanya dimungkinkan wntuk anak laki-
ki dan hanya dapat dilakukan dengan Akte Notaris. Namun Yurisprudensi (Putusan
Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta) tertanggal 29 Meil 1963, ielah membolehkan
mengangkat anak perempuan, Namun seiring dengan sejalannyz wakiu pada sast ini
pengangkatan Anak harus dilakukan dengan prosedur vang tepat menurat Undang-Undang
yang berlaku, jadi bukan hanys semata-mata dapat dilakukan deagan akte Notarls, namun
harus dilakukan melalui sebuah yayasan, dimans yayasan tersebutlah yang mengajukan
permohonan ke Pengadilan Negeri setempat. Memang dirasa hal ini lebib sulit difakukan,
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karena harus melalol berbagal proses yang sudazh ditentukan. Keputusan  ind

difakukan oleh Pemerintah puna menjaring dan meminimalis kriminglitas di bidang jual
beli anak'®.

G4. TATA CARA PENGANGKATAN ANAK

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6/83 yang mengatur fentang cara
mengadopsi anak menyatskan bahwa ustuk mengedopsi anak harus terlebih dahulu
mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat
anak vang akan dizangkst itu berada,

Bentuk permohonan it bisa secws lisan atau tertulis, dan diajukan kepada panitera,
Permohonan diajukan dan ﬂitandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan
dibubuhi materai secukupnyz dan dislamatkan kepada Ketua Pengadilan MNegeri vang
dserah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang skan disnpkat . Dalars hal
calon orang tua mgkat didampingi oleh kuasanya maka hal ini berarti pemohon atau calon
orang tua angkat tetap harus hedir dalam pemeriksaan dipersidangan di Pengadiian Negeri,

Dalam hal calon apak angkat wersebut borada dalam asuban suate yayssan sosial
maks harus dilampirkan surat jzin terfulis Menteri Sosial bashwa yayasan yang
bersangkutan felah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak. Calon anak
angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud diatas harus puia
mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atan Pejsbat yang ditunjuk’.

16, Pidato Presiders Republik Indonesia, Pada Pencenangan Gerekan Nasiona! Pertindungan
Arnk, Acare Puncak Hari anak Nasional, 23 Juli 1997

17, Indonesiy, Op.Cit, Ps 20
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H. AKIBAT HUBUNGAN HUKUM ANTARA ANAK ANGKAT DBAN
ORANG TUA ANGKAT

Sifat pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang tidak dapat
dianggap hanya sebagai kesepskatan antara para pihak semats. Perbuatan
pengangkatan anak bukanleh suatu perbustan yang teriadi padasuaty sast seperti
penyershan bamng, melainkan merupakan rangkaian  kejadian  hubungan
kekehtmrgaan yang menunjukan adanya kesungpuhan, cinfa kasih dan kesadaran yang
penuh akan segala akibat selaniutya dari Pengangkatan Anak tersebut,

Untuk hal ini Pernohon atau calon orang Tua angkat diwsjibkan membuat surat
pernyataan bahwa akan memberikan pendidikan, menjaga keschatannya dan akan
memperiakukan anak angkat tersebut dengan sclaysknya seperti anak kandungnya
sendiri.Selain itw juga harus diperkuat oleh Surat Pemystaan dari Orang Tus /
Keluarga Kandung pemchon bahwa keluarge bessr mendukung dan menyetujui
keinginan pemohon untuk mengangkat anak. Hal ini dilekukan untuk membuktikan
bahwa ansk angkat terscbut akan diterima dengan baik dalam keluarga besar mercka.

Dalam hal kewarisan anak angkat tersebut diznggap sebapai anak sah, maka

sudul: sewaiarnya anak angkat tersebut harus mendapat bagian mutlak dalam sistem
kewarisantiya'’,

I. PENGAWASAN ADOFSI DI INDONESIA YANG DITETAPKAN
DENGANPERATURAN PEMERINTAH NO. 54 TAHUN 2007

Pengangkatan anak schenamyas menyangkut perubahan status legal seseorang.
Oleh karena itu, persyaratan adopsi dirinei sedemikian rupa sehingga proses hukum
dan akibat hukumnya juga diketshui, Termasuk status hubungan hukum antara snak
dengan orang tua biclogisnya sekalipun ja sudah puluhan tahun di tangan orang twa

angkat,

18, Soeryone Sockamis, Pedoman Mangenai Sistern Kewarisan Hukun Bares, {Jekarta : Primassindo,
20043 hal, 12
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Sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, PP No. 34 Tahun 2007
mengatur pengawasan pelaksanaan adopsi. Berdasarkan beleid yang diteken Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono ini, pengawasan dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini
Departemen Sosial} dan masyarakat, Sejalan dengan hal tergebut, ini juga meneggasken
bahwa pengawssan diperiuken untuk mengentisipasi terjadinya penyimpangan atau
pelanggaran dalam proses adopsi,

Peraturan Pemerintah ini menguraikan sispa saja atau lembaga mana sajs yang
layak diawasi, yakni orsng perseorangan, lembaga pengasuhan, rumah sakit bersalin,
praktek-prekick kebidanan, dan panti sosial pengasuban anak. Terhadap orang perorangan
dan lembaga penpasuhan dilakukan karena dalam beberapa kasus terungkap adanya jual
beli bayi, bahkan oleh kembaga pengasuhan anak berkedok yayasan,

~ Seharugnys, petugas sosial dad Departernen Sosial melaporkan kegiatan cafon
grang tua engkat dan perkembangan anak seiclah diangkat. Lalu, sampat saat ini menjadi
pertimbangen Departemen  Sosial bagaimanz peketa sosial mengawasi anak-anak
Indonesia yang sudah diadopsi oleh WNA? Scandainya negara man menyediakan dana,
mongkin pengawasan tersebut bisa diatasi dengan baik.

Berdasarkan Undang-{Undang Yang berlzku saat ini, Pemerintzh lebih menunggu
kerelaan orang tua sngkat untek melaporkan perkembangan anak adopsinya ke perwakilan

Indonesia di luar negerl. Minimal sata kali dalam satu tahun hingps anak fersebut berusia
18 { delapan belas ) tahun*’.

Mamun kebanyakan masyarakat pada umumnya mesagukan proses normatif itu bisa
diialankan. Apalagi mengingat koordinasi antar instansi Pemerintah vang refatif kurang.
Bahkan instansi Pemerintah bisa kehilangan kontrol kalan si anak sudah menjadi warga

nepara asing, mengikuti kewarganegaraan orang tus angkattiya.
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1. TIM PIPA

Tim PIPA adalah Tim Pemberian [jin Penpangkatan Anak, yang dibentuk untuk
mmberikan pertimbangan pemberian ijin atas permohonan pengangkatan anak yang
diajukan,

Tugas Tim PIPA adalah melakukan penelaahan dan penelitian terhadsp
permohonan ijin vang diajukan sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat
scbelum diajukan ke pengadilan negeri, Ada 2 {dua) klafisikasi Tim PIPA. Klafisikasi
pertama adalak Tim PIPA yang memberikan pertimbangan pengangkatan anak warga
Negara Indonicsia olch Warga Negara Asing { Intercountry Adoption), Tim PIPA yang
kedua adalah Tim PIPA yang biasa disebut Tim PIPA Daerah atau Propinsi yaitu Tim yang
memeberikan pertimbangan pengangkatan anak antar warga Negate Indonesia ( Domestic
Adoption }

Adapun Anggota TIM PIPA ( Tim Pemberian Hin Pengangkatan Anak } Adopsi Domestik :
1. Kepala Sub Dinas kesejahtersan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia.

Kepala Biro Administrasi Kescjahtersan Masyarakat Propinsi.

Kepala Dinas Kesehatan Propingi,

Kepala Dinas Kependuduksn dan Catatan Sipil Propinsi.

Kepala Kanwil Departement Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Direktu Intel Polda Meira Jaya.

Kepala Kanwil Departement Agama.

Kepala PSSA Balita Tunas Bangss

I

Ketua Yayasan Saysp Iba,

Dan Anggota TIM PIPA (Tim Pemberian Jjin Pengangkatan Anak ) Adopsi Inter-Country :
I. Staff Ahli Meniri Bidang Integrasi Sosial ( Departement Sosial RI )

2. Staff Ahli Mentri Agama R1 Bidang Pemberdaysan Umat Beragama { Departement

Sosial ).

é
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3. S8ekretaris Ditien Yanrehsos / Pelayanan dan Rehabilitesi Sosial { Depaniement
Sosial R0}

4, Kepal Pusat Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum (

Departement Sosial R.I).

Kepala Bire Organisasi dan Kepegawaian { Departemen Sosial RUI}

Direktur Bina Pelavanan Medik Spesialistik ( Departemen Keschatan )

Direkiur Hukum Perdata Umnurm ( Departement Hukum dan Hak Asasi ManustaR1)

Direktur Perjaniian Ekososbud { Departemen Luar Negri Rl )

Direktur Konsuler { Departemen Luar Negri RI)

10. Direktur Sosial dan Politik { Kejaksaan Agung Ri)

1 1. Direktur Pengembsngan Nilai-nilai Kebangsean { Departemen Dalam Negri )

12. Direktur Perlindungan WNI BHI { Departemen Luar Negri R1)

13. Asistenn Deputi Bidang Koordinasi Pemberdaysan Perempuan dan Kesejahterasn
Anak ( Kementrian Koordinasi Kesgjahteraan Anak }

14. Asisten Deputi Urusan Hak Sipil dan Padtisipasi Anak { Kementrian Pemberdayaan
Perempuan }

15. Kepala Biro Bimmas SDEOP { Mabes Polti),

16. Kepala Subdit Pengangkatan, Pengakusn, Pengesahan anak, Perubshan dan
Pembatalan Akta Kepala Biro Bimmas SDEOP { Departemen dalam Negri )

17. Ketua Yayasan Sayap b,

18. Ketua YVayasan Matahari Terbit

oo w2 O

19, Kepala Penyusunan Peraturan PerUndang-undangan ( Departemoen Sosial R1)

20. Kepala Bagian Organisasi, Hukum dan Humas, Ditjen PRS { Departemen Sosial RI)

21. Kasubdit Rikius Warpa, Direktorat Status Keimigrasiaan ( Departemen Kehakiman
dan Hak Asasi Menusia RI)

22. Kasubdit Perjanjian Konsulat Legalisasi { Departemen Luar Negr RI)

23. Ketua Komnas Pelindunpgan Anak.

24, Kasubdit Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar ( Departement Sosial R}
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25, Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Sosial Ansk Balita { Departement Sostal RT )
26. Kepala Seksi Stand Pelayanan Sosial Anak Balita { Departement Sosial R1)
27. Staff Standarisasi Pelayanan Sosial Anak Balita { Departement Sosial R1 ).

¥ KAITANNYA OTONOMI DAERAH DAN PENGANGKATAN ANAK SERTA
PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK ILEGAL.

Selama ini banyak sekali felah ferjadi proses pengangkatan annk illegal yang
dipraktekan di Indonesia, karena luasnya wilayah Negara Republik Indonesia dan sistem
birckrasi ganda (Pusat dan dacrah), kurangnya sosialisasi yang menyeluruh mengensi
program pengangkatan anak yang sah, sesuai dengan persturan yang berieke dan jupa
kemampuan ekonomi masyarakag vang rendsh,

Pada umumnya pengangkatan anak secara ilfegal banyak dilakuken oleh passngan
asing, pasangan campur dan pasangan darf warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa,
praktek int dapat dikategorikan delam praktek perdagangan ansk balita, karena penyerahan
calon anuk angkat kepada orang tua angkat tidak melalui yayasan social yang resmi, dan
langsung disclesaikan di Pengadilan Negeri. Biasanya proses illegal ini srendapatkan
bantuan jasa dari para pengacara, pihak pengadiian, pihak imigrasi, karena kedua lembaga
ini yang terakhir adalah merupzkan viung tombak dari program pengangkatan anak vang
sah®,

Pemisshan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Otonomtt Daerah jugas banyak
mempengaruhi pelaksanaan Pegangkatan anak domestic dan penpangkatan anak Indonesia
oleh Warga Negara Asing ( Intercountry Adoption ), karena pihak Pemerintah daersh
belum banyak memahami mengenai pelaksansan proses pengangkatan anzk, termasuk pula
proses penyershan enak antar deerah, Segbelum pemisahan ferjadi, Yayasan Ssyap lbu
Cabang Jakarta schsgai organisasi organisasi social vang ditunjuk untuk melaksanaksn

19, Kusniati, Op.Cit, Hal 28
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Program Peisksanaan Pengangkatan Anak { Domestic dan Infercountry Adoption ) depat
langsung berhubungan dengan Dinas Sosial setempat untuk pelaksanaan serah terims dan
kuasa apabifa Calon Ansk Angkat berasal dari daerah luer jakerts dan pelaksanaan
kunjungan kelusrga apabila Calon Orang Tua Angkat berdomisili di fuar Jakarta, pihak
vayasan sayap lbu hanya menunggu hasilnys vang berupa laporan social anak dan laporan
social orang tus angkat. Dalam perkembangennye Nampak kemungkinan pihak pemda
akan memperjuangkan untuk mendapatkan {jin pelaksanaan program penpangkatan ansk,

Sebagai usaha mengurangi birokrasi, hal i dapat dimengerti, khususnya untuk
pengangkatan anak domestic, karena tidak akan mempengaruhi masalsh domestic,
keamanan dan budaya antar bangsa NKRI, tapi untuk Intercountry Adoption sulit uniuk
dilaksanakan olch pemerintah Daerah karena ada masalah bubungan intemasional anter
Negara dimana hanya pemerisitah pusat / Departemen Sosial yang mempunyai kewenongan
untuk melaksenakan penganghatan anak sntar bangsa.

Selama masih adanyz pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, sebaiknya masalah ini
harus dibicarakan secars tra:iparatzt dan tuntas untuk Bdak menimbuikan keragu-rahuan.
Khususnyz mengenai pelaksanaan kunjungen keluarga dafam kasus pengangkatan anak
antar Negara { Intercountry Adoption ) yang hars dilakukan lintas dacrah, akan sangat
mempengaruhi masalah bisya yang harus ditanggung oleh pelaksana dan calon orang tua
angkat, karena dalam pelaksanaanya melibatken pekerja social, pemeriniah, Pekera Sosial
yayasan atsu penguIus yayasan.

Proses itu akan terulang kembali dimana hares dilaksanakan kunjungan keluarga
kedua yang difokuskan untok melibat perkembangan anak seteiah tingpel bersama calon
crang tua angkat selama kurang lebth 3 ( tiga ) bulan, dimana akan melibatkan pekeria
social yayasan pengangkatan anak, pekera social yayasan khusus smak ( yang
melalisanakan pengangkatan anak } dan pekerja social pemerintsh. Kedua pekerjs social
yayasan yang pertama dan kedua akan menjadi saksi daiam kasus pengangkatan anak di
pengadilan negen, yang akan dihadin pula oleh scorang dard anggota pengurus yayasan
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sayap ibu cabang Jakana, sebagai wakil dari wali anak, dalam bal ini adalah ketua yayasan
sayap ibu cabang Jekara.

K. DISPENSASI MENTRI DALAM HAYL PENGANGKATANANAK YANG
DILAKUKAN MLUAR YAYASAN SOSIAL

Kasus khusus dalam pengangkatan ensk adslsh  kasuskasus yang ads
penyimpangan mengenal:
. umur pemohon,
. jumiah anak kandung,

et

2

3. umur calon anak angkat,

4, wakn perkawingn,

5. waktu berdomisili, dan bekerja di Indonesia

6. perkawinan campur dan tidak berdomisili di Indonesis,

7. dimana isteri dan suami masih warga Negara Indonesia,
hal-hal mana fcrsebut masib dapat diperiimbangkan dan dapat mengajukan dispensasi
kepada menteri social dan Mahkamah Agung,

Batasan dalam pemberian dispensast sering agak terlaly danggap remeh, feiutama
mengenal kasus-kasus yang mengajukan langsung permohonan pengangkatan anak ke
pihak Departement Sosial. Pertimbangan seringkali hanya berdasarkan “untuk kepentingan
yang terbaik bagi si anak”, Dengan alasan calon anak angkat dan calon orang tua angkat
tetah tedalin hubungan psikologis yang mendalam, sehinpga jika tidak dikebulkan calon
anak angkat tersebut harus ditaris dan dapat mengakibatkan tekanan psikologis bagi calon
anak angkat.

Kasus seperti ini sering terjadi dalam proses pengangkatan anak antar bangsa,
dimana calon anak angkat telah lama diasub oleh calon orang tua angkat tanpa langsung
melapor kepada yayasan resmi dan belum mengajukan permohonsn pengangkatan anek dan
melengkapi dokumen-dokumen vang diperifukan.
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Keberadaan anak angket dengan cara ini, sangat rancu gntuk dikategorikan senagei
pelanggaran jula beli bayi ataw anak. Biasanya transaksi seperti ini terjadi antara
pemohon asing dengan bidan klintk bersalin dengan perantara seorang kenalan atau
dengan panti asuhan balita yang tidak mempunyai izin untuk melaksanakan proses
pengangkatan anak.

Dispensasi dapat juga dikcluarkan karena pertimbangan untuk pemutihan
kasus pelanggaran pengangkatan anak illegal yang harus diproses kembali secara sah.

L. ANALJSA KASUS UNTUK PENGANGKATAN ANAK DILUAR
YAYASAN SOS1AL YANG TELAH DIKABULKAN OLEH
PENGADILAN DALAM KASUS PERDATA NOMOR
125/Pdt2006/PN.BGR

Penulis mengambil contoh objek penelitian yang ada di kota Bogor, dimana
seoamg keluerga yang belum mempunysi scorang anak, nmmun sudah memiliki
seorang anak angkat di bawsh tangan, jadi artinys anak tersebut belum dimohonkan
ke pengadilan npepri. Secars lege!, adopsi atau pengangkaten anak dikuatican
berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Hal ini temtu akan berimplikasi sccara
hukum. Sedmngkan adopsi ilegal adaleh adopsi yang dilakukan hanya berdasarkan
kesepaketan antar pihak orang tua yang mengangkat dengan orang tus kandung anak.

Adopsi secars ilepal Inileh yang disinyalir sebagal celah untuk kasus jual beti
anak, Jika seorang anak diadopsi secara legal, maka setelah pengangkatan, ada akibat
hukum vang ditimbuikan, seperti hak perwalian dan pewarisan. Sejak putusan
diucapkan olch Pengedilan, maka oreng tua angkat menjadi wali dad anak angkat
tersebut. Sejak sast itu pula, segala hak dan kewsjiban orang tua kandung beralib
pada orang tua angkat Mengapa hal ini demikian? Scorang ansk vang belum terdafiar
menjadi anggots keluarga, maka anak tersebut tidak akan memperoleh hak waris dari
oreng tuanya. Maka satu-gatunya cara supaya dia mempunyai hubungan hukum yang
zah maka anak tersebut harus didaflarkan di kantor catatan sipil.
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Dalam kasus ini masuk kedalamn dispensast mentri, dimana calon anak angkat
tersebut telah terjadi bubungan psikelogis yang mendalam sehingpga jika tidak dikabulakan
akan mempengaruhi mental st anak yang dapat mengakibatkan tekanan psikologis.

Penulis mengambil contoh Objek pernelitian yang berada di daerah Bogor, Jawa
Barat, dimana Pengadilan Negri Bogor yang memeriksa dan mngadili perkara perkara
Perdats telah menjatuhkan Putusan atau Penetapan sebagai berikut atas nama ¢
ACEP SOEJOEDIEKALLA dan YANI MULYANL Bertempat tinggal di Bogor,
selanjumya disebut sebagal Pemohon I dan Pemohon 1L

TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon I berdasarkan surat pemohonan
tanggal 26 Desermnnber 2008 yang didafter di kepaniterman Pengadilean Negeri Begor

dibawzh register No. 129/pdit/P72006/PN.Bgr, Pera pemohon mengajukan hal-hal sebaga
berikut ; -

Bahwa pemohion I dan Pemobon H adalah suami isteri yang sah menikah di Serang
pada apgeal 2 Agustus 2000 sehagsimana yang dibuktikan denpan kutipan akta
perkawinan No AQ3/05/VIIL2000 tertanggal 2 Agustus 2000,

Bahwa dari perkawinan Pemohon | dan Pemohon I tersebet telah begalan kurang
lebih 6 tahun dan hingga kini belum dikaruntai seorang anakpun.

Bahwa para pemohon telab menerima penyerahan seorang ansk laki-laki yang bemama
GALANRG OCTA RIZKIE MULIA yang dilahirkan di bogor padz tangga I8 Oktober
2006 berdasarkan Akta Kelahiran No.6989/2086 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan
Sipil dari seorang Tby yang bernama HANIDAH.
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Bahwa anak tersebut sekarang telah bevada di wangan pam pemohon berdasarkan Surat
Pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Bahwa Para pemohon akan selalu mendidik, memebesarkan dan memberikan kasih sayang,
sehingga diharapkan anak tersebut nantinya akan berguna bagi dirinya sendir, keluargs,

Nusa dan Banpsa,
Bahwa Para Pernchon merasa mampu untuk mengasuh anak tersebut hingga dewasa

Bahwa demi kepentingan hukum para Pemchon ingin ditetapkan sebagai orang tua angkat
dari anak tersebut,

Bahwa untuk maksud tersebut diperfukan suatu penetapan dan Peagadilan Negeri setempat,
dalam hal ini Pengadilan Negeri Bogor.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatss maka para pemohon memohon dengan Hormat
kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri agar memberikan penetapan sebagal berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pora Pemchon.

2. Menyatakan sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon ACEP
SOEJOEDIEKALLA dan YANI MULYANI terhadap scorang anak laki-laki
yang bemama GALANG OCTA RIZKIE MULIA Iahir di Bogor pada tanggal di
bogor pada tangga I8 Okiober 2006 berdasarkan Akta Kelshiran No 698972006
yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil dari seorang Ibu vang bemama
HANIDAH.

3. Moemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor untuk mengirimkan
salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Bogor agar dicatatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu,

4. Membebankan biaya permohonan kepada para pemohon.
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Menimbang, bahwa para hari siding yang ditetapkan Para Pemohon datang menghadap

sendirl dan setelah permohonan para Pemohon dibacakan dipersidangan mengajukan bukti-

bukti berupa surat-surat yaitu :

1.

Fotokopi Kartu Tands Penduduk atas nama ACEP SOEJOEDIEKALLA
tertangzal 23 September 2005 (bukti P.1)

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atss nama YANE MULYANI tertanggal 22 Juni
2004 (bukti P.2)

Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 20 Nopember 2006 dar] Suhayat dan Hanidah
{bukti .3}

Fotokopi Kutipan Akta Nikah pama Pemchon No.405/05/VII/2000 tanggal 2
Agustus 2000 (bukti P.4)

Fotokopi Kutipan Akia Kelshiranatas nama GALANG OCTA RIZKIE MULIA
{oukli P.5)

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon {(bukti P.6}
7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama YANI MULYANI feranggal

Desember 2006 (bukti P.7)

Bahwa surat-surat bukti tersebut telsh disesuaikan dengan aslinya dan tlah dibubuhi bea
materai secukupnya.

Menimbang, bahwa dipersidangkan Para Pemohon mengajukan 2 (dua} orang saksi

maging-masing didengar keterangannya dengan befanji, bemama :

|

THOMAS SAUDALE

Keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi masih adz hubungan keluarga dengan pemchon sebagai kakak ipar
Bashwa para pemohoen semenjak menikah hingga kini belum dikaraniai seorang
ariak
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Bahwa para pemohon pada sekitar bulan Nepomber 2006 tfelah menerima
penyerahan scorang anak laki-laki berumur beberapa bulan yang bemama
GALANG OCTA RIZKIE MULIA, dari seorang Thu vang bemama
HANIDAH.
Bahwa para pemohon sepengetahuan saksi mampu unfuk mendidik, membesatkan
dan mengasuh anak tersebut,
2., INGRID FERDINANDUS
Keterangannya pads pokoknya sebagai berikut :
Bahwa saksi masih ada hubungan keluargs dengan pemohon sebagai kakak ipar
Bahwa para pemohon semenjak menikah hingga kind belum dikamunial seorang
anak )
Bahwa para pemchon pada sekitar bulan Nopember 2006 telsh menerima
penyerzhan seorang anak laki-laki berumur beberapa bulan yang bemama
GALANG OCTA RIZKIE MULIA, dari secrang Tbu yang bemama
HANIDAH. .
Bahwa para pemchon sepengetahuan saksi mampu untok mendidik, membesarkan
dan mengasub anak tersebut.
Menimbang bahwa bendasarkan keterangan para pemohon dihabungkan dengan keterangan
para saksi serta surst.surat bukt yang diajukan dipersidangkan, maka pars pemohon telsh
berhasi! membuktiken dalil permohonannya dan permohopan pars pemohon tidsk
bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlakn,

Menimbang bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan oleb Para Pemolion guna masa
depan anak tersebut diharapkan masa depan anak tersebut akan ebih baik.

Menimbang bahwa pare pemohon mampu dan cakap untuk mendidik, mengasub dan
membesarkan anak yang bemama GALANG OCTA RIZKIE MULIA,
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Menimbang, bahwa pars pemohan telah berhasil membuktikan dalil permohonannya maka

permochonan para pemohon patut uatuk dikabulkan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pengadilan negri Bogor mengabulkan
permohonan para Pemohon, terhadap seorang anak laki-laki yang bemama GALANG
QCTA RIZKIE MULIA lahir di Bogor pada tanggal 8 Oktober berdasarkan kutipan Akta
Kelahiran No. 6989/2006 vang dikeluarkan olch Kantor Catatan Sipil Kota Bogor
tertanggal 21 Desember 2006, dari seorang Ibu bemama HANIDAH.

Kasus ini kabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor, dengan pertimbangan
untuk kepentingan terbaik si anak, Yang mana celon anak angkat tersebut telah lama diasuh
oleh ceion orang tua angkatnya tanpa langsung melapor kepada yayasan resmi. Hal inilah
yang pada praktelaiya sering Kita temukan di kehidupan bermasyarakat. Padahal Undang-
Undang sudah menetapkan secara jelas bahwa untuk melakuken proses pengangkatan anak
harus melalui yayasan social yang telsh ditunjuk oleh Pernerintah,

Namun pada perkembangan jaman saat ini sapgadah sulit unrsk melaksanakan
ketentuan terschut karena pasti dalam prakteknya akan membuotubkan wakw vang sangat
fania sementara hal inilah yang depat mengganpu mental dari 8i anak tersebut, jika terlalu
lama dititipkan di Panti social deri menjalankan prosedur yang telsh ditetapkan.

Maka department social mengeluarkan suatu prodok hukum yang dinilat akan lebih
mudah untuk meleksanakan praktek pengangketan anak di Indonesia melalui buku
pedomannya tahun 2006, dimana dikatakan bahwa suaty pasangan suami isteri dapat
melakukan pengangkatan anak tanpa melalui Yayasan Sosial yang telah ditunujuk oleh
Pemerintah asalkan saja hal tersebut dilakukan di depan hakim secara langsung dengan
dihadiri oleh saksi-seksi dari Pihak Pemohon, dan tim pengawas dari departemen sovial.
Ketentuan yang semacam indlah yang seringkali menjadi acuan seorang hakim dalam
mengambil keputusannya. Hal ini sudah tentu dirasakan akan lebih nmudah dan lebib cepat
dibanding dengan prosedur yang sebenarmya.
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Namuo sayangnya hal ini bisa menjadi alat yang dipakai oleh orang yang tidak
berkepentingan, Kargna dengan mudabnya tentu sekarang siapa saja dapal smelakukan
proses pengangkatan anak. Padahal pemerintah secars terang-terangan membuat susts
dasar hukum mengenai Pengangkatan Anak guna menghindari terfadinys praktek-praktek
kejahatan di masyarakat, seperti perdagangan anak, fual beli organ tubuh anak.

Jika sudah terjadi pelanggaran-pelangparan tersebut, sudah barang tenty tidak akan
pemah ada yang mau untuk dipersaiahkan. .

Maka yang menjadi ujung tombak dari kunci kesuksesan proses pengangkatan anak
di Indonesia berads di tangan Pengadilan yang akan memutuskas Perkara tersebut, Untuk
memutuskan setiap perkara di Indonesia Pengadilan stau seorang hakim harus melihat
tentang adanya laporan social.

Laporan social merupakan salah satu persyaratan penting bagi sal atau tidaknya
sebuah proses penpangkatan anak. Laporan social dibuat sebagal acusn bagi pihak
berkepentingan datam hal ini adalsh hakim dalam mengambil setiap keputusan. Laporan
social memuat berbagai informasi tentang calon orang tua angkat dan calon anak angkat.
Laporan social dibuat oleh pekeria social yang sedah mendapat legitimasi dari pemeriniah
atau yayasan / organisasi social tempat panti tersebul berada,
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ALURTATA CARAPERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK
BERDASARKAN PENELITIAN RESMI DI KANTOR KEPENDUDUKAN
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Alur tata cara permohonan pengangkatan anak diatas merupakan prosedur resmi
yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Daerah Bogor. Betslah seorang Pemohon
mengajukan permohonannya ke Pengadilan dan digetujui oleh Hakim, maka Pemohon bisa
~ mendaftarkan ke kantor catatan sipil setempat atas anak angkat yang mereka terima.

Dalam hal ini Pemerintah lebih bijaksana dan selektif dalam memberikan Akic
Keizhiran bagi calon orang Tua angkat. Kerena banyak teriadi Pelanggaran dimana anek
yang akan diadopsi oleh pasangan suami isterd, langsung mendapatkan akte kelahinan
tersebut dengan mudah atas nama orang fua angkatnya tersebut. Hal ini banyak tegadi
melalui Rumah Sakit Bersalin atau pada bidan-bidan, karena mereka biasanya cukup
mengeluarkan Tanda kenal lahir atas nama orang tua angkat, vang jelas melanggar hukum '
agama dan hukum Negara kita. P
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BAB. II
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adopsi gnak adaiab suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam
keluarga sendiri schingga antars orang yang mengodopsi anak. dan anak yang
diadopsi timbul svatu hukum kekelumrgzan seperti orang wa dengan anak
kandunpgnya sendiri. Tujuan dari penpanpkaian anak antara lain adalzh untuk
mencruskan ‘keturunan’, manakala didalam suata perkawinan tidak memperoleh
keturunan, Ini merupskan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah sata jalan keluar
dan altemnatif yang positif dari manusiawi ferhadsp naluri kehadisan seorang snak
dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikerunini seorang gnak pun.

Sebagai Pznutup dari Penjelasan tersehbut, maka dapat saya, Penulis menarik
kesimpulan yaitu sebagai berikut ¢

1. Temyata tidak semus ogenisasi sosial dapat melakukan usaba
pengangkatan anak, namun hanya organisasi tertentu vang telah ditunjuk
gleh pemerintah, hal int dikerenaken untuk menghindari dan
meminimalis kejahatan di dupia anak serta menvelesaikan masalah-
masalah yang ade di Indonesia mengenai Pengangkatan Anak
khususnys.

2. Syarat yang harus dimiliki sebuah vayasan untuk mendapatkan ijin
dalam usaha Pengangkatan Anak adalah memiliki capabelitas yang
bagus teshadap masyarakat dan Pemeriatah, khususnys dapat dijadikan
sebagai mitra Pemerintsh dalam  membrentas  kriminalitas dan
pelanggaran-pelanggaran ¢i dunia anak.
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3. Penpanghkatan Anak di Indonesia seharusnya dilakukan melalui Yayasan
Sosial yang telah ditunjuk cleh Pemerintah, jadi Pengangkatan Anak
tidak mungkin dilakukan tanpa melalut jalur pengadilan, karena hal ini
sudah ditctapkan menurut peraturan yang berlaku.

B. SARAN

Saran ~ saran yang dapat dikemukakan sebagai masukan dan himbauan untuk
tercapainya kesejahteraan dan perlindungan anak yaitu :

Untuk fercipianys suatu stursn Hukum yang baik terutama untuk masalgh
Pengangkatan Anak di Indonesia, sudah scharusnya Pemerintsh melskoken
Pengawasan tethadap Pelaksanaan Pengangkatan Anzk di Indonesie, karens sampai
dengan saat ini sudeh tersedia fasilitas hukum untuk menjawab setiap masalah di
bidang Pengangkatan anak, hanya saja Pengawasan terhadap Frosedur terSebut masih
minim sckali, sehingga timbul maszlah-masatah baru.

Maka dikarapkan Pemerinteh mempunyai suats Tim khusus yang bertugas
melakukan Pengawasan terhadap Proses Pengangkatan Anak di Indonesia,
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REKAP HASIHL WAWANCARA

Tanya » Mengapa kanya organisasi soclal terteniu yang diperbolehkan melakukan
usaha pengangkatan anak?

Jawab: hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalis kejahatan dsnkriminalitas
dalam usaha pengangkatan anak di Indonesia, diharapkan dengan adanya organisasi
social tersebut dapat membantu Pemerintab dalam Programnya membrantas kejshatan

vang seringkali marak dimasyarakat.

Tanya : Apakan semua Pengangkatan Anak harus dilakukarn melajut Yayasan Sosial?
Jawab : Jika dilibat dari Pevaturan Hukum yang mengatur mengenai Pengangkatan anak
di Indonesia, maka sudah seharusaya Penpangkatan anak dilakuken melalui Yeyasan
Sosial, namun tidsk bisa kita hindari pengangkaten anak yang dilakukan dengan cara
Hukum Adat, sudah pasti tidaic melaini Yayasan Sosial, namua dalam prosesaya tetap
saja diharuskan memiliki Laporan social dari instanst yang berwenang.

Biasanya dilakukan ofeh kepala adat ( dalam hal ini setingkat Ketua RT/RW 3, setelah itu
biasanya kepala adat fersebut melaporkan instansi yang berkait dalam hal pembuatan
laporan socfal. Jadi meskipun melalui cara apapun, pengangkatan anak pasti berkaitan
dengan Yayasan sosial.

Namun ads beberapa keientuan Pengangkatan Anak yang tidak diatur oleh Hukum, tapi
diatur secara jelas bahwa Pengangkstan anak hisa dilakukan tanps melalui yayasan

social, yaitu terdapat dlam bulku Pedoman Umum Departernen Sesial.
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Yaitu untuk melakukan Pengangkatan Anak bisa dilakukan tanpa melalui yayasan social
dengan cara memohon pengangkatan anak tersebut langsung di depan hakim Pengadilan,
tentunya harus disertai laporan social dan dihaditi oleh saksi dan dinas social dan

yayasan social, Pengangkatan anak semacan ini dinamakan Privat adoption.

Tanya : Bagaimanakak Kedudukan Yayasan Sosial datam proscs pengangkatan anak
di Indonesia 7

Jawab : Yayasan social adalzh sebagai Mitra Pemerinteh dalam menjalankan program-
program Pemerintah Khususnya dalam hal meminimaliskan kejahatan di bidang
Pengangkatan anak. Serta membantu proprem pemerintah terhadap pelaksanaan di
lapangan yang berkaitan deapan pembuatan jzporin social, sebuah yayasan social akan

melskukan Home Visit yang dibantu dard pekerja Sosial setempat { pemerintah ),
Tanya : apakak Pengangkatan Anak memutuskan habungan darvah seseerang dengar:

keluarga kandungnya?

Tawab: Tidak, jadi scorang anak yang diengkat oleh sebush keluarga tidak memutuskan

hubungen darah dengan orang tua kandungnva,

Angstasia Kastanya
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Staatbald 1917 No. 129

Bab Il
Pengangkatan Anak
Pasal 5

(1} Dalam hal seorang laki-laki, yang kawin atau telah pemah
kawin, tetapi tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah
menurut garis laki-aki, baik berdasarkan perialian darah
maupun karena pengangkatan, ia dapat mengangkat anak.

(2) Pengangkatan anak dilakukan oleh suami bersama dengan
isterinya, atau jika ia telah bercerai dengan isterinya,
pengangkaian anak itu dilakukan oleh suami sendiri.

(3) Janda yang ditinggal suaminya karena meninggal dan tidak
kawin lagi, dalam hal tidak mempunyai keturunan sebagaima-
na dimaksud dalam ayat (1), dapat mengangkat anak, Dalam
hal suaminya sebelurn meninggal telah membuat wasiat yang
tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut
tidak dapat melakukan pengangkatan anak.

Pasal 6

Anzak yang diangkat harus seorang laki-laki Tionghoa yang tidak
punya anak dan belum kawin, yang belum diangkat sebagai anak
oleh orang lain

Pagal 7

(1) Anak yang diangkat sekurang-kurangnya harus berumur 18
tahun Jebih muda dari lakifaki yang mengangkat, dan sekurang-
* kurangnya 15 tahun lebih muda dari perempuan yang kawin

atau janda yang mengangkatnya.

(2) Dalam hal yang diangkat adalah seorang anggota keluarga,
baik anak sah maupun anak yang lahir di luar nikah, maka
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hubungan keturunanya harusiah sama derajatnya seperti
halnya derajat yang ia peroleh karena keturunan,
Pasal 8

Untuk pengangkatan anak diperlukan syarat-syarat sebagai

beriknt :

1° persetujuan dari orang atau orang-orang yang akan melaku-

kan pengangkatan anak

2’. a.  dalam hal anak yang diangkat adalah anak sah diperlu-
kan persetujuan darikedua orangtuanya, atau, jika salah
seorang daripadanva telah meninggal dunia terlebih
dahulu, yang harus memberikan persetujuan ialah orang
tua yang masih hidup, kecuali jika yang masih hidup itu
adalah seorang ibu yang telah menikah kembali dengan
laki-lakilain, dalam hal ini bagi anak yang masih dibawah
umur yang memberikan pesetujuannya ialah walinya dan
dari Balai Harta Peninggalan.

dalam hal anak yang diangkat adalah andk yang dilahir-

kan di luar nikah, diperlukan persemjuan dari kedua

orang tuanys, jika anak tersebut diakui sebagai anaknya,

atau dalam hal salah seorang tuanya meninggal dunia,

persetujuan itu diberikan dari orang tuanya yang masih

hidup, dalam hal tidak ada persetujuan sama sekali dari
keduaorang tuanyakarena telah meninggal dunia, maka
pengangkatan anak yang masih dibawah umur harus

berdasarkan persetujuan walinya dan Balai harta
Peninggalan.

persetujuan dari anak yang akan diangkat, jika anak tersebut
telah berumur 15 ahun.

dalarn hal pengangkatan anak oleh seorang janda sebagaimana
dimaksud dalam pasal b ayat (3), persetujuan dari saudara
laki-laki janda yang telah meninggal, dan jika orang-orang
tersebut tidak ada, dan juga jika orang-orang tersebut tidak
ada di Indonesia, diperlukan persetujuan dari dua orang
kerabat laki-laki terdekat dan yang telah dewasa dari garis

3.

4,
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bapak Suaminyayang meninggal

bertempa[ '-iﬂggal di Il'ldonesia. SamPaJ derajatkeempatyang

] . .
{1) Es;.srezljuank:in orang-orang yang dimaksud dalam pasal 8
diangka.t,asal dbukan ayah atau wali dar orang yang akan

al, dan dalam ha] Persetujuan itu tidak diperoleh

dimea:;zzéalzi%-:kmggyangb?mangkum danjuga kerabatyan
erada di tempat, persetujuan dilakukar%

d . .
dengan kuasa darj Pengadilan Negeri dari tempat tn

perluoleh pPengadilan, Pengadifan Negeri tersebut memberikan

. mewakilkan kepada kuasa-
nya sesuai den . P uasa
Perdata, gan pasal 334 Kitab Undang-undang Hukum

‘(5) Kuasa pengadilan yang diperoleh harus disebutkan dalam

akte pengangkatan anak,
Pasal 10

((21)) Il:iniang:atan anak hanya dilakukan dengan akte nogaris
thak-pihak yang menghada is di -
g P notaris dilak
menghadap sendiri atau dengan kuasa l-chusu'::lkan de_ngan
oleh notaris, 7ene dlbuat
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{8} COrang-orang yang dimaksud dalam PFasal 8 butir 4, kecuali
ayah atau wali dari orang yang akan diadopsi, dapat secara
bersammesama atau sendiri-sendiri memberikan persetujuan
nya juga dengan akte notaris dan hal demikian disebutkan
dalam gkte pengangkatan snak.

{4} Setiap orang yang betkependngan dapat meminta agar patda
akte kelahiran orang yang diangkat, pada sisi akee it
dicantumkan tentang pengangkatar anak itu,

(5y Hal tidak dicantumkannya tentang pengangkatan tersebut
pada sisi akte kelahiran orang yang diangkar, tidak dapat
digunitkan untuk menyangkal adanya pengangkatan anak
tersebut.

. Pasal 131
Penganghkatan anak mempunyai akibat hukum bahwa orang
yangakan diangkatscbagai anak itu memperoleh namamargadari
ayah angkateya dalam hal marganya berbeda dari marga orang
yang diangkat sebagai anak
Pasal 12 _
{1} Dalamhal sepasang suamiisteri mengangkat seseorang sebagal
- anak lnkidakinga, maka anak torsebut dianggap sebagal yang
tahir dari perkawinan mercka,

{2} Dalam hal seorang lakidaki setelah bevcersd dari isterinys

mengangkat seorang sebagal anak lakidekinya maka anak

tersebut dianggap sehagei yang lahir dari putusnya perkawinan.

karena kernatian isterinya

{3} Dalam bal seorang janda mengangkat seorang anak jakilaki,
anak tersehut dianggap sebagal yang Izhir dari jands tersebut
dengan suaminya yang telah meninggal, dengan pengertizn,
babiwa anak terschut baru mendapat baghan warisan almartarm,
sejauh tidak ditentukan lain dalam surat wasiae almarhum
selama hidupnya, dansejauh pengungkatan anak s dilakukan
dalam jangka 6 bulan terhitung mulai saat meninggaloya
atmarhiom, aea janda tersebut, selaraa jangka waktu Sulan
telah memohon kuasa Pengadilan scbaguimuans dimaksud
dalam Pasal 9 dan telah menggunakannya dalpm jangka wakes
satu bulan setelah mendapat kuasa tersebut.
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{1} Dalurn hal seorang laki-laki meningpas dengan meninggatkan

seorang fanda yang berwenang men '
rang > gangkat seorang anak
lakidaki, maka Balai Mares Peninggaian bﬁrkcwij?:an

;;Tmuggggg; ﬂ;}iakan yazzgh;dianggap pertudan mendesal,
nguras harta :
yang akan diangkar sebgzai anak. engekanjanih padaand

(2} Hakhak pihak key ] i
g yang dipengaruhi olch Pengangkat;
::u::k, gemgnda, sanpal pengangkatan anak ju giam
5 pai paling lama selams Jangka wakru tersebut dalam Pasaf

Pasaf 14

Karena pengangkatan anak
G : putusiah hak-hak keperdaiaa
gaaﬁigﬁmdcngm garisketurunan antars orang :u:f kandang
an saudara sedarah dan dari garis samping dengan orang var
diangkat, kecunli terhadap : R

P laranganJavangan perkawina b

. 33mping;p 1 berdasarkan saudara sedaraly
2, ketenman-ketente i i

o ketumnanr: arn hukum pidana yang didasarkan pady
3% ganui nugd binya-biaya perkara dan sandera;
4% alat byki persaksian;
5% menjadi saksi mengena akie otentik

Pasal 15

(1) Pengangkatan anak i i i
b Ao, idak dapat dilakukan tanpa didasarkan
(2) Pengangkatan anak perempuan dan pengangkamn anak

dengan cara laj ;
hzzigﬁia . ain kecuali dengan akie notaris baial demi

(3} Pengangkatan anak dapat dinyatakan bagal Jika bertentangan

dengan pasalpasal 5
aﬂ{ﬂé}? pasal 5,6, 7, 8,9 satau pasal 10 ayat (2) dan
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Stastshlad 1917, No. 129
TWEEDE HOOFDSTUK
Van adoptie

een man, gehuwd of gehuwd geweest zijnde,
geen&mz(éé;,mmﬁezgke mkgmeiinge‘& in de @annﬁ?zsifgﬁ
heeft, hetzij vieeschelijke hetzij adoptmve; kan lema
200n worden geadopteerd. {Chin.6,7,15% -
(23 De adoptie geschiedt dobr _de{: man gefﬁ:wei _gk
metzijne echigenoots, of als zij{zéifie t;x:};bmdmgvan e i
i3 heeft, door hem alleen. (Lain. 1 _ F
plaatsh {g), De weduwe, die niet is hertrouwd, difn m;ngj}ir;
geen nzkomelingen als bedoeld in het eerste lid van db

i d aly hagr zoon
rieden man Zijn achtergelaten, femanc 2
2:1? fﬁien . Indien cvinwei de overleden fmﬁﬁ i?;tgom(fnrz;j;ee
kenr;en gegeven heeft, dat hj geen roodanige % i?iz o 18)
weduwe verlangt, zaldeze nielt kunnen plaats hebbe :

: den ongehuwde
optecrd MOgen siechi& wOr ;
m&imi?gmgmm van het mannelijke geslacht, die nog niet
fe B 23
door een ander zijn gmf:iopteerd {(Chin, %) : ien
7. {13 De te adopteeren persan mzjm‘mufnsa : d
i jongs r ziin dan de man, &3 minstens vijitien jaren JONge
B e uw of de weduwe, die hem aropteert.

den gem};?ii;;l van adoptie van een bloedyerwant, wettigen

of matunrlijken, moet de geada;:im:: aieda:’sz :ﬁgﬁzniggr;:; i::;
: iken stzmvander i ae ;
m;zi?k?ﬁ?:ﬁjﬁtmﬁ, als waarin hii, voor de adeptic, we

dezen door geboorte stond. {Chin. 15%). ‘ a
- 8 Totde adopte wordt yereischt s {Chin. 15Y).

di
19 de toestemming van den persoon of de personen

adopeeren; N
?‘g@ a ingevaldete adopteeren persoon eenf;ewg;inf t:;
roestemrning van zine ouders, of bij vcforoveriu den v L2

fme ser van den langstevende,, mel uit zondering ¥ ;

un

u " ot . i;

moeder, die tot een vol gend huweh:!k is avergegaan:}::l :i:rto E;&z 2

ijk ede indien beide puders ziin overleden, wordt e

g;g te van een minderjarige vareischt de toestemming
;l '+
“ zijngen voogd en van de weekskamar;

1R

L

i

b. ingeval de adopteeren persoon cen natuurlijk
kind ist de toestemming van ziine ouders, indien hij door
beiden is erkend, de toestemming van dezen; indien geenc
erkenning heeft plasts gehad of de ouders, dic erkend
hebben, overleden xiin, wordt voor de adoptie van een minder-
jarige vereischt de westemming van zZijren voogd en van de
weeskamer

3* detoestemming van de te adopteeren persoon indien deze
dent ouderdom van vijtien jaren heeft bereiky;

4° ingeval van adoptie door eene weduwe, als bedoekd in art,
8 degde lid, de toestemming van de meerderjange broeders en
var der: vader van haar overleden echtgenoot, en, bij ontbreken
vandezen, dan welwanneer genoemdde personen niet in Indonesie
gevestdpdziin, van dermanstein Indonesie gevestigde meerderjarige
mannelijke bloed verwanten van vaderszijde van den overleden
echigenoot tot den vierden graad ingesioten {Chin. 10 %)

9, (1) Detoestemming der personen, bedoeld in 4 * van het
vorige art, mits niet zijnde de vader of de voogd van den te
adoptecren persoon kan, indien die toestemming niet verkregen
wordt, zoomede bif onstehtenis ook van de zan het slot dier
bepaling bedoelde bloedvarwanten, worden vervangen dooreene
machtiging van den raad van justide, in wiens rechigebied de
weduwe, die wenseht te adopteeren, wosnachtig is.

{2} Op het daartoe door haar gedaan verzeck worde
door den raad van justitie buiten vorm van proces en zonder
hoogere voorziening beslitst, na verhoof of behoorlifke
oproeding van de persosten, wier woestemming woridt vereische, en
van zoodanige andere als den raad van justitie noodig 2al voor
komen, p

. (8) Indien de te hooren personen woonachilg zijn
budten het gewest ('} (%), waar de zetel van den raad van
justitic gevestigd is, kan deze aan het hoofd van plaatselijk
bestuur (1) het houden van hun verhoor delegeeren, welke
amblenaarhet deswege op te maken proces-varbaal aan den raad
van justitie zal doen tockomen.

(4} Het bjj art, 334 van het Burgerlijk Wetboek voor
Indonesie bepaalde ten aanzien van de daarbij bedoeld bloed

- % i

e e e
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verwanten of aangehuwden is met bettrekking tot de in deze te
hooren personen van toepassing.

(5) Van de verkregen rechterlijke machtiging wordt in
de akte van adoptie melding gemaakt (Chin. 15%).

10. (1) Adoptie kan alleen bjj notarieele akte geschieden
(Chin. 15 3; Not 37 c).

(2) Partijen verschijnen voor den notaris in persoon :at‘
bij eenen bijzonderen bij notariecle akte gevolgmachtigde (Chin.
15%).

) (3) De personen in 4 0 van art. 8 bedoeld, behalve
diegenevan hen, die alsvader of voogd den teadopteeren persoon
in adoptie geeft, kunnen gezamentijk of ieder afzonderlijk, hunne
toestemming ook bij eene notaricele akte geven, van welke
omstandigheid in de akte van adoptie wordt melding gemaakt.
{Chin. 15?)

(4) Ieder belanghebbende kan vorderen, dat van de
adoptie worde melding gemaaktop den kantder geboorteakte van
den geadopteerde. |

(5) Het ontbreken echter der aanteekening van ecne
adoptie op den kant der geboorteakte kan aan het geadopteerde
kind niet worden tegengeworpen, ten einde zijnen verkregen staat
te betwisten.

11. De adoptie heeft van rechiswege ten gevolge dat :e
geadopteerde indien hij een anderengeslachtsnaam heeft dan de
man als wiens zoon hij wordt geadopteerd, den geslachtsnaam van
dezen verkrijgt in de plaats van den zijnen.

12. (1) Indien gehuwde lieden eenzoon adopteeren, wordt
deze geacht uit hun huwelijk te zijn geboren. ) )

(2) Indien de man na de ontbinf:ling van zijin huwelgl‘;
een zoon adopteert, wordt deze geacht uit een door den doo
ontbonden huwelijk van dien man te zijn geboren.

(3). Indien de weduwe een 20102 ado{;:f:z,i_;c;:t:otf

i huwelijk met haren overleden m )
rgne::hdtiz:: t:::'r.;tzu'ld eihter, dat hij in de nalatenschap van den

overledene, voor zoover den daarover niet bij uittersten wil heeft
beschikt, slechts dan als erfgenaam wordt toegelaten, wanneer de
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adoptie binnen zes maanden na het overlijk den tot stand is
gekomen, dan wel de weduwe binnen dien termijn de rechterlijke
machtiging, bedoeld in art. 9, heeft gevraagd en daarvan binnen
¢en maand na het verleenen heeft gebruik gemaakt.

13 (1) Indien een man overlijdt met achterlating eener
tot adoptic bevoegde weduwe, is de weeskamer verplicht om aile
noodige en dringende maatregelen in het werk te stellen, welke
vereischt worden tot het behoud en het beheer der goederen,
welke aan den te adopteeren persoon zullen toekomen.

_ {(2) Rechten van derden, waarop de adoptie van
invloed kan zijn, blijven, totdat de adoptie zal zijn tot stand
gekomen, doch uiterlijk gedurende de termifnen, bedoeld in het
laatste lid van art. 12, opgeschort.

14. Door de adoptie vervallen de burgelijk betrekkingen
aan de natuurlijke afstamming ontleend, tusschen de ouders of

hum:le bloed-en aanverwanten en den geadopteerde, behalve ten
aanzien van :

1? de verboden graden van bloed-en aanverwantschap bij
huwelijk;

de op de nawurlijke afstamming gegronde bepalingen
van strafrecht

3° de compensatic van proceskosten en de gijzeling;

4° Het getigen bewijs;

5° het optrende als gervige bij authentieke akten.

15. (1) Adoptiekan nietdoor onderlinge overcenstemming

20

te niet gedaan worden.

(2) Adoptie van meisjes en adoptie op andere wijze dan

bij notarieele akte is van rechtswege nietig (Chin. 6, 10).

(3} De adoptie kan worden nietig verklaard wegens strijd

met een der overige bepalingen van den art. 5, 6,7, 8,9, of het
tweede en derde lid van art. 10.
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UL RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perfmdungan Anak

UNDANG-UINDANG REPUBLIK INDONESIA
ROMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang ¢

a, bahwa Nsgara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahieraan tiap-tisp wama
segaranya, termasuk perfindungan terhadap hak ansk yang merupskan hak asast manesiy;

b. bahwa anak adalah amenah dan karunda Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinva melekat
harkat dan martabat sébagal manusia sevtuhinya;

c. bahwa anak adaiah tunas, potensi, dan generasi nxia penerys dta-cita pecuangan bangsa,
merniiiki peran strategis dan me.punyat cirt dan sifat kbusys yang menjamin kelangsungar
eksistenst bangsa dan negara pada masg depan;

4. bahwa agar setiap anak kelak marapu memikul tanggung jawab tersebit, maka ja perhs
mendapat kesempatan vang seluas-luasaysd untuk tumbeh dan berkembang secara oplimal,
bak fisik, mental maupun seslal, dan beraskhiok mullg, perlu ditakukan upava perlindungan
serts untuk mewyjudican keseiahtaraan anak dengan memberikan jaminan terfadap
permenhan hak-haknya serta adanys perlakuan tanpa diskriminas;

2, bahwa untuk mewsitidkan perlindungan dan kesejahieraan anak diperiukan dukungan
kelembagaaa dan peratisran perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannys;

f. babwa berbagal undang-usdang hanya mengstur hal-bal terienty mengenal anak dan
secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yvang berkaitan dengan perindungan anak;

q. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, ¢, d, ¢, dan f peshu ditetapkan
Undang-undang tentang Periredungan Anak,

Mengingat :

1. Pasal 20, Pasal 20A avat {13, Pasal 21, Pasal 288 ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Unidangeundang Romor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahiteraan Anak {iembaran Negara
Tahun 1979 Nomer 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143}

3. Undang-yndang Namor 7 Tahun 1584 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrirninasi
terhadap Perempuan {Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against
women) (Lembaran Negaca Tahun 1884 Nomer 29, Tambahan Lembaran Neégara Nomior
3277y

4. Undang-undang Nomor 3 Takut 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun
1597 Nomeor 3, Tambahan Lembaran degara Nomor 3668);
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5. Undang-undang Nomor 4 Tabun 1997 tentang Penvangang Cacat {Lembaran Negarz Tahun R
14897 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negars Namor 3670);

&. Undang-undang Namar 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Ne. 138
Cantcerning Minlmurm Age for Admission te Employment {Konwensi ILD mengenal Usia

Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Romor 56, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3835); I

7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1989 tentang Hak Asas! Manusia {Lembaran Negara
Tatun 1998 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Bomor 3886);

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesaban ILO Conventios No. 182
Concerning The Prohibiticn and Inmediate Action for The Eliminatlon of The Worst Forms of
Child Labour (Kenvenst 1O No. 182 mengenal Pelarangan dan Tindakan Segera Pengbapusan
Bentuk-bantuk Pekerdaan Terburuk untuk Ansk) (Lembacan Negara Tahun 2000 Nomor 20,
Tambahan lembaran Negara Nomar 3841
Dangan persetujuarn :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPLBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN @
Menetapken : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal §
Dalem undang-undang Inl yang dimaksud dengen :

1. Anak adalah sesedrang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk ansk yang
~masits dalam kandungan. J—

2. Perlindungan anak adalah segala keglatan untuk menjamin tdsn mebadungl anak dan hak-
hakaya agar dapat hidup, tumbuh, berkermbang, dan berpartisipas!, secara optimal sesual
dengan harkak ¢an martabat kemanusiean, serta mendapst perlindungan dar} kekerasan dan
diskriminagl.

3. Keluarga adalah unit terkedd dalam masyarskat vang trdinl dars syami istr, abay suami
istri dan anaknya, atau ayah dan anaknys, atau ibu dan aneknya, atau keluarga sedarah
duiarn garis lurus ke atas atav ke bawah sampat dengan derajat ketiga,

4. Qrang Wa adalzh ayah dan/atau 1bu kandung, stau avah dan/atau iy el atou ayah
danfatay tbuy angkat,

5. Wali adalak orang ateu badan yang dalam kenyatasnnysa roenjalankan kekussaan asch
sebagsl orang tua terhadap anak.

&, Anak terlantar adalah anak yang Hdak terpenuhd kebutuhannya secara walar, baik Asik,
mankal, splritissl, maupun sosis. R

7. Anak vang menyantang cacst adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/stau
mental sehingga mengganagu pertumbuhan dan pedkembanganinya secara wajar.
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B, Anak yarg memiliki keungguian adatah anak vang mempunysi kecerdasan iuar blasa, atau
mendiiki potens! dan/atau bakat istimewa.

9. Anak angkat adaleh anak yang haknya dialibkan dari lingkungan kekoasaan keivarga orang

tua, wall yang sah, atau orang laln yang bertanggung jawab stas perawatan, pendidikan, dan

membesarkan anak tersebut, ke dalam bngkungan keluvargs orang tua angkatnys berdasarkan
putusan atau penatapan pengadian.

1. Anak asuh adalah anak yang dlasuh oieh seseqrang atay lembags, untuk diberiken
bimbingan, pemeliharaan, perawatan, peadidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau
sainh satu orang busaya Bdak mampu meniamin tumbul kembang anak secars watar.

11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasub, mendigik, memelihara,
membing, melindungi, dan menumbunkembangkan apak sesusi dengan agama vang
dlanutnya dan kemampuar, bakat, serta minatnys.

12. Hak anak adalah baglan dari hak asasi manusia yang waib diiamin, diindungl, dan
gipenuhd oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintaly, dan negara,

13. Masvarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosiat dan/atau
grganisasi kemmsyarakatan,

i4. Pendamping zdaiah pekerja sosial yang mempunyai kevapetensi profesional dalam
bidangnva.

13, Pedindungan khusus adalah perdindungan yang diberiian kepada anak dalasm situasi
darurat, anak yang berhadapan dengan hukurmn, anak dari kelempsk minoritas dan terigolasi,
anak yang dizkspiolkast secara ekonomi dan/atsu seksual, anak yang diperdagangkan, anak

yang menjadi kerban penvalahgunaan narkotika, alkobo!, psikotropika, den zat adiktif fainnva
{(napza}, anzk korban pencaltkan, penjuatan, perdagangan, anak.kerban kekerasen baik fisik
danfatau mentsl, anok yvang menvandang cacat, dan anak Korbaa periakuan salah dan
penelantaran.
16, Betiap orang adalah orang perseqarangin aksu komorasi,

i7. pemerintah adalah Pemerntah vang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAR 11
ASASL DAN TUJMIAN
Pasal 2
Penyelenggaraan perfiindungan anak berasaskan Pancasila den bedandaskan Undang-Undang
Basar Negara Republlk Indenesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Halk
Anak meliputi :
#. non diskriminasl;
b, ke’peﬁtingan yang terbaik bagi anak;
¢ hak untuk Rldup, kelangsungan hidug, dan perkembangan; dan

4. penghargaan terhadap pendapat anak.
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Pasal 3
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,
turnbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskrimlnasi, demi
terwujudnya anak Indonesla yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 4
Setlap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar
sesual dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 5
Setlap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan perekspresi sesuaij
dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7 —

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahul orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang —
tuanya sendiri.

{2) Dalam hal karena suatu sebab orang tvanya tidak dapat menjamin turnbuh kembang
anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat
sebagal anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. —_—
Pasal 8

Setlap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan
kebutuhan fisik, mental, splritual, dan scsial.

Pasal 9

(1) Setlap anak berhak memperoleh pendldikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan
pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selaln hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagl anak yang
menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang
memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan kKhusus.

Pasal 10

Setlap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan —_—
memberlkan informasl sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan
dirinya sesual dengan nlial-nilal kesusilaan dan kepatutan.
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Pasal 11
Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan wakty uang, bergaul dengan anak
vang sehava, bermain, berekreasl, dan berkreast sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat
kecerdasannya demi pengembangan dirt,
Pasal 12

Satiap anak yang menyandang cagat herhak mempercleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan
pemeliharaan taraf kesejaiterzan sosial

Pasat 13

{1} Setiap anak selsma dalam pangasuban orang a, wai, 2taw pihak jain mana pun yang
bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat pedindungan dard perfakuan:

a. diskriminasi;
ks, ekspinitasl, baik skonami maupun seksusi;
¢. penelantaran;
d. kekeiaman, kekerasan, dan penganisyaan;
@, ketidakadilan; dan
{. perlakuan saiak lainnya,

{23 Datam hal orang tua, wall atay pengaseh anak melakukay segale bentuk perlakuan
sebagaimana dimaksud datara avat (1), maks pelakyu dikenakan peraberatan hukuman,

Pasal 14 _

Setlap anak berhak untik diasub oleh orang uanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau
aturan hukoms yang sah menuniskikan bahwa pemisahan itu adalah dem! kepentingar: terbaik
Bant anak dan merupokan permbangan terakhic,

Fasal 15
Setiap anak berhak untuk memperoieh periiz:adungan ari :

a. penyalahgunaan dabsm Realatan politik;

h. pefibatas datam sengketa bersenjata;
¢. pelibatan dalom kerusuhan sosia);

d, pelibatan ¢alam peristiwa yang mengandung ussur kekerasan; dan
&, peibatan dalar peperangan.

Pasgal 16

{1} Setiap anak berhak mempercleh perindungan gay sasaran penganiayaan, penyiksaan,
atay penjatyhan hukuman yang tidak manusiawi.

{2} Setiap anak berhak untuk memperoieh kebebasan sesual dengan hukues.

{3) Penangkapan, penahanan, atau tindsk pikdana penjara anak hanya dilakukan apabila sesual
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dengan hukum vang berisku dan hanya dapat dilakukan sebagal upaya terakhir,

Pasat 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

a. mendaspatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan gan orsng

dewase;

b. mempercieh bantuan hukum atau Bantuan lainnva secars efektf dalam setiap tahapan

wpaya hukum vang berlaku; dan

¢ mepbela dirl dan mempgroleh keadilan ¢ depan pengadiian anak yang objeklif dan tidak

menihak dalars sidang tertutup antuk unm,

{3} Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku keksrasan seksual atas vang berhadapan

dengan hukum berhak divahasiskan.

Pasal 18

Setiap ansk yang menjadi Rorhan atau pelaku tindak pidana berhak readapatian hantuan

hukum can banteas lainnya.
Pasal 19
Eetiap anak berkewaiibhan untuk
2, rrenghormat! orang tua, walki, dan gung;
b, meaeinkal {;eluarga, masyarakat, dan menyayangi terman;
¢, menacintal tanah air, bangss, dan negara;
4. menunaikan [badah sesusi dengan ajaran agamanya; dan

€. melaksanakan etika dan akhiak yang mulia,

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Baaiay Kesatu

Umtan

Pasal 20

tlegara, pamerntah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertangging

Jawsab terhadap penyelenggaraan perdindungan anak.

Baygian Kedua

Kewaiiban dan Tanggung Jawab
Negara dan Pemerintah
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Pagsal 21
Meqgara dan pemerintah berkewaiiban dan bertanggung jawab menghormat! dan meaiamin
hak asasl setlap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, gotonnan, jenis kelamin, etnik,
budaya dan bzhasa, status hukum anak, urotan keldahivan anak, dan kendisi fisik dan/atau
mentai,
Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana
dan prasarana dalam penyelenggarasn perlindungan anak,

Fasal 23
{1} Negara dan pemerintah menjamin perindungan, pemelibaraan, dan kesejahteraan anak
derigan memperhatiican Bak dan kewaliban orang tua, wall, atay orang laln yang secara
hekums bedanggung jawab terhadap anak.
{2) Negara dan pemerintah mengawasi penyslenggarann perndungan anak,
Fasai 28
KNegara dan pemerintah menjamin ansk entuk mempergunakan haknys dalam menyaripaikan
pendapat sesuai tiengan usia dan Hogkat kecerdasan anak.
Bagian Katiga :
Koveaiiboan dan Tangaung Jawab Masyarakat
Pasgl 25
Kewaliban dan tanggung Jawab masyarakak terhadap perindungan anak diiaksanakan melaid S
kepiatan peran masyarakat datam penyeienggaraan periindungan anak.
Bagian Keempat

Kawajiban dan Tanggung Jawab
Kaluarga dan Orang Tus

Pasai 26
{11 Orang tua berkewajiban dan bertanggung Jawab untuk
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindurigl anak;
b, menumbuhkembangken ansk sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnva; dan
<. mencegah teriadinya perkawinan pada utla angk-anak.
(23 Dalam ha! orang tua tidak ada, atay tdak diketahui keberadaannys, atay Karena suatu
sebab, tidak dapab mefaksanakan kewajiban dan tangqung jswabnya, maka kewajiban dan

{anggung awab sebanaimana dimaksud dalam ayat {1} dapat beralih kepada kefuarga, yang
dliaksanakan sesual dengan ketentuan pemiuran perundang-undangan yang berlaku.

BAE V
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KEDUDUKAN ANAK
fagian Kesalu

Identitas Anak

pasal 27
1) Identitas diel setlap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
(2} Fdentitas sebagalmana dimaksud dalam avat {1) dituangkan datam alga kelahiran.

{3) Permmbuatan akia kelahiran didasarkan pada surat keterangan dad orang vang menyaksikan
danfatsu membantu proses kelahiran,

{4) Dalam hal anak yang proses ketablrannya tidak diketahui, dan orang tuanva tidak
diketahui keberadaannys, pembuatan akta keldhiran unbuk anak tersebut didasarkan pada
ketgrangan prang yang menasmukannya.

pasal 28

{1) Permbuatan akia kelzhiran menjadi tanggung jawab pemerintal Yang dalam
pelaksanaannya diselenyaaraken serengah-rendahnya pada tingkat kelurghan/desa,

{2} Perchuatan akta ketahlran sebagalmana dimaksod dalam ayat {1) harus diberikan paling
tambat 30 (tiga putuh) had terhltung sejak tangaal diajukannya permehonan,

{3} Pembuatan akts kelahiran sebagaimana dimaksud datam ayat {1) tidak dikenai biaya. e
{4} Ketenluian mengenai tata cary Jan sva raé-syamt pervbuatan akta kelzhiras sebagaimana e
dimaksud datam avat {1), diatur dengan peraturon perundang-undahgen.
Bagian Kedua
Arak yang Oilahifrkan davd —
Parkawinan Camparan
Pasai 29
(1) Jika terjadi perkawinan Campuran antarn warga negara Republik Indonesta dan warga
negara asing, anak yaag dilakirkan datt perkawinan tersebut berhak memperoleh
kewarganagaraan darl ayah atau jbunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan vang berlaka,
(23 Datam hal terfadi percersian darl perkawlnan sebagaimana dimaksud dalam ayat {1), anak
berhak untuk memillh atau berdasarkan putusan pengadilsn, Derada dalam pengasuhan salah
satu dari kedua orang taanya.
{3) Datam hal terjadi porceratan sebagatmana dimaksud dalam asyat (2), sedangkan anak
belim marmpu menentukan plilhan dan ibunya berkewarganegaraan Regublik Indonesla, demi

kepentingan terbalk anak atau atas permohonan unya, pemerintah berkewajiban mengurus
status kewarganegaraan Republik indonesia bagi anak tersebut. e —

BAB VI
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KUASA ASUH
Pasal 3

(1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, melalaikan kewaiibannya,
terhadapnya dapat ditakulkan tindakan pengawasan atau kuasa asub orang tua dapat dicabut,

{2} Tindakan pengawasan terhadap orang tug stau pencabutan kuasa asuh sebagaimana
dimaksud dalam avat (1] dilakukan melalul penstapan pengadiian,

Pasai 31
{1) Saiah satu vrang tua, saudara kanduag, atiu keluarga sampai derajat ketlga, dapat
mengajukan permohonan ke pengadiian untuk mendapatkan penelpan pengadiian tenteng
panzabuban kuasy asuh orang tua atas melakukan tindakan pengawasan apsbils terdapat
atasan yang kuak untuk itu. .

(2} Apabila salah satu orang Lua, saudare kandung, atau keluarga sampai dengan derajat
ketiga, tidak dapat melsksanakan funasinya, maka percabutan kuasa asub orang tua
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atay
lesnzaga lain yvang mempunyai kewenangan untuk b,

{4} Penetapan pengadilan sehagaimana dimaksud datam ayat {1) dapat meonuniuk orang
persearangan atau lernbaga pemerintah/masearakst untuk meniadi wall bagt vang

- bersangkutan.

{4} Parseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalamr ayak
{3} haruos seagama dangan sgama vang diamdd anak yang akan diasubnya,

Pasal 32

Pengtapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat {3) sekurang-karangnya
roerisat ketentuan

a. tidak rmemutuskan hubungan darabh antara anak dan orang tue kandungnya;
b, tldak menghiiangkan kewajibsn orang tuanya untek memblayai hidup anekeya; dan

£, batas wakiu pencabutan,

BABR V1Y
PERWALIAN
Fasal 33
{1) Dalam hai orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hakaws, atau tidak diketahui
tempat tinggal atav keberadaarinya, maka seseorang atay badan hukum yang memenuhl
persyaratan dapat dtuajuk sebagal wali dart anak yang bersangkutan,

£2) Untuk menjadi wall anak sebagalmana dimaksud dalam avat {1} dilakukan melsiu
penetapan pengadilan.

{3} Wal yang dituniuk sebagalmana dimaksud dalam ayst (2) agamanya harus sama dengan
agama vang Hanut ansk.

{4) Untuk kepentingan anak, wall sebagaimana dimaksud dalam ayat {2) wajib mengeiola
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harta mitik anak yang bersangkutan. _

{5) Ketentuan mengena! syarat dan tala cara penunjukan wali sebagaimang dinaksugd dalam
ayat (1) dlatur febih lanjut dengan Peraturan Pemerntah,

Pasal 34 -
Wall vang ditunjuk berdasarkan penetaparn pengadlian sebagaimana dicnakszud dalam Pasal
33, dapat mewakiii anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar
pengaditan untuk kepentingan yang terbaik bagl anak.
Pasal 35
{1} Dalam hat anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenal wall, maka harta
kekayaan anak bersebut dapat diurus olels Balal Harta Peninggalan atau lgrbaga lain yang
mesipunyal kewenangan untuk te.

{2} Balal Harta Peninggalan atau lenbaga lain sebagaimana dimakswd datam ayat {13}
bertindak sebagal wall pengawas untuk mewakili kepentingan anak.

{3} Pengurusan hurta sebagalmana dimaksud dalam avat {1) dan ayat (2} harus meadapat
penetapan

Paszl 36
{1) Galam hal wali yang dituniuk temyata di kemudlan hari tidak cakap melakuksn perbuatan
hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagal wali, maka status perwaliannys dicabut
dan ditunjuk orang lain sebagal wail melalut penetapan pengadilan,

{2} Dalam hal wall meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagal wali melalui penetapan
pengaditan. e

BAB VIII
PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu
Pangasuhian Anak
Pasat 37

{1} Pengasuhan angk ditujukan kepada anak yang orsng tuanya tidak dapat menjamin
wmbuh kembang anaknya secara wajar, balk fislk, mental, splritual, maupus sosial,

{4} Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud datam ayat (1) dilskukan oleh lembaga yeng
mempunyal kewenangan uptui #a,

{3} Dalam ha!l lembaga sebagaimana dimaksud dalem ayat (2) beriendaskan agama, anak
yang dlasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang
bersangkutan,

(4] Dalam hal pengasuban anak dilakulan oleh lembaga yang tidak herlandaskan agamsa,
maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama vang dianut anak yang
bersangkulan.
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{3) Pangasuhan anak oleh lembags dapat dilekukan o dalam atau di hiar Panti Soslal

{&) Persesrangan vang ingln berpartisipasi dapat malalui lembaga-lembaga sebagaimana
dirnaksud datam ayat (3}, avat (4], dan ayat {5).

Pasal 38

(1} Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dafam Pasad 37, dileksanaken tanpa
membedakan sukd, agama, ras, gelongan, janis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status
hukur anak, urutan kelahlran anak, dan kendisi fisik dan/atas mental.

(2) Pengasuhaa ansk sehagalmana dimaksud dalam ayat {1}, diselenggarskan melahs
kegiatan himbingas, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan,
sarta dengan memberikan bantuan blaya dan/atsu fasilitas fain, untuk menizrin turnbuh

kembang anak secara oplimal, balk fistk, mentai, spiritéatl maupun scsial, tanpa
mempenganuhi agame yang dianat anak,

Bagian Kedua
Pengangkatan Anak
Pasal 38
J {1) Pengangkatan analk hanva dapat difakukan untuk kepentingan yang terbai bagf ansk dan
diiakukan berdagarkan adat ketisssan setgmpat dan ketentvan peraturan perundang-
undsngan yang beraks.

‘-’l {2} Pepgangkatan anzk sebagatmana dimaksud dalam ayat (1), Udak memutuskan hubungan
darah antara anak yang diavrgkat dan orang tua kandungnya,
J

{31 Calon orang tuz angkat harus seagama dengan agama yang disnut ofel calon anak
; angkat,

{4) Pengangkatan anak eleh warga negaca asing hanya dapat ditakukan sebagai upaya
terakhir,

{5] Daiam hal asal veul anzk tidak diketabul, maka agama gnak disesuatkan dengan agama

msayoritas pendyduk setempsat,
Pasal 40

(1} Orang tus anpkat walib memberitabiukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya
gan orang tua kandungnya,

(2) Pernberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dafam ayat
{1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anal yang bersangkutan,

Pasal 41

{1) Pererintah dan masyarakat melakukan bimblngan dan pengawasan terhadag prisksanaan
peagangkatan anak.

{2; Ketentuan mengenal bimbingan dan pengawasan sebagakyiana dimaksud dalam ayat {1)
diatur denpan Peratursn Pernerintah,

BAB Ix
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PENYELENGOARAAN PERLINGUNGAN
Bagian Kesatu
Agama
Pasal 42
{1) Satiap anak mendapat serlindungan uniuk berbadah menurst agamanya.

{2) Sebelum anak dapat mensntukan pitthanny?, agama vang dipelek anak mengikuti agama
orang tuanya.

Pasai 43

{1} Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang ua, wali, dan iembaga sosial meiamin
parindungan anak dalam memeluk agemanya.

{2) Parlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksad datam ayat {1}
mielipuil pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajarsn agama bagl snak,
Bagian Keduz
Kesehatan
Pasal 44
{1} Perperintah wajib menyediakan fasiiitas dan menyeleng-garakan upaya kesehatan vang
komprehonstf bagl anak, agar sctiap anak mempersleh deraiat kesshatar yeng optimal saiak

dalam kandungan.

{2} Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif
sebagaimana dimalksud dalam avat (1) didukung oleh peran serte masvarakat.

{3} upaya kesehatan vang komprehensll sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) seliput]
upaya promotif, preventi, kuratif, dan rehabilitatif, balk untuk p2iayanan kesehatan dasar
TRERUUE EUjiiean.

{4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam avat (1)
diselenggarakan secara cuma-cumis bagi kehiarga yang tidak mampu.

(%53 Pelaksanaan ketentuan sebagaimans dimaksud dalam ayat {1}, aval (23, ayat (33, dan
ayat {4) disesuakan dengan ketentusn peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Pasal 48

(1} Orang tua dan kejuargs bertanggung Jawab mendaga kesehatz;n anak dan merawat angk
sejek daiam Kandungan.

(21 Dajam hsl orang tua dan keluarga yang tidak mampo melaksanakan tanggung jawab
sehagabmana dimaksud dalam ayat (13, maka pemerintah wafil memenuhinys.

{3) Kewajiban sebagaimans dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesust
dengyan ketertuan peraturan perundang-undangan yang barlakis.

Pasal 48
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Negara, permerintah, keluarga, dan orang tua waflb mengusahakan agar anak yang lahir
terhindar dart senyakit vang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbuikan
kecacatan.

Pasal 47

{1) Negara, pemarintah, keludrgs, dan orang bus waild melindungi ansk dari upaya
fransplantas! organ tububnya untuk pibak iain.

{21 Hegars, pemerintsh, kehuarga, dan oramng tua walik melindungi anak dan perbuatan ;

a. pengamblian ergan tubuh ansk danfatau jaringan tubub anak tanpa memperhatikan
kesehatan anak;

b. jual bell organ dan/atau jaringan tubub anak; dan
¢. penalittan kesahatan vang menggunakan anak sebagai oblek penelitian tanpa seizin orang
tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.
Bagian Ketiga
Pendidikan
pasal 48

Permerintah waib menvelengoarakan peadidikan dasar mirdmal 8 {sambilan} tahun untok
semiua anak. .

Pasal 48

Negara, permnerintah, keluarga, dan orang tua walib memberikan kesempaten yang seluas-
iuasnye kepada anak gntuk reemperoien pendidikan,

Pasai 50
Pendidikan sebagaimana glimaksul dalams Pasal 48 diorahkan pada

2. peagembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampusn mental dan
fisik sampal mencapai potensi mereka yang optimad;

. pengembangan penghormatan atas hek asasi manusia den kehebasan asasy
c. penrembangan rasz Bormat terhadsp orang tua, identitas bhudaya, bahasa dan pilal-nilginga
sendli, nilzi-nilal nasienal di mana anak bertempat tinggal, dad mana anak berasal, dan
peradaban-peradaban yang berbeda-beda dan peradaban sendiri;
g, persiapan anak untuk Rebldupan yang bertangoung fJawab; dan
g, pergambangan rase hormat dan cinta terhadap finghkunigan hidup.
Pasal 51

Anak yang menyandang cacat Bslk dap/atau mental diberikan kesemipatan yang sama dan
aksesibiitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar bBlasa.

Pasat 52

Arak yang memiiiki keunggulan diberikan kesempatan dan aksagibilitas untuk mempensieh
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pendidikan khusus.
Pagsal 53
{1} Pemerintah bertangoung jawab untuk memberikan Maya pendidikan dan/atau hantuan
cuma-cuma atau pelayanan khusus bagl anak dat keluasrga kursng mampe, anak beriantar,
dan anak yang bertempat tinggal 4i daerah terpenci,

{2} Pertanggungjmeaban pemerintah sebagaimana dimaksud datam syat (1) termasuk pula
mendarong masyarakat untuk berperan akiif,

Pasxl 54
Anak d| dalam dan @i ingkungan sekelah wajils dilindung! dari Brdakan kekerasan yvang

diizkukan oleh guru, pengelola sekolah atay teman-temannya di dalam sekolzh vang
bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainaya,

Bagian Keempat
Sosial
Pasal 55

{1} Pemerintah walib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak kertantar, baik
dalarn lembaga mauwpun ¢ luar lembaga.

{2) Penyelenggaraan pamalibaraan sebagdimana dienaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan
" oleh fembaga masyarakat.

{3} Untuk menyelenggarakan pemetiharaan dan perawatan anak tersntar, lembags
permarintah dan lembaga masyarakat, sehagaiivaea dimaksud datse ayat {2), dapat
raengidakan kesja sama dengan berbagai pihak yang terkait.

{4} Dalam hai penvelenggarsan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam
avat {33, pengaveasannya Jdilakukan oleh Menteri Sosial,

Pasal 86

{1) Pamerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajfib mengupayakan
dan membanty Anak, agar anak dapat :

a. bempartisipasi;
b. bebas menyatakan pendapat dan barplkir sesuai dengan B3t nurani dan agamanya;

o, bebas menerima inforwasi Hisan atau tertulis sesusi desgan tehapan usia dan
perkembangan anak;

d. ebas berserikat dan berkumpul;
¢. bebas beristlrahat, berraln, bereiaeas), berkreasi, dan berkarya sen! budava; dan
f. memperpleh sarana bermain vang memenuil syarat kesehatan dan keselamatan,
{2) Upaya sebagalmana dimaksud dalams ayat {1} dikembangkan dan disesuaikan dengan

usia, Hngkat kemampuan anak, dan #ngkungannya agar tidak mengharrbat dan mengganggu
perkembangan anak.
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pasatsz o
Bralam hal anak terlantar Karena suaky sebab orang tuznya melsiasikan kewaibannys, maka
ternbags sebagatmany dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, stau pejabat yang bvwenang
capat mengajukan permoehonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagal gnak
teriontar,
Pagal 58

{1} Penetapan pengadlian sehagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan
temnpat penampungsn, pemeBharaan, dan perawatan anak iodantar vang bersangketan,

{2) Femerntah stau lembaga yang dibert wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimany
dirreakeud datam ayat {1).
Bagian Kelima
Perlindungan Khusus
Pasal B9
Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewaiiban dan bertangguny jaweb untuk
memberlkan perfindungan khusus kepada anak dalam sBuast darurat, anak vang berhadapan
dengan hukurn, anak dar kefompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploltasi secara
ekonomi dan/atay seksusl; anak yang diperdagangkas, anak yang menfadi korban
pervalahgimaan narkotika, atkehol, psikotropika, dan zat adikiif lalnnys {napza)l, anak korban '
pencudikan, peniualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik Bsik dreiyfatan mental, ;
anak yang menyandang cacat, dan amak korban perfakuan salah dan penelentaran,
Pasal 60 i
Anak dalam situas! darurat sebagaimana dimaksud dalars Pasal 59 terdin atas |
a. anak yang mesiadl pengungsi;
. anak korban keruschan;
<. anak kerban bencana alam; dan
d. anak dalam situasi kenflik bersenjata.
Pagai 61

Periindungan khusus bagl anak yang mendad] pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
£0 huruf 3 diiaksanakan sesual dengan Ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62
Periindungan khusus bagl anak korban kenssohan, korban bencana, dan anak dafern situast
konfitk berseniata sebagalmana dimaksud dolam Pasal 60 huruf b, kurul ¢, dan huruf d,
ditakccanakan melaiul :

a. pamenuhan kebutehan dasar yang terdinl atas pangsn, sandang, perukiman, pendidikag,
kesehatan, belalar dan berekreast, jaminan keamanan, dan persamaan perfakuan; dan

b. pemenuhan kebutuhan khasus bagl anak yang menyamgdang vacat dan anak yang
mengalaml ganagguan psikososhal,
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Fasal 63

Setiap orang Jdiaranyg merskret atau memperalat anak antuk kepentingan militer dan/atay
falnnya dan mermbiarkan anik tanpa perkindungan fiva,

Pasal 64
{13 Perlindungan khusug bagl anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud
datam Pasal 39 meliputt anak yang berkonflik dengan hukum dan anak kerban tindak pidana,
merupakan kewallban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

{2) Perlindungan khwsus bagl anak yanyg berhadapan dengan higkam sebagalmana dimaksud
dalam ayat (1) dilaksanakan melaiul ;

a. perlakean atas anak secara manusiowl sesuai dengan martabal daty hak-hak anak;
b. penyadizan petugas pendamping Khugsus anak seiak ding
£, penyegizan sarana dan prasarand khusus;
d. penjatuhan sankst vang tepat untuk kegentingan yaeg terbaik bagl angk;

e. pemantausn dan pencatatan terus menerus terhadap parkembangan snak yany
berhadapan depgan hukum;

. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan

¢. periindungan dart pemberitaan identitas meialul media massa dan untuk menghindari
labelisasi,

{33 Parindungan khwsus bagi anak vang menjadi koeban {indak pldana sebagsimana dimaksud
dajarn ayat (1) didaksanakan metalui

#. upaya rehabilicast, balk delam lembaga maupun i lwar iembaga;

I. upaya perlindungan dari peimberitaan identitas mefalul media masss dan untuic menghindan
iabelisasi;

¢, pemberian Jaminan icesslamatan baol saksi korban dan saksi zhl, balk Bslkc, mentai,
fraupun sosial; den

d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan nformasi mengenal perkembangarn perkara.
Pasal 65
{1} Perlindungan khusus bagi ansk darl kelompok minoritas dan tersolast sebagaimana
dimaksud datam Pasal 59 dilakukan mielalui penyediaan pragarana dan sarana watuk dapat
menkmiat! budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan
menggunakan bahasanys sendivi,

{2} Setlap prang dilarang menghalang-halang! anak sebagaimana dimaksed dalam ayat (1)
untuk menikemat! budayanya sendiri, mengakai dan melaksanakan ajaran agamanya, dan
menggunakan bahasanya sendlri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan
budaya.

Pasal 66

{1} Perindungan khusus bagl anak vang disksploitas! secara ekonomi danjatau seksual
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sebagalmarna dimsaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab
premerintah dan masyarakat.

{2) Perlindungan khusus bag) anak yang diekspiloitasi sebagaimana dimaksud dalam avat {1)
ddakukan metali

a. penyebariiasan dan/atau soslalisast ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan perlindungan ansk vang diskspioitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

k. pemantavan, gelaperas, dan pemberian sanksi; dan
¢. pelibatan berbagal instansi pemerintah, peruszhaasn, serikat pekeria, lembaga swadaya
masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan glksploitasi terhadap anak secara ekonorsd
danjatay seksual,

(33 Setiop orang dlarang menanpatikan, membfarkan, meiakukan, menyuruh melakukan,
atau uruk serta metakukan eksploltasi terhadsp anak sebacaimana dmaksod datam avat (3.

Pasal 67
{3} Perlindungan kKhasus bagh anak yang menjadi korbas penvalahgunsan narkolika, alkobsl,
paikotroplka, dan et adiktlf lainnya (napea) sebagalmansd dimaksizl dalam Pasal 58, dan
terlibat dalam produkst dan distribusinya, diiskukan melatu} upaya pengaswasan, pencegehan,
perawatan, dan rehabiiitast oleh pomerintah dan masvarakad.

{2) Setiap orang dllarang dengar rengaia menampatkan, membiatkar, melibatkan, meayuruh
meibatkan anak dalam penyalaligunsan, produks! dan distribust nagza sebagsimana
dimaksad datam ayal (1),

Pasal 68
{1} Perlindungan xhusus bagl angk korban pencelikar, penjuaian, dan perdagangan anak
sebagaimana dimaksud dalam Pesal b9 dilekukan meizlil upaya pengawasan, pertindungan,
pepzegahian, perawaran, dan rehabliitasi oleh pemerintah dan asyarakat.

{2} Seflap orang diiarang menempatkan, membiadian, reelakukan, menyurub melakukan,
atau turut serta melakukan pencuiikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud
datam z@yat (1)

Pasal 69

{1} Pedindungan khusus bag! anak korban kekerasan sgbagaimana dimaksud dalam Pasal 59
meHput! kekerasan fsik, psikis, dan seksual difekekan meistol upaya @

a. penyehariuasan dan sostalisast ketentuan peraturan perundang-andangan vang melndungi
anak korban tindak kekerasan; dan

h. pernardavan, pelaporan, dan pembertan sanks.

{2} Setiap omng ditarang menempatkan, membilarkan, medakukan, meayurub melalskan,
atawy furuy serta meiakukan kekerasan sebagalmana dimaksw dalam avat (3).

Pasal 70

{1} Perlindungan khusus Dhagi anak yang menyandang cacat sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 dllakukan melalu! upaya :

a, perlakuan anak secara manusiaw! sesusl dengan martabat dan hak anak;
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k. pemenuhan kebatuhan-kebutuhan khusus; dan

¢ mempersieh periakuan yang sama dengan anak fainnya untuk mencapasl integrasi sosial
sepenuh mungklin dan pengembangan individu.

{2} Setlap orang diisrang memperakekan anak dengan mengabakan pandangan mareka
secara diskriminatif, termasuk labellsasl dan penyetarnan dalam pendidikan bagi anak-anak
vang menyandang cacat.

Pasal 71
(1) Perlindungan khusus bagl anak korban periakean salah dan penelantaran sshagaimana
dimaksusd dalam Pasal 55 dilakuken melalul pengawasan, pancegshan, perawatan, dan
rehabfitast oleh pemerintab dan masyarakat,

{23 Setlap srang dilarang rnenempatikan, memblarkan, mefibatkan, menyuwruh melibatkan
anak dalam situas! periskuen selah, don perelantaran sebagaimana dmaksud dalam ayvak (1),
BAR X
PERAN MASYARAKAT
Fasal 72

{1) Masyarakat berhak mempersieh kesempatan seluag-luasnya untuk bemeran dalam
perfingiungan anak.

{2) Perar masyarakat sebagaimana dimeksud datam ayat £1) dilakuzkan oleh srang
perseorangan, lembaga periindungsn anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga
swadays masyasrakat, lembaga pendidikas, lembags keagamaan, badan ussha, dan madia
Magsa.

Perain masyarakat dilaksanakan sesusi dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaka,

BAB X1
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
Pasai 74

Dalam rangka meningkatian efektivitas penvelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-
undaig int dibentul Konds! Perlindungan Anak Indonesia yang bersifal independen,

Fasal 76

{1} Keanggotasn Koralsi Perlindungan Anak Tndonesla terdivi dari 1 {satu) orang ketua, 2
{dua} orang wakil ketua, 1 {$atu) orang sekretaris, dan 5 (Ima) orang anggota.

{2} Keanggotaan Komlst sebagaimana dimaksud dalam avat {1) terdir! dari unsur pemerintah,
rokah agama, toleoh masyarakat, organisas] sesial, organisast kemasy arakatan, srganisast
profest, lembaga swadays masyarakat, dunta ussha, dan kelompok masyarakat vang padull
tertiadap parindungan anak,

{3) Keangaotaan Komist sebagaimana dimaksud datam ayat {1) dan avat {2} diangkat dan
diberhenttkan ofeh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
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Repoblik Indonesla, untuk masa jabatan 3 {Hga) tahun, dan dapat diangkat kembail untuk 1
{satu) kall masa jabatan.

{4} Kerentuan iebib lanjut mengenal kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan
pemblayaan ditetapkan dengan Keputusan Pregiden.

Pasal 78
Komisi Perfindungan Anak Indonesis bertugas ;

3, melakukan soslalisas! seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yvang barkaitan
dengan periindungan anak, mengumpoaikan data dan informast, menerima pgengaduan
masvarakat, melakukan penslashan, pemantavan, evaluast, dan penpawasan terhadap

pettyslenggaraan perindungan anak;

b. memberlkan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Fresiden dalam rangka
pedindungan anak.

BAB X¥t
KETENTUAN PIDANA
Pasal 77
Setlap vrang yang dengan sengais melzkukan tingdakan ¢

a. tiskriminasl terhadae anak yvang mengakibatkan anak mangatami keruglan, baik materii
maugun meed sehingga menghambal fungst sosialova; atau

b, panelanizran terhadap ansk vang mengakibatkan anak mengalarai sakit atau penderitaan,
haik 8skk, mzntal, maupun sosial,

. dipidana dengan pidena penjara paling fama % (lima} tahun dan/atau dends paling banyak
Ro 100.000.000,00 (seratus juta nedah). B

Pasal 78

Letlap orany vang mengetahul dan sengaje memblarkan snak dalam situask darurat
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapae dengan hukum, anak dari
kelompok rdnoritas dan tedisolasi, anak vang tereksploitas secara ekonori dan/atau seksyal,
anak yvang diperdagangkan, anak yang menjadt korban penyalahgunasn narkotika, aikohol,
pslkotropika, dan zat adiktif ainnya (napzal, aaak korban pencalikan, anak kerban
perdagangan, atan anak korban kekerasan sebagaimana gimaksud dalam Pasal 59, padalal
anak tersebut memeriukan pertolongas dan harus dibanty, dioidsna dengen pldana penjara
paiing lama B {lima) tafun dan/atau dends paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus Juta
Fupiah}.

Pasal 79
Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yvang bertentangan dengan kekentuan
sebagaimana dimaksud datam Pasal 35 pyat (1), avat {2, dan avat (4), dipidana dengan
pldana paniara paling iama B (ma) tahun dan/atau denda paiing banyak Rp 100.0060.400,00
{saratus futa rupiah}.
Pasal 80

{1) Setiap orang yang maiakukan kekejarnan, kekerasan atau antaman kekerasan, atay
pengantayaan {erhadap anak, dipidana dengan pidana penjara pafing tama 3 (Hga) tshun 6
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{gnamj bulan dansatay denda pailng banyak Rp 72.000.000,00 (tujub pulub dua juta raplah).

{2) Palam hat anak sebagalmana dimaksud datao ayat (1} luka berat, maka pelaks dipldana
dengan pldans penfara paling fama § {ima) tahun dan/atau dents paling banyak #p
100,000 000,00 {seratus jida rupial),

(33 Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2} mati, maka pelaku dipidana N
dengar pldana panjara paling lams 10 (sepuiuh) Bhun danfatau denda paling banyak Rp
2036.000.000,00 (dua ratus juta rupiahl.

{4) Pidana ditambah sepertiga dar ketentuan sebagaimana dimaksed dalam ayat (13}, ayat
{2}, dan ayat 13) apablia vang melakukan penganiayasn tersebut orang feanva,

Pasal B

{1) Setlap oranyg yang dengan sengaja melakukan kekerasan atay ancaman kekerasan
memaksa anek melakukan persetububan dengannys ateu dengan crang lain, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (ima belas) tahun dan paling singkat 3 {iga) tehun dan danda
palng banyak Bp 300.000.000,00 (Hgs ratus juta ruplah) dan paBing sedikit Rp 60.000.000,00

{enam pulah juts rupiah}.

{2} Ketentuan pldana sebagaimana dirmaksud dalam ayat (1) berisku puia bagi setiap orang
yang dengan sengaia melakukan nu muslihat, serangkaian kebohengan, atav membujuk
anak melakukan perschuhuhan dengannyd atau dencan orang [ain,

Pasazl 82

Selap orang vang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekemsan, momaksa, ’
melakukan Hou mosiiiat, serangkalan kehohongan, atas eembuiuk anak untuk melakukan
atay memblarkan dliakitkan perbuatan cabut, dipidaca dengan pidana penjara paling tama 15
(lfraa belas} tahun dan paling singkat 3 {tiga) tahun dan dendz paling banyalk Kp
304G.000.000,00 (tga mtus juta rupiah) dfan paling sedikit Rp 6U.000.005,00 (enam puluh futa

ruplah}, "

Pasgal 83

Sattap erang vang memaerdagangisn, menival, atau menculik anak untuk divt sendiri atau

untuk dijusl, dipidana dengan pldana penjara paling lama 15 (ima belas) tahun dan paling

singkat 3 {liga) tahun dan denda paling banyask Rp 300.600.000 00 (tga ratus juta rupiah)
dan paling sedikit Rp 60.6060.000,06 {enam puluh juts ruplah).

Pasal 84

Setlap orang yang secara melawan hukum melakuian transplantast organ dan/atoy faringan
tubuh anak untule pihak lain dengan maksud untuk mengquntungkan dir! sendili ataw orang
lain, dipidana dengan pldana penjara paiing lama 10 (sepuiuh) tehi dan/atau denda paling
banvak Rp 200.000.000,00 {dus ratus juta rupiah},

Pasat 85

{1} Settap vrang yang melakukan jual bell organ tubuh dan/stat jaringss wbubl anak gipidana
dengan pidana penara paling lama 15 (Hma belas) tahun danfatau denda paling banyak Rp
300.000.000,060 {tlga ratus futa ruptah}.

{23 Sedap orang yang secara mealawan hukum melakukan pengambilan grgan tubuh dan/atay
jarlngan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, stau penelitian kesehataa vang
menggunakan anak sebagal pbiek penelitian tanpa selzin orang tua atau tidak meagutamakan
kepentingan yang terbaik bagi anak, dipikdana dengan pidena penjara paling lama 18 (sepuluh)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 260.000.000,00 (dus ratus juta ruplah).
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PERATURAN PEMERINTAH REPURBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2607
TENTANG
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang
bahwsa untuk melsksanzken kelentuan mengenai pengangkatan anak scbagatmana diate

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2082 tentang Perlindungan Ansk, perlu
wienetapkan Peraturan Pemerintah fentang Pelaksanaan Pengangkatan Anzk;

Mengingat :
L. Pasal 5 ayat (2) Undeng Undang Dasar Negars Republik Indoniesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Moemor 23 Tahus 2002 teniang Perlindungan Anak {Lembaran

Negara Republikc indonesia Tahun 2602 Nomor 109, Tambahan Lembaran Megars
Republik Indonesia Nomor 4233}

MEMUTUSKAN :

Menctapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN
ANAK.

BABI
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dajam Peraturan Pemeriniah ind yang dimaksed dengam

1, Anak angkat adalah ansk vang haknya dialitkan das lingkungan kekuasaan keluarga
orang tua, wall yang sah, alau orang lsin yang bertanggung jawab atas perswatan,
perddidikan, dan membesarkan anak terscbug, ke dalam linghungan keluargs orang s
angkatnya berdasarkan keputusan atay penetapan pengadilan,

2. Pengangkeian anak adalah suato perbuatan hukum vang mengalibkan seorang anak
dari lingkungan kekussaan orang tua, wall yang ssh, stau crang lein yang
beranggung iawab atas rawstan, pendidikan dan membesarkan anak terscbut, ke
dala fingkungan keluarga crang tus angkat.

3, Omng fua adaizh aysh danfalan ibu kandune, atai ayah dan/atau ihu G, stau ayah
danfatzu thuanglkat,

4. Orang tus snpkal adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan
membesarkan anak berdasarkan persturan perundang undangan danadat kebiasaan.

5. Lembaga pengasuhan ansk adalah lembags slau organisasi sosial atau yayasan yasg
berbadsn hulkasn yang menyelenpgarakan pengasuhan anak terlantar dan telah
mendapat izin dart Menter] untuk melaksanakan proses pengangkatan anak,

6. Muasyarakat adalah perssorangan, keluargs, kelompok dan crganisasi sosial danfatay
organisasi kemasyarakatan,

7. Pekena sosial adaleh pegawal negest sipil ataw omang vang ditunjuk oleh lembaga
pengasuban yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial dalam pengangkatan anak,

8. Instansi sosial adalah instansi yang tugasnya mencalup bidang sosis! baik di pusat
maupun di dacrah,

9. Menteri adalah menieri yang menyelonggarakan urusan pemerintahan di bideng

sosial.
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Pasal 2
Penpangkelan ansk berhguan wniuk kepentingen terbaik bagi anak dalam rangka
mewujudken kesejahtersan anek dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarksn
adat kebiasaan setempal dan ketentuan peraturznperundang.undangan.

Pasal 3
{1} Calon orang tuz angkat hares seagama dengan agama yang dianut oleh calon ansk
angkat,
{23 Dalam hal asal usel anak tidak diketahul, maka apama anak disesuaikan dengan
sgama mayoritas penduduk setempat.

Pasai 4
Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darahantars anak yang diangkat dengan
orang teg kandungnya

Pusal 5
Pengangkatan anak Warga Negara Indenesia oich Warga Nepara Asing hanys dapat
dilakukan sehagai upaya rerakhir,

Pasai &
(1} Omng tus angkat wajib remberitahokan kepada anak sngkatoys mengengi asab
usulnys dan orang tua kacdungnya. A%
() Pemboritahuan asabusul dan orang twa kandungnys scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditzkukandengan memperhatikan kestapan anak yang bersangkutan.

BAB I}
JENIS PENGANGKATAN ANAK
Pasal 7
Pengangkatan anak texdisi ates: Y
a.  penganpkatans anak antar Warga Negara indongsia; dan
b, pengangkatan anek antsrs Warga Negara Indonesia denpan Warga Negara Asing,

Bagian Pertarua
Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

Pasat 8
Penpangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebageimana dimaksud datam Pasal 7
huruf s, meliputi:
& pengangkatan anak berdasarkan adat kebiaseansetermpat; dan
b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundangundangan.

Passl @

(1} Penpangkatan ansk berdasarkan adst kebissasn setempat sebagaimans dimaksad
dalam Pasal 8 huruf a, yaitu peagangkatan anak yang dilgkukan dalam satu kemoaitas
yang mnyala-nyatz masih  melakuken adat dan  kebiasaan dalam  kehidupen
bermasyarakat.

{2} Pengangkutan anak berdgsarkan adat keldasaan setempat dapat dimohonkas
pensiapan pengadilan,

Pasal 10
(1) Pengangkatan anak berdasarkan persturan perundang-undangan  schagaimana
dimaksid dalam Pasal 8 huruf b mencakup penpangkatan ansk sevsrz fangsong dan
pengangkatan ansk melalul lembagn pengasuban anak,
{2) Pengangkatan anak berdasarkan peratwran perondangundangas  sehagaimana
dimaksud pada ayat {1} dilakukan melalod penclapan pengadilan,

R St




Bagian Kedua
Pengargkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia
Diengar Warga Neogara Asing

Pasal 11 -

{1} Pengangkaian anak adara Wargs Negem Indonesia dengan Warga Negara Asing

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurof b, meliputic -

5. pengangkatan anak Warga Negara Indonpesia oleh Warga Negara Asing; dan

b. pengangkatan snak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Nepara

Indonesia,

{2) Pesgangksian anak sebagainmna dimaksud pada ayai {13 dilakukans melalii putusan

pengadilan,

BAB Il -
SYARAT-SYARAT PENGANGRATAN ANAK :

Pasal 12 '
{1) Svarat anzk vang skan diangkat, meliputi; )
a. helum berusia 18 (delapan belas) tahun;
b, merapakan anak terlantar atan ditelantarkas; ‘
¢. berada dalam: asuhan keluarpa atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan :
d. memerhskan perlinchingas khusus, {
{2} Usia anak anghat sebagaimana dimaksud pada ayat (1} kurul 5 meliput:
& anak belum berusia ¢ {enam} 1ahun, merupakan prioritas sama,
b. anak berusiz 6 {enam} tahun szmpal dengan belum bemsia 12 {dua betas) tahur,
sepanjzng adn alasan mendessk: dan -
¢. anak berusia 12 (dus belas) fahun sampai dengan belum berusia 18 {delapan i
helas) tahun, sepaniang anak memerinkas periindungan khusus.

Pasal 13
Calon orang toz angkat harus memenuhi syarat-syarat:
3. schat jasmani dan rebani; e
o berumur paiing rendah 30 {Gza puluh) tehion dac paling tiagpi 55 (lima pulih lima)
1zhu;
boragama sama dengen agana cilon angk gkt
verkelakuan baik dan tidak pemah dihukum karera melskukan tindak kejahatan;
berstatus menikah paling singkat 5 {lima) tabun;
{idak merepakan pasangan scienis;
fidak gtau belun mempanyal anak atay hanys memilike sa orang anak;
datam keadaan mampu ckonoss dan sosial;
roemperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wakl anak;
membyat pernyataan tedulis nbwa pengangkatan angk adalah demi kepentingan
terbaik bagi anak, kesejahicraan dan perlindungan anak;
adanya laporan sosial dani pekeria sosial setempat;
telah mengasub calon anak angkat peling singkat & {enam) bulan, sejak izin
pengasuhan diberikan; dan
m. mempercieh izin Menterl dan/atau kepala instansi sosial,

e e Th 0 Rl

i <)

Pasal 14 T
Pengangkatan ansk Wargs Negara Indonesia oleh Warpas Nepara Asing sebagahmana
dimaksud daizem Pasal 11 syat (1) hurufa, harus mememshi syarst:
a. memperoleh {zin terulis dard pemerintah negam asal pemohon melalul kedotaan atay
perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia; :
b, mempercieh izin sechulis dari Menteri; dan
¢ melshui lembaga pengasshan anak,
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Bagian Keduz
Pengangkatan Anak Antars Warga Negara Indonesia
Dengan Warga Negara Asing

Pasal 11
{1) Pengangkatan anak aara Warga Negarm Indonesia deogan Warga Nepgars Asing
sehagaimany dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mefiputi:
a. pengangkatan anak Wergs Negara Indonssia oleh Wargs Negarz Asing; dan
b penpangkatan anak Warga Negama Asing di Indonesia oleh Warga Negara
Indenesia.
{(2) Peneangkatan ansk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuksn melaisi putusan
pengaditan

BABRI
SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN ANAK

Pasal {2
{1} Svarat anak yvang akan diangkat, meliputi:
8. behan berusia i8 (delapan belas) tahun;
b. meropakan anak terlantay atau ditelantackan;
¢ boruada dalam asuhan keluarga atau dalam Jembaga pengasuban anak; dan
d. memerlukan perfindungan kbusus,
(2} Usia apak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huref 3 melipat:
& anak belom berusia 6 {enam} tahun, menipakan pdoritas viama;
b znak berusia 6 {eham) tahon sampai dengan belum berusia 12 {@us belas) tahun,
sepanjang ada alasan mendesak; dan
¢. anak beresia 12 (dus belas) whun sampal deagan belum bensia 18 (delapan
belas) tahun, sepanjang anak memeriukan pertindungan khusus.,

Pasal 13
Calon orang tua angkat harus memenud syarat-syarat;
sehat jasmani dan rohanl;
teromur paling rendah 30 {tiga puluh) tahun dan paling tinggi 35 (lima pulub 1ima)
tahurny;
beragama sama dengan 2pama calon ansk angkat;
berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karers melakukan tindak keiahatar;
borstatus menikah pating singkat 5 (lima) tahun;
tidak merypakan pasangan sejenis;
tidak atan betum mempunyal anak atay hasya memiliki satu oreng ansk;
dalam keadaan mampu ekonomi dax sosial:
memperoleh persetujvan anak dan izin teriulis orang tua atay wall anak;
membuat pernyatsan tertulis buhwa pengangkatan ansk adalah demi kepentingan
terbaik bagi ansk, kesejahteraan dan peclindungan anak;
adanya lagoran sosial dard pekerja sosial setermpat;

telah mengasuh calon amak ungke! paling singkat § {enam) bulan, sejak izin
pengasuhay dibarikan; dan

memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosiad,

P

T @ T D P

o

B

Pasal 14
Penpangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Wargz Negaa Asing sebagaimana
dimaksud datans Pasal 11 ayat (1) huref 4, harus memenuhi syarat
a, mempereleh izin tertulis dart pemerintah negam asal mhon melalul kedutaan atan
perwakilan negara pemohon yang ada i Indonesis;
b. mempercleh izin fertulis dard Menterd; dan

o. melalul lembaga pengaschan anak,
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Pasal 13
Pengangkatan anak Wargs Negara Asing oleh Wargs Nepara Indonesia sebagaimana
dirmaksud dalam Pasal 11 ayat (1) buruf b, hanis memenohi syarat:
s memperoleh persetujuan tertulls dari pemerintali Republik Indanesia; dan
b, merspersieh persetuivan tertulis dari pemerinish negara asal angk.

Pasal 15
{1) Pengangkatan anak olch orang tu2 tunggal hanya dapat dilskukan oleh Wargs Nepara
Indornesia setelah mendapat izin dart Menteri,
{2) Pemberian izin sebapaimana dimaksud pada ayat (1) depat didelepasiken kepada
kepala instansi sosial di pravinsi.

Pasal 17
Sehain memenvhi persyaratan sebagaimana dimaksud delam Pasal 13, calon orang tua
anghkat Warga Negara Asing juga harus memennhi syarat:
a. telah berfempat tinggal di indonesta secara sah selama 2 (dua) tahun;
b, mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negats pemohon; dan
¢ membuat pernyatasn tertulis meleporkan perkembangan anak kepada untuk
Departemen Luar Neged Republik Indonesiy melahl Perwakilan Republik Indonesia
sotempet.

Pasal 18

Eetentuan lebih laniot mengenal persyaratan pengangkalan anak sebagaimana direaksud
dalam Pasal 12, Pasal {3, Pasal 14, Pasal 13, Pasal 16, dan Pasal 17 diater dengan
Peraturan Menteri,

BABLIV
TATA CARA FENGANGKATAN ANAK

Bagian Periama
Pengangkaten Anak Antar Wasga Negars Indonesis

Pasal 19
Pengangkalan ansk secars adat kebiasaan ditakukan sesaai dengan tata cara yang berlaku
di dalamn masvarakat yang bersangkutan,

Pasal 20

{1) Permohonan pengangkatan anpk yang telah memenudd persyaraten diajuken ke
pengadilan untulc mendapatkan penetapan pengadilan.
(XY Pengadilan menvampaikan salinan penetapanpengangkatan anak ke instansi tedeait.

Pagai 21
{3} Seseorang dapat menganghkal ansk paling banyak 2 {dua} kali dengan jarak wakta
paling singkat 2 {dua) tahua.
{43 Dalam hal calon anak angkat adaleh kembar, pengangkatan anak dapst dilskukan
sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon crang fus aagkat.

Bagian Kedus
Pengangkatan Anak Antars Warga Negam Indenesia
Prengan Warpa Negara Asing

Pasal 22
{1) Permohonan pengangkatan anzk Wargs Negara Tndonesia oleh Wargas Negara Asing
yang telah memenuhi persyaratan disjukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan
pengadilan,
(2} Pengadilan menyampaikan salinan putusan penganpkatan anak ke instansi teckait,
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Pasal 23

Permohonan pengangkaian anak Warga Negara Asing di Indonesiz oleh Warga Negam
Indanesia beraky mutatls mntandis ketentuan Pasal 22,

Pasal 24
Penpangkatan anak Warga Negars Indopesia yang dilahidean dif wilayah Indonesia
maupun di luar wilayzh Indonesia oleh Warga Negara Asing vang berada di iuar neged
harus dilaksanzkan di indonesia dan memenubi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12,

Pasal 25
(1) Dalam proses perizinan pengangkatan anak, Mesaterd dibantu oleh Tim Pertimbangan
Perizinan Penganghkatan Anak.
(2 Ketennmn kehih janjut mengenal Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatsn Anak
scbagairnana dimaksid pada ayat {1) diater dengan Peraturar Menter3,

BAB Y
BIMBINGAN DALAM PELAKSANAAK PENGANGEKATAN ANAK

Pasal 26
Bimbingan terhadap pelaksansse pengangkstan ansk dilskukan oleh Pemerinizh dan
masyeakat melalui kegiatan:
a. pernyuiuhan;
b, korsoltast;
- ¢, kenseling
d. pendsmpingas; dan
&. peiatihan,

Pasal 27
{1} Pesyuloban scbagaimana dimakyud dabun Pasel 26 weuf 2 dimaksudkan agar
masysarakatl meandapatkan informast dan memahami testang persyaratan, prosedur dan
tats cara peloksanaan penganghatananak,
{2) Penyuluhan sebagaimane dimaksud pada syat (1) bertujuan ustuk:
3. meningkatkan pemahaman lentang pengangkatananak;
b. menyadari akibat dari pengangkatan anak; dan
¢ terlaksananys pengangkatan anek sesual dengan peraturan perundang-undangan,

Pasal 28
(1) Konsultes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huref b, dimaksudkan untuk
membinmbing dan mempersiapkan orang ia kandung dan calon orang tua angkat atay
pibak leinnya agar mempunysi kesiapan dalarn pelaksanasa pengangkatan anak.
{2) Kemsultasi sebagaimana dimaicsnd pada ayat €1) bertuivan ontuke
& memberikan informasi tentang pesgangkatananak; dan
b, memberikan motivasi untuk mengangkat anak,

Pasui 29
(1} Konseling sebagatmana dimaksud dalam Pasal 26 hul ¢, dimoksudkan uniuk
membantn mengatasi masalah dalam pengangkatan anak,
{2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beriujean untuk:
& membanty memalami peonasalaban pengangkatan anak; dan
b, memberikan sltemaif pemecahan masalah pengenghaten anek,

Pasal 30
{1} Pendarnpingan sehagaimena dimaksud dalam Pesal 28 hurof 4 dimaksudkan untuk
membanta kelancacan pelaksanaan pengangkatan anak.

(2} Pendampingan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. meneliti dan menganalisis permohonan pengangkatan anak; dan
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b, memaptay perkembangan anak dalam pengasuhan orang tua angkat.

Pasal 31
(4} Pelstihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf ¢ dimaksudkan agar petuges
memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak. e
{23 Pelatihan sebagatmana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. meningkatian pengetahuan mengenal pengangiatan goak; dan
b, meaingkatkan keterampilan dalam pengangketananak.

BAB v
PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Pasal 32

Pengawasan dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangen afsu pelanggaran datam
pengangkatananak.

, Pasal 33

Penprwasan dilaksanakan ustuk:

3. menoepah pengangkatan anak vang tidak sesual dengan ketentuan peraturan
perundangairdangan;

b. sengurang kasus-kasus peayimpangan atau peienggaran pengangkatan anak; dan

o, memaniau peisksanaan peagangkatan asak,

Pasal 34
Pengawasan dilaksanaien terhadap:
3. cranpperdxTipe $ 0 aleEgL, T BN A 0 NSSERES. 00O W 2000090909090
b, lembaga pengasuhan;
¢. nimsh salit bersaling 5 S
d. praktek-prakiek kebidanan; dan
2. panti sosial pengasuhan anak,
Pasal 35
Pengawasan terhadep pelaksanass pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan e
magyarakat, S
Pasal 36
Pengawasan oleh Pemcrintsh scbagaimana dimeksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh
Departernen Sosial,
Pasal 37
Pengawasan oich masyarakal sehagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilekukan antam
fain oleh:
B, OFAMg persecrangan;
b. kelvarpa;
2. kelompok;
d. lembaga pengaschan anek; dan
¢. lembaga perlindungananak.
Pasal 38

{1) Dalam hal teriadh atau diduga terjadi penyimpengan atau pelenggaran terhadap
pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakuken pengaduan kepada o
aparat penggak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi sosial \
setenpat ahau Meniend,

(2) Pengaduan disjukan Secara tertuiis diseriai dengan identitas dird pengady dan data
awal tentang adanya dugean penyimpangan atau pelanggatan,
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BaB Vi
PELAPORAN

Pasal 39
Pekeeis sosial menyampaikan laporan ssial menpenat kelayakan orang tua angkat dan

perkembangan anak dalam pengasuban keluarga orang tua angkat kepada Meateri atau
kepda instansi sosial setempat.

Pasal 40
Drafarn hal pengangkatan anak Warpa Negars Indonesia oleh Warga Negara Asing, orang
tua angkat harus melaporkan perkembangan anak kepada Departemnen Luar Neperi
Repubik Indonesia melaiyi Perwakilan Repoblik Indonesiz selempat paling singkat
sekali dalam 1 {satu) tahun, sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun,

Pasal 41
Semmua administrasi yang berkallan denpan pengangkatan ansk berda di departeren
yanp, bertanggung jawab di bidang sosial.

Pasal 42

Ketentuan Jebth lanjut mengenai pelaksanaan bimbingan, pengawsasan, dan pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 32, dan Pasal 39 distur dengan Peratursn
Menteri.

BAR VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43
Padz saat berlalamys Perawran Pemerindah ini, semua peratwan perundesg-undangon
yang berkaltan dengan pelaksanazn pengangkatan aoak fetap berlaku sepanjang tidek
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah iad,

BABIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaka pada tangaal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pevaturan Pemerintah
ini dengan penempatannys dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,

Dietaplkan di Jakarte
pada tanpgal 3 Oktober 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
fid.
DR. H. SUSILG BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tangeal 3 Oktober 2607

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INIYONESIA,

e

ANDIMATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2607 NﬁMdR 123
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PENJELABAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IRDONESIA
POMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG
PELAKSANAAN PENGAMNGKATAN ANAK

UMUM

Anak merupakan bagian dari generasi muds, penenus cita-cita perjuangan bangsa dan
sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Ustuk mewnjudkan sumber daya
marusia Indonesia yang berkuslitas diperlukan pembinzan sejak dini vang
berfangsung secara terus menerus demn kelangsungan hidop, pertumbuhan dan
perkembangan fisik, mental den sosial anak,

Kondisi ekonomi nastonal yang kumang mendukung sengat mempengarohi kondisi
perekonomian keluargs dan berdampak pada tingkat keseiahlersan anak Indonesia
Kenyataan yang kita jumpai sehari-hard di dalam masyarakat inasib banyak dijumpsi
angk-anak yang hidup dalam kondist yang (idak mengunfungkan, dimana banyak
diternni anak jalanan, ansk terlantar, yatim piatu dan anak penyandang cacat dengan
berbagai permasalahan mereka yang kompleks vang memerleken penanganan,
pembinazn dan perdindungan, baik dart pihak Pemerintal maupun masyarakat,
Komitmen Pemeriniah untuk memberikan pedindungan terhadap anak telah ditindak
laninti dengan disabkansys Undang.Undang Nomor 23 Tehun 2002 teatang
Perlindungan Anak. Undang Undang inl mengafer tentang berbgal upaya yang
dilakukan dalam rangks peslindongan, pemenubasn hak-hak dan peningkalan
kesejahieraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimeksud
yaitu dengen memben Kesempatan bagi orang m8 yang mampu untuk melaksanakan
pengangkatan anak. Tujuan pengangkefan ansk hanya dapat dilakukan bagi
kepentingan terbaik anak dan hares berdasarkan pada peraturan perundang-ondangan
yang beslakudan/atan berdasarkan pads adat kebissaan setempat.

Mengingat banyaknyz ponyimpangan yang terfadi dalem masyarakal atas peiaksanaan
pengangkalan anak, yaitu pengangkatan snak dilakukan tanps melaloi prosedur yane
benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terfad! jual bell organ tubuh
anak.

Untik iy, perfuz pengaturan tentang pelaksanaan penganghkatan anak, batk yang
dilalukan oleh Pemerintalt maupun oleh mesyarakat, yang ditangkan dalam bentuk
Peraturan Pemerintah,

Peraturan Pemerintah ind dapat dijadikan pedomen dalam pelaksanasn pengangkatan
anzk yang mencakep kelentuan umam, fenis peoganpgkatan anak, syarabsyarat
pengangkatan anak, lala ¢ara pengangkaetan ansk, bimbingan dalam pelaicsenasn
pengangkatananak, pengawasan pelaksanann pengangkatan anak dan pelaporan,
Dengan berlakunya Pecsturan Pemerintah ini juga dimaksudken agar pengangkatan
anak dileksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga
depat mencegeh terjadinys penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan
meninpkatkan kesejahtersan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi
anak,

. PASAL DEMI PASAL

Pasal i

Cukup izias.

Pagall

Cukup jeles.

Pasal

Ayat (1)

Cukup jelas,

Ayat (2}

Yang dimaksud dengan "setemmpat” adalah setingkat desa atau kelughan.
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FPasald

Cukup jelas,

Pasat 5

Cukup jetas,

Pasal 6

Calcup jelas,

Pasal7?

Cukuy jetas,

Pasal §

Cukup jelas,

Pasald

Cnlcnp jefas.

Pasal 10

Ayat(1)

Yang dimaksod dengan “pengangkatan ansk secara langsung” adalzh pengangkatan
angk yang dilakukan olek ealon omang iz angkat terhadap alon anak angkat yang
berada langsuog dalam pengasuban orang tus kandung,

Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak melalui lembage pengasuban anak™
adalah pengangkatan snak yung dilakukan oleh calos orang tua angkat terbadap calon
anzk angkat yang berada dalam lembaga pengasuban ansk vang ditenjuk oleh
Menteri.

Ayat{d)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas,

Pazal 12

Ayatil}

Cukup jelss.

Avat (2)

Hurafa

Cukup jelas.

Huruf'b

Yang dimaksud dengan sepanjang ada alasan mendesak™ seperti anak korban
bencana, anak peagungsian dan sebagainya Hal ini dilakukan demi kepentingan
terhaik buagi anak.

Huruf'e

Yang dimaksud dengan anak memerlukan perlindungan khusns™ adalah anak dalam
sttuasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, angk dan kelompek minoritas
dan terisolasi; enak fereksploitast secara ekonomi danfaisu seksual, ansk yang
diperdagangkan; angk yang menjadi korban penyalahponasn sarkotike, alkehol,
psikofropika, dan zat adikif lainmya (napza); ansk korban penculikan, penjvalan dan
perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik danfatan mental; mnak yang
menyandang cacat; dan anak korban perfakuan salak dan penclantaran,

Pazat 13

Culeup jelas,

Pasatl 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jclas.

Passi 16

Ayat(1})

Yeng dimaksud dengan “oreng tua twnggal” adalzh seseorang yang berstatus tidak
menikab atau janda/duda.

Avat(d)

Cukup felas.

Pasal 17

Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Cukup jelas.
Ayat (1)

Ayat ti)
- e vwameees G vAILRQILIALL ARUNE TREIAINL Panitera
Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

\iemmass gy Laupancinel  LUAT  NEger, LDepartemen
Keschatan, Departemen Dalam Negeri, Kejakszan Agung dan Kepolisian Republik

- s

Pasal 22

Cukup jelas.

Ayat (2}

Lihat penjelasan Pasal 20 ayat (2).

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak” yaitu tim
yang dibentuk oleh Menteri, yaug bertugas memberikan pertimbangan dalam
memperoleh izin pengangkatan anak dan beranggotakan perwakilan dari instarsi
yang terkait

Ayat(2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Hunuf'a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Hurufc

Yang dimaksud dengan “konseling” adalah kegiatan yang dilakukan setelah tahap

konsultasi dalam hal terjadinya permasalahan pengangkatan anak.
Hurufd

Cukup jelas.
Huruf'e
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas,
Pasal 2§
Cukup jelas,
Pasal 29
Cukup jelas,
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas,
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
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Cakup jelas,

Pasul 34

Cukup jelas,

Pasatls

Cukup jelas.

Paszl 36

Cukup jelas,

Pasnl 37

Cukup jelas,

Pasal 38

Ayatily

Komist Perlindungan Anak Indonesia adalah suatu badan yang ditentuk berdasarkan

Uzzziaz;g»iizzéaﬁg Nomor 23 Tahun 2002 watang Perlindungan Ansk yang bertupas:
. Melakuken sosialisasi seluruh ketentuan perafuran perundang-undangan yang
berkaltan dengan perlindungan anak, mengumpulkan date dan  informasi,
mencrima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantavan, evaluasi,
dan pengawasan terhadap penyelengparaan perlindungan anak.

2. Memberikan laporan, sasaran, masukan, dan pertimbangan kepads Presiden
dalam rangka perlindungan anak.

Avar{d)

Cokugp jelas,

Pasal 39

Cukup jedas.

Pasal 4l

Cukup jelas,

Pasal 4]

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup lelas, .

Pasal 44

Cukugp ielas,

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4758
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 [SALINA

PENETAPAN
No.129/P3UR/L006/PN. Ber

DEMI KEADULAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perkara
Perdata lelah menjatuhkan Putusan/Penetapan sebagai berikut dafam perkara

permehonan alas nama |

ACEP SOQEJOLDIEKALLA dan YANI MULYANI

Bertempat tinggal di Sindangsart RU/Rw 0037010 Kel Kebon Kelapa i{éc.Boger
Tengah Kota Bogoer; !

Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOON

Pengadiian Negeri tersebut;

Setelah menibaca berkes permohonan tersebut;

Setelzh mendengar keferangan pemohon dan saksi-saksi;
Setelah memeriksa sorat-surat bukti ;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon tertanpral 26 Destmber 2008
yang didafarkan di Kepaniteraan Pengadilan Neger! Bogor pada tanggal 26
Desember 2006 divawsh Register No 129/PA/P2006/PN.Bgr Para Pemchon

mengagekan permolionan sebapai borikat

1. Bahwa Pard pemohon adaiah suami isteri yang menikah secara sah di

o Serang pada tamggal 2 Agustus 2000 (bokti Kutipan Akta Nikah
Na. 4057052000 tertanggal 2 Agustus 2000%,

2. Bahwa darl pernikaban tersebut bingga kini belum dikaruniai seorang
anak;}&mi

3. Bahwa Para Pemohon telal menerima penycrahan seorang anak laki-laki
vang bernama GALANG OCTA RIZKIE MULIA ishir di Bogor pada
tanggal 8 Oktober 2006 berdasarkan Akta Kelahiran No.6989/2006 dari
Catatan Siptl Kota Bogor dart seorang Tou bernama HANIDAH,

4. Dehwa sanek tersebut sckarang berads di tangan Para Pemohon
berdasarkan Surat Pernyataan yaag dibuat oleh kedua belah pihak;

8.  Bahwa DPars ?’ez’éahon akan selalu mendidik, membesarkan dan
‘memberikan kasih sayanp, sehingga diharapkan anak tersebut nantinya
akan berguna bagi divinya sendiri, keloargs Nusa bangsa;
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Bahwg Parz Pemchon merpsa mampu uniuk mengasub anak tersebut
hingza dowass;

Bahwa domi kepentingan hukum Para Pemohon ingin ditetapkan scbagai
orang tua angkat dari anak terschut;

Behwa untuk maksud tersebul dipertukan susty  Penctapan  dard

Pengadiian Negeri scicmpat, datam hal ini Pengadilan Negeri Bogor,

Schubungan dengan hal tersebut para pemohon mohon dengan hormat kepada

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bogor sudilah kiranya berkenan memeriksa

permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penelapan sebagai berikut

i,
2.

4,

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menyatakan sali penganpkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemchon
ACEP BSOBJOEDIEKALLA dan NYANI MULYANRE erhadap
seorang  anak lakidzki yanp bemnames GALANG QCTA RIZKIE
MULIA fabir di Bogor pada tanggal 8 Oktober 2006 bardasarkan Kutipsn
Akta Kelahiran No 698972006 vang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil
Koia Bogor tertangga! 21 Desember 2006 | dari seorang Thu bernama
HANIDAMN,

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor untuk
mengirimkan salinan resmi Penctapan ini kepada Kantor Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Bogor agar dicatat dalam register yang
diperuniukkan uniuk i,

Membebankan birya permohonan ini kepada Pemohon,

i
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para pemohon datang

monghadap  sendisi dan setelah  permohonan para pemwohon  dibacskan

dipersidangan pera pemohon menyatzkan telap pada permohonannys;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonananys para pemohon

_ dipersidangan mengajukan bukti-bukti berupa surat yaitu

1,

Fotokopi  Kartt  Tanda  Penduduk  stax  nama  ACEP
SOEJOEDEKALLA tertanggal 23 September 2005 (hukti P.1);
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaz M.YANI sULYANI
tertanggal 22 Juni 2004 (hukti P.2);

Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 20 Nopember 2006 dari Suhayat =

dan Hamdah (bukti P.3};
Fotokopt Kutipan Akta Nikah para pemohon No.405/05/ V2000
tanggal 2 Agustus 2000 {bukti P.4), ‘ (i

Tinjauan Yuridis..., Anastasia Yoria Kastanya, FH Ul, 2009



Foickopi Kutipan Akia Kelahiran atas mama GALANG OCTVA RIZKIE
MULIA (bukii P.5);

Fotokopi Kariu Keluarga atas nama Para Pemohon {buk(i P.0O);

Fotokopi Surat Keferangan Penphasiian atas nama MYANI MULYANI
terianggal Desember 2006{ bukti .7,

Bahwa sorat-surat  bukti terscbut tefah disesuaikan dengan aslinya dan toiah

dibubuhi bea materal sceukupnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon mengajukan 2 {dua} orang

saksi yang masing-masing didengar keterangannya dengan berjanji, bernama

THOMAS SAUDALE
Keterangannya pada pokoknya s¢bagai berikut :

-

babhwa saksi masth ada hubungan keluarga dengan pemohon sebagai
kakak ipar;

bahwa para pemohon semenjak mentkak hingga kini belum dikaryniai
aﬁak;

bahwa para pemohon pada sekitar bulan Nopember 2006 telah
menerima penyerahan scorang anak faki-taki berumur beberapa bulan
yang bernama GALANG OCTA RIZKIE MULTA, deri secorang thu
bernama HANIDAIE

bahwa para pzzmahaav fmpengetahuaa saksi mampu untuk mendidik,

membesarkan dan mengasuh anak tersebut;

INGGRID FERDINANDUS.

bahwa sakst kenal dengssn parn pomohon ietapi lidak ade hubungan
keluarga,

bahwa para pemohon semenjak menikah hingga kind belum dikannia
anak;

bahwa para pemohon pada sekitar bulan Nopember 2006 telah
menerima penyerahan seorang anak laki-laki berumur beberapa bulan
yang bernama GALANG OCTA RIZKIE MULEA, dari seorang Thu
bernama HANIDAH:

bahwa para pemohon sepengetshvan saksi mampu untuk mendidik,
membesarkan dan rengasuh anak tersebut;
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Menimbang, bahwz beordasarkan keterangan para pemohon dibubungkan
dengan  keterangan  para spkst serta !suraz-sarzz bukti yang diaiukan
dipersidangan, maka pars pemohon  felzh berhasil  membuktikan  dabl
permohonannys dan permohonan para pemchon tidak bertentangan dengan

Peraturan Hikkum yang beriaka,

Muanimbang, bahwa pengangkatan aask tersebut dilakukan oleh Parz Peaschon
guna masa depan anak terschut diharapkan masa depan anak tersebut akan lebib
baik ;

Menimbang, balwa  para  pemochon mampu dan  cakap  untuk

mendidik,  mengasuh  dan membesarkan  anak  yang  bernamaz
GALANG OCTA RIZKIE MULIA;

Menimbang, bahwa para pemohon ielsh berhasil membuktikan dalit

permohonannya maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permochonan para pemohon dikabulkan, maka para

pemchon dibebant untuk membayar biayz perkara |

Memperhatikan Pasab-pasal dart Peratarsn hukum yang bersangkutan;
MENETAPKAN;

1. Mengabulkaa permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan sah pengangkatan amak vsng  dilgkakan Para Pemohon
ACEP SQOEJOEDIEKALLA dan N. YANI MULYANI terhadap
scorang anak laki-laki bernama GALANG OCTA RIZKIE MULIA
iahir di Doger pada tanpgal 8 Oktober 2006 berdasarkan Kutipan Akia
Kelahi ran No 6989/2006 vang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota
Bogor fertangmal 21 Desember 2006 dari seorang Ibu bernama
HANIDAH;

3. Memerintabkan kepada Paniiera Penpadilen Negerdl Dogor untuk
mengirirmkan salinan resmi Penetapan int kepada Kantor Kepeadudukan
dan Catatan Sip'zi_x Kotz Bogor agar dicsiat dalam register yang
diperuniukkan untuk Hu;

4,  Mambebankan kepada Para Pemohon untuk membayar blaye perkaes
sebesar Rp.79.000 -(tujuh puluh sembiien ribu rupiah);
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SALINAE

e . oy b

ROTOHOPT

PERUTARAL PEARARA PERDATA PUHOUAL

HOLOR p 12%/P44/P/2006/F0 . 3y w-—
TARGGAL t 11 JANUARIL 2007, =emme——w— -
DARI : PEHGADIDAN HBGMRY BOGOH .-

DIBUAT SESUAL DEHGAN ASLINYA TANGGAL :-
24 FANUARI 2007. rmmccmm oo msmimesce s et
DIKELUARKAN UHTUK DAY ATAS PERMINTAAN ~

PIIAK : PARA PENOHON ( ACEP SOEJUEDIBKALLA
Ann He YANL MUDYAHI) ; e e s o e oo _

Bogor, 24 JAHUARI 2007.
BEHGADILAY NEGHRT PAGOR,

Binye-biaye

- -i} = g € Fe srrsarvas R.Pa lszﬁ{}s“"
= %ﬁ&tezai- E s re b § R?t 60&00,”“
- Re&akﬁi; R E T TR ER Rpt 3-06&;"

B i W S0 S g e P A - ]

Telash dibayer di Bendohara/Kps
padn tenggal 24 JANUARY 2007.-
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é::m&é
SEBELAS

sah diganii
”

Demikianiah ditetapkan di BOGOR pada hari - K A M I 5 tangga) TIGAL

£BEIAAY bulan JANUARU tabun DUA RIDBY TUGIUH olely  kami

KAMARUDDIN SIMANMIUNTAK, SH Hakim Pengadilan Negeri Bogor
peneiapan mana pada hari ity jupa diucapkan dimuka sidang yang terbuka
untuk umuam oleh hakim tersebut dengan dibantu ofeh IGNATIUS SUTEDRJO

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

PAIITIERA PENGOARTT, HAKTH,

tEd EEd

IGHATIUS SUTEBJC. BAMARUDD N SIMAHJUNTAK,SH
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